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BABIV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Tual
1. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kota Tual terletak antara 5° sampai 6,5° Lintang Selatan dan 131° sampai
133,5° Bujur Timur. Secara geografis, Kota Tual dibatasi antara lain oleh
Kecamatan Pulau-pulau Kei Kecil di sebelah selatan, Laut Banda di sebelah utara,
Selat Nerong Kabupaten Maluku Tenggara di sebelah timur, dan Laut Banda di
sebelah barat (sumber data: BPS Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012).
2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kota Tual +£19.088,29 Km® dengan luas daratan +£352.29
Km® atau 1,34% dan luas perairannya +18.736 Km® atau 98,66%. Kota Tual
terdiri dan 66 (enam puluh enam) pulau dan meliputi 3 (tiga) gugusan pulau yaitu:
gugus pulau-pulau Kur, gugus pulau Tayando Tam, dan gugus pulau Dullah
(sumber data: BPS Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012).
3. Kondisi Pemerintahan

a. Wilayah Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 26 Tahun 2011
tentang Pembentukan Kecamatan Kur Selatan di Kota Tual, wilayah
administrasi Kota Tual mengalami perubahan Kecamatan dan Kelurahan yang
terbagi menjadi 5 Kecamatan, 26 Desa, 3 Kelurahan, dan 11 Dusun dengan

rincian sebagaimana Tabel 4.1 berikut.
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Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan, Desa, Kelurahan dan Dusun di Kota

Tual Tahun 2012
Kec. P;l::lnumh Kee. g:::f““lh Kec. Tayando Tam Kec. P.p Kur Kec. Kur Selatan
fbu Kota : Namser Tbu Kota : Wearkir Ibukota : Tayanda ibu Kota : Tubyal | Ibu Kota : Warkar
Yamie!
1. Desa Fiditan 1. Desa Tual 1. Desa 1. DesaKamear | 1. Desa Kanara
2. Desa Ohoitel 2. DesaTaar Tamngurhir 2. Desa 2. Desa Warkar
3. DesaDullah 3. Kel Lodar El 2. Desa Tayando Lokwirin 3. Desa Yapas
Laut 4.  Kel. Ketsoblak Yamtel 3. Desa 4. Desa Rumoin
4. Desa Duliah 5.  Kel Masrum 3. Desa Tayando Finualen 5. Desa Hirit
5. Desa Ngadi 6. DusunP.Uh Yarmru 4. Desa Tubyal 6.  Desa Mangur
6. Desalebetawi } 7. Dusun Mangon | 4. Desa Tayando 5. Desa Sermaf Niela
7. DesaTamedan { 8. Dusun Fair Langgiar 7. Desa Mangur
8.  DesaOhoitahit | 9 DusunDumar | 5. Desa Tayando Tiflen
9. Dusun Watran_ Ohoiel 8 Dusun Fitarlor
10.  Dusun 6. Dusun Tam 9. Dusur Pasir
Lairkamor Ohoitom Panjang
il. Ohoitel 10. Dusun Fadol
Relokasi

Sumber Data: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

(BPMPD) Kota Tual Tahun 2013

b. Sumber Daya Manusia di Pemerintahan

Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Tual per 30 Desember 2011

sejumlah 1.925 orang, berdasarkan golongan dan pendidikan dapat dilihat

pada Tabe] 4.2 dan Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.2 Jumlah PNS berdasarkan Golongan di Kota Tual Tahun 2012

Golongan PNS (Orang)
I 8
I 657
III 926
v 334
Jumlah 1.925

Sumber Data: Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tual Tahun 2012
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Tabel 4.3 Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota

Tual Tahun 2012
Tingkat Pendidikan PNS (Orang)
SD 0
SLTP 5
SLTA 256
D1 61
D2 190
D3 185
D-IV 5
S-1 _ 1.182
S-2 35
TS3 6
Jumlah 1.925
Sumber Data: 2B(;rco2 Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun
1

Jarak pusat pertumbuhan dan pemerintahan dengan wilayah lainnya dalam
suatu pemerintahan menjadi fokus perhatian guna menjawab permasalahan
rentang kendali pelayanan kepada masyarakat setempat. Hal ini dimaklum karena
terkadang masyarakat yang tinggal jauh dari ibukota pemerintahan dalam praktik
penyelenggaraan pemerintahan sulit mengakses pelayanan yang ada. Adapun
jarak Kota Tual dengan ibukota provinsi serta ibukota kecamatan dapat dilithat

pada Tabel 4.4 berikut.
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Tabel 4.4 Jarak Kota Tual dengan Ibukota Provinsi serta Ibukota

Kecamatan
Jarak
Nama Kota Km Mil Laut
Tual - Ambon 550,45 297,22
Tubyal 87,59 47,30
Yamtel 45,42 24,53
Dullah Darat 9,09 4,91

Sumber Data: BPS Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012

4. Kondisi Demografis

Masyarakat atau penduduk memegang peran penting dalam
pengembangan wilayah. Masyarakat merupakan pelaku pengembangan wilayah
bersama-sama dengan pemerintah dan pelaku usaha (pihak swasta). Peran serta
masyarakat dapat berupa gagasan, tenaga dan materi bahkan sebagal pengawas
jalannya proses pengembangan wilayah.

Kota Tual sebagai daerah pemekaran dart Kabupaten Maluku Tenggara
mengalami perkembangan pesat dalam penyebaran penduduk sejak tahun 2000.
Jumlah penduduk Kota Tual berdasarkan hasil sensus penduduk 2000 sebanyak
38.194 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 108 orang per km’. Laju
pertumbuhan penduduk sebesar 4,3%. Tabun 2010 jumlah penduduk meningkat
mencapai 58.082 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 164 orang per
km? (Sumber Data: BPS Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012).

Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk Kota Tual tahun 2011
meningkat menjadi 59.690 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 169
orang per km®. Jumlah penduduk laki-laki tercatat sebanyak 29.339 jiwa dan
perempuan 30.351 jiwa yang tersebar pada empat kecamatan yakni Kecamatan

Pulau-pulau Kur, Kecamatan Tayando Tam, Kecamatan Dullah Utara, dan
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Kecamatan Dullah Selatan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat pada Kecamatan
Dullah Selatan yakni sebanyak 34.091 jiwa dan terkecil terdapat pada Kecamatan
Pulau-pulau Kur yakni sebanyak 5.032 jiwa.

Jumlah penduduk pada tahun 2012 sesuai data Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Tual sebanyak 61.503 jiwa. Adapun jumlah penduduk Kota
Tual menurut jenis kelamin dan kecamatan pada tahun 2010 sampai dengan tahun
2011 dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Kota Tual menurut Jenis kelamin
dan Kecamatan Tahkun 2010-2011

2010 2011
No. Kecamatan I P ] L P ]
1. {P.P.Kur 2.366 2529 | 4895 2.410]|.2.622| 5.032
2. | Tayando Tam 2.643 2.805] 5448 2.692| 2908 | 5.600
3. { Dullah Utara 7.199 7.3651 14564 | 7.3331 7.635| 14.968
4. | Dullah Selatan 16.595| 16.580]33.175]|16.904| 17.187 | 34.091
Jumlah 28.803 | 29.279 | 58.082 | 29.339 | 30.351 { 59.690

Sumber Data: BPS Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012

Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui jumlah penduduk terbanyak terdapat pada
Kecamatan Dullah Selatan. Hal ini disebabkan Kecamatan Dullah Selatan
merupakan pusat pemerintahan dan pusat perdagangan. Selain itu pada kecamatan
ini juga terdapat pelabuhan laut yang melayani pelayaran dari Jawa, Sulawesi
melalui Ambon serta pelabuhan peti kemas.

5. Kondisi Lahan dan Produksi tiap Kecamatan di Kota Tual

Berbagai cara yang dapat diterapkan dalam pengembangan wilayah
sebagai upaya harmonisasi perkembangan suatu wilayah, diantaranya melalui
pengembangan sektoral. Upaya pengembangan sektoral dimaksud mengacu pada
sektor-sektor pembangunan daecrah yang diyakini mampu menunjang percepatan

pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
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Berdasarkan kondisi potensi di semua wilayah kecamatan menunjukkan
adanya peluang-peluang untuk pengembangan sektor potensial, diantaranya
kondisi lahan dan produksi tiap kecamatan di Kota Tual. Adapun kondisi lahan

dan produksi tiap kecamatan di Kota Tual tahun 2011 seperti pada Tabel 4.6

berikut.
Tabel 4.6 Kondisi Lahan dan Produksi tiap Kecamatan di
Kota Tual Tahun 2011
Luas Lahan Juniah Produksi
Luas Jumlah (Ha) (Ha/Ekor/Ton)
Na. Kecamatan Wilayah | Penduduk Lahan lain T Ternak
(Km®) Jiwa) Pertanian yang ;“m"‘ dan Ikan Laut
diusahakan angan Unggas
1. | P.P.Kur 5522 5.032 2.458 1148 | 2478 Ton 5117 | 2.207,8 Ton &
Ekor Nilai Produksi
Rp.
12.139.050.000
2. [ Tayando Tam 69,07 5.600 4919 633 | 218.1Ton | 25898 | 29078 Ton&
Ekor Nilai Produksi
Rp.
14.539.112.000
3. | Duliah Utara 70,85 14.967 1025 13626 | 12214 Ton 2555 | 3.0826Ton&
Ekor | Nilai Produksi
Rp.
16.958.150.000
4. | Dullah Selatan 51,99 34.092 880 1.670 | 512,08 Ton 6283 | 172782 Tm &
Ekor | Nilai Produksi
Rp. ;
95.027.350.000 |
Jumlah 247,13 59.691 9282 28136 2.199,38 39.853 3
Ton Ekor |
Sumber Data: Dinas Pertanian dan Kehutanan & Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Tual (diolah)

Kecamatan Dullah Selatan memiliki jumlah penduduk terbanyak
(57,11%) dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Kecamatan Dullah Utara
memiliki luas wilayah vang paling banyak berproduktif dari luas lahan pertanian
(11,04%) dan luas lahan lain yang diusahakan (28,31%).

Kecamatan Tayando Tam yang memiliki luas wilayah terluas kedua dan
jumlah penduduk vang sedikit, akan tetapi luas wilayah tersebut sangat sedikit

lahan yang produktif dalam pertanian dan lahan lain yang diusahakan. Kondisi
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wilayah Tayando Tam berupa dataran yang terletak pada ketinggian 0-84 meter di
atas permukaan laut.
B. Pengembangan wilayah Kota Tual sebagai Daerah Otonom Baru

Gambaran kondisi pengembangan wilayah Kota Tual setelah pemekaran
dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi Kota
Tual dari tahun 2009-2012 dan kontnbusi masing-masing sektor dalam
menunjang pembangunan ekonomi di Kota Tual. Selain itu analisis juga
dilakukan terhadap peran pemerintah daerah Kota Tual, pelaku usaha (swasta),
dan masyarakat dalam pengembangan wilayah.

Perkembangan ekonomi makro di Kota Tual sampai dengan tahun 2012
secara umum menunjukkan kecenderungan positif. Stabilitas ekonomi makro
sebagaimana dimaksud nampak dari geliat aktifitas perekonomian yang semakin
maju dan menyentuh langsung pada perkembangan sektor nil. Peningkatan
aktifitas perekonomian di Kota Tual yang demikian secara langsung berdampak
pada tingkat perekonomian masyarakat Kota Tual yang nampak pada tingkat
pertumbuhan ekonomi dan besaran Produk Domestik Regional Bruto Kota Tual.

PDRB Kota Tual menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2012 tercatat sebesar 392.890,19 juta rupiah. Bila dibandingkan dengan
Tahun 2011 yang tercatat sebesar 329.084,20 juta rupiah maka terdapat kenaikan
sebesar 63.805,99 juta rupiah atau 19,39 %. PDRB Kota Tual Tahun 2012 atas
dasar Harga Konstan 2000 tercatat sebesar 170.742,08 juta rupiah, sedangkan
tahun 2011 tercatat sebesar 157.693,47 juta rupiah atau naik sebesar 8,27 % dar1

keadaan perekonomian tahun 2011.
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Selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012,
perekonomian Kota Tual dapat dikatakan berkembang cukup pesat. Kondisi ini
ditunjukkan oleh besaran nilai PDRB atas dasar harga konstan yang terus
meningkat sejak tahun 2009 hingga 2012. Selama periode tersebut, Kota Tual
mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,46% per tahun. Laju pertumbuhan
PDRB Kota Tual tahun 2012 atas dasar harga konstan 2000 adalah sebesar 8,27%,
mengalami percepatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2011 sebesar
6,23% dan tahun 2010 sebesar 5,90%. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tual

selama tahun 2009-2012 dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut.

Gambar 4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tual (%) Tahun 2009-2012

Agregasi dari laju pertumbuhan ekonomi tiap-tiap sektor menggambarkan
laju pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Laju pertumbuhan
ekonomi Kota Tual Tahun 2012 vyang sebesar 8,27% tersebut, memiliki
pertumbuhan sektoral dengan kisaran antara 2,98-9,94% dan secara rata-rata laju

pertumbuhannya cukup stabil.
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Kisaran pertumbuhan yang cukup besar tersebut menunjukkan bahwa ada
beberapa sektor yang tumbuh cukup pesat sementara ada sektor lain yang
pertumbuhannya lambat meskipun secara agregat pertumbuhan ekonominya
relatif stabil. Secara rinci pertumbuhan ekonomi sektoral Kota Tual dapat dilihat
pada Tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Tual
Tahun 2009-2012

No. Lapangan Usaha 2009 | 2010 | 2011 | 2012
1. | Pertanian 3,53 6,30 | 6,72 8,24
2. | Pertambangan & Penggalian 6,48 | 11,97 | 841 9,11
3. | Industri Pengolahan 6,19 2,61 8,82 9,03
4. | Listrik, Gas & Air Bersih 1,71 537 5,74 6,11
5. | Bangunan 7,971 3994} 7,57 7,52
6. | Perdagangan, Hotel & Restoran 6,96 547 6,13 9.94
7. | Pengangkutan dan Komunikasi 3,11 394 4,04 5,22
8. | Keuangan, Persewaan dan Jasa 3,30 2,02 2,70 2,98

Perusahaan
9. {Jasa—jasa 7.14 4471 6,32 6,67
Total 5,44 590] 6,23 8,27

Sumber Data: BPS Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012

Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui bahwa sektor perdagangan, hotel dan
restoran meningkat secara signifikan pada tahun 2012 sebesar 9,94%, sehingga
dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kota Tual didorong
oleh pertumbuhan sektor Perdagangan. Hal ini dikarenakan kontribusi Atas Dasar
Harga Konstan (ADHK) sektor int sebesar 36,51%, yang berarti bahwa kenaikan
sebesar 9,94% secara riil menambah nilai PDRB Konstan secara signifikan (Rp.
5.635,19 juta). Peningkatan sektor perdagangan ini diantaranya didorong oleh
upaya Pemerintah Daerah Kota Tual melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika yang berkoordinasi terus menerus dengan Dinas Perhubungan
Provinsi Maluku dan Kementrian Perhubungan yang secara bersama-sama telah

menetapkan pelabuhan Tual sebagai pelabuhan transmuter untuk wilayah selatan
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Kisaran pertumbuhan yang cukup besar tersebut menunjukkan bahwa ada
beberapa sektor yang tumbuh cukup pesat sementara ada sektor lain yang
pertumbubannya lambat meskipun secara agregat pertumbuhan ekonominya
relatif stabil. Secara rinci pertumbuhan ekonomi sektoral Kota Tual dapat dilihat
pada Tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Tual
Tahun 2009-2012

No. Lapangan Usaha 2009 | 2010 | 2011 | 2012
1. | Pertanian 3,53 6,30 6,72 8,24
2. | Pertambangan & Penggalian 6,48 | 11,97 8,41 9,11
3. | Industri Pengolahan 6,19 2,61 8,82 9,03
4. | Listrik, Gas & Air Bersih 1,71 537 5,74 6,11
5. | Bangunan 7,971 3994 7,57 7,52
6. | Perdagangan, Hotel & Restoran 6.96 5471 6,13 9,94
7. | Pengangkutan dan Komunikasi 3,11 394 404 5,22
8. | Keuangan, Persewaan dan Jasa| 3,30 2,021 2,70 2,98

Perusahaan
9. | Jasa- jasa 7,14 4471 632 6,67
Total 5,44 590 6,23 8,27

Sumber Data: BPS Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012

Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui bahwa sektor perdagangan, hotel dan
restoran meningkat secara signifikan pada tahun 2012 sebesar 9,94%, schingga
dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonom: yang tinggi di Kota Tual didorong
oleh pertumbuhan sektor Perdagangan. Hal ini dikarenakan kontribusi Atas Dasar
Harga Konstan (ADHK) sektor ini sebesar 36,51%, yang berarti bahwa kenaikan
sebesar 9,94% secara nil menambah nilai PDRB Konstan secara signifikan (Rp.
5.635,19 juta). Peningkatan sektor perdagangan ini diantaranya didorong oleh
upaya Pemerintah Daerah Kota Tual melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika yang berkoordinasi terus menerus dengan Dinas Perhubungan
Provinsi Maluiku dan Kementrian Perhubungan yang secara bersarna-sama telah

menetapkan pelabuhan Tual sebagai pelabuhan transmiter untuk wilayah selatan
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Maluku, Papua dan Papua Barat. Pelabuhan Tual ini melayani melayani rute
pelayaran Jawa-Sulawesi-Maluku-Papua juga merupakan pelabuhan peti kemas.
Selain itu, guna menjangkau wilayah-wilayah yang sebelum pemekaran terisolir
seperti Kecamatan Pulau-pulau Kur dan Kecamatan Tayando Tam dalam upaya
pendistribusian hasil alam masyarakat ke Kota Tual, maka melalui koordinasi
dengan Kementrian Perhubungan pada tahun 2012 telah tersedia tiga unit kapal
ferry dengan frekuensi pelayaran dua kali seminggu dengan rute Tual-Tayando-
Kur pulang pergi. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada tanggal 11 Juni 2013 sebagai
berikut.

“Kami terus melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi
Maluku dan Kementrian Perhubungan RI dan outputnya telah
ditetapkannya Pelabuhan Tual sebagai Pelabuhan Transmitter untuk
wilayah selatan Maluku, Papua dan Papua Barat. Pelabuhan Tual im
melayani rute pelayaran Jawa-Sulawesi-Maluku-Papua juga merupakan
pelabuhan peti kemas. Tentunya hal ini kami lakukan dengan tujuan untuk
lebih mendukung perkembangan sektor perdagangan di Kota Tual. Kami
yakin bahwa dengan tersedianya pelabuhan ini semakin menjadikan Kota
Tual sebagai wilayah strategis perdagangan khususnya di wilayah selatan
Maluku, Papua dan Papua Barat. Pengadaan tiga unit kapal ferry dengan
frekuensi pelayaran dua kali seminggu dengan rute Tual-Tayando-Kur
pulang pergi, hasil koordinasi intensif dengan Dinas Perhubungan Provinsi
Maluku dan Kementrian Perhubungan RI juga merupakan upaya positif
dinas kami yang pada kenyataannya telah mampu menjangkau wilayah-
wilayah yang sebelum pemekaran terisolir seperti Kecamatan Pulau-pulau
Kur dan Kecamatan Tayando Tam juga sangat membantu masyarakat
setempat dalam upaya pendistribusian hasil alamnya ke Kota Tual”.

Hasil observasi penelitian pada tanggal 15 sampai dengan 16 Juli 2013
juga menggambarkan aktifitas pelabuhan Tual yang melayani pelayaran kapal
Pelni dari Jawa-Sulawesi-Ambon-Tual-Papua dan Papua Barat serta aktifitas
bongkar muat barang. Dukungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual

dalam pengembangan sektor perdagangan di Kota Tual nampak melalui hasil

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/42098.pdf
84

wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual pada
tanggal 18 Juni 2013 sebagai berikut.

“Guna mendukung dan memperlancar jaringan distribusi perdagangan atau
kemampuan mengakses pasar untuk lebih mendukung perkembangan
sektor perdagangan secara umum di Kota Tual yang juga merupakan
leading sector dalam RPJMD Kota Tual Tahun 2009-2013, maka upaya
yang telah kami lakukan diantaranya melalui koordinasi dengan Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tual dalam rangka
penyediaan sarana prasarana transportasi untuk memperlancar akses
perdagangan hasil alam masyarakat khususnya yang berdomisili di
Kecamatan Pulau-pulau Kur dan Kecamatan Tayando Tam menuju pasar
Masrum dan pasar Lodar El di pusat Kota Tual serta pembangunan
beberapa pasar diantaranya pasar Masrum dan pasar Lodar El sumber dana
APBD Kota Tual serta pasar tradisional dengan sumber dana Kementerian
Perdagangan Rl, yang letaknya berdekatan dengan pelabuhan Tual. Selain
itu untuk mendukung perkembangan sektor perdagangan secara umum
dilakukan penyederhanaan proses pendirian wusaha perdagangan,
pengembangan kemitraan dengan para pedagang sebagai upaya
pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta peningkatan
pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa dalam rangka
perlindungan konsumen.”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka pengembangan sektor
perdagangan di Kota Tual juga sangat ditentukan oleh peran Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kota Tual melalui upaya pembangunan beberapa pasar
diantaranya pasar Masrum dan pasar Lodar El yang letaknya berdekatan dengan
pelabuhan Tual, penyederhanaan proses pendirian usaha perdagangan, dan
pengembangan kemitraan dengan para pedagang sebagai upaya pemberdayaan
usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan pengawasan terhadap peredaran
barang dan jasa dalam rangka perlindungan konsumen serta koordinasi dengan
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tual dalam rangka
memperlancar akses perdagangan hasil alam masyarakat khususnya yang
berdomisili di Kecamatan Pulau-pulau Kur dan Kecamatan Tayando Tam menuju

pasar Masrum dan pasar Lodar El di pusat Kota Tual.
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Pertumbuhan sektor-sektor primer dan sekunder pada tahun 2012 cukup
stabil, jika dibandingkan dengan tahun 2011 dan cenderung mengalami
percepatan. Pertumbuhan sektor-sektor tersier mengalami kenaikan. Sektor
perdagangan, hotel dan restoran meningkat 3,81%, sektor pengangkutan dan
komunikasi meningkat sebesar 1,18%, sektor keuangan, persewaaan dan jasa
perusahaan 0,28% dan sektor jasa-jasa 0,35% dari tahun 2011. Namun demikian
sub sektor tanaman perkebunan, peternakan, dan kehutanan peningkatannya tidak
signifikan. Hal ini bertolak belakang dengan kenyataan bahwa Kota Tual memiliki
lahan perkebunan, peternakan, dan kehutanan yang luas dan memungkinkan
pengembangannya. Selain itu sub sektor tanaman perkebunan, peternakan, dan
kehutanan secara nyata berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
Kota Tual jika dikelola dengan baik.

Kontribusi sektor industri pengolahan meningkat tajam 6,42% dani tahun
2010 sebesar 2,61% menjadi 9,03% di tahun 2012. Berdasarkan hasil wawancara
dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual diketahui bahwa
peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan bagi perekonomian daerah
Kota Tual karena telah ditetapkannya zona atau kawasan pengembangan industri
di Kota Tual oleh Pemerintah Kota Tual serta secara bersama-sama dengan
Kementrian Perindustrian telah menetapkan Kompetensi Inti Industri Daerah
dalam hal ini pengolahan rumput laut menjadi tepung karagenan juga penetapan
Kota Tual sebagai pusat pengembangan inovasi rumput laut Maluku. Selain itu,
pembangunan cold storage dan depo rumput laut di Desa Labetawi Kecamatan
Duilah Utara dan pengembangan ruang lingkup usaha Perusahan Pengalengan

lkan PT. Maritim Timur Jaya yang berlokasi di Desa Ngadi Kecamatan Duilah
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Utara dengan pasar ekspor sampai ke luar negeri dan telah mampu
memperkerjakan banyak karyawan, dipandang merupakan upaya positif
pengembangan wilayah Kota Tual dari sektor industri pengolahan. Berikut hasil
wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual.

“Perkembangan industri di Kota Tual khususnya sektor industri
pengolahan yang terus meningkat dan tentunya memberikan kontribusi
signifikan bagi perekonomian daerah Kota Tual lebih dikarenakan adanya
upaya Pemerintah Kota Tual melalui penetapan zona atau kawasan
pengembangan industri dan bersama-sama dengan Kementrian
Perindustrian telah menetapkan Kompetensi Inti Industri Daerah dengan
lingkup  pengolahan rumput laut menjadi tepung karagenan serta
ditetapkannya Kota Tual sebagai pusat pengembangan inovasi rumput laut
Maluku. Selain itu guna lebih mendukung perkembangan sektor industri
pengolahan khususnya pengolahan rumput laut hasil panen masyarakat,
maka kami juga telah membangun cold storage dan depo rumput laut di
Desa Labetawi Kecamatan Dullah Utara. Pembangunan ini mendapat
tanggapan positif dari masyarakat yang terwujud melalui kesediaan
membebaskan lahannya bagi pembangunan dimaksud. Pengembangan
industri pengolahan juga tidak terlepas dari dukungan pihak swasta
melalui pengembangan ruang lingkup usaha Perusahan Pengalengan Ikan
PT. Maritim Timur Jaya yang berlokasi di Desa Ngadi Kecamatan Dullah
Utara dengan pasar ekspor sampai ke luar negeri. Perusahaan ini juga telah
mampu memperkerjakan banyak karyawan. Kami memandang ini
merupakan bentuk kerjasama yang baik antara kami selaku unsur
pemerintah daerah, pelaku usaha atau pihak swasta dan masyarakat dalam
mengembangkan wilayah Kota Tual saat ini dan seterusnya”.

Hasil observasi pada tanggal 6 sampai dengan 9 Juli 2013 di Kecamatan
Dullah Utara didapatkan gambaran adanya cold storage dan depo rumput laut di
Desa Labetawi yang saat itu masih terus dilakukan penyempurnaan pembangunan
fisiknya. Pelaksanaan observasi di seluruh kecamatan juga mendapatkan
gambaran hampir seluruh perairan di Kota Tual diadakan kegiatan budidaya

rumput laut. Khusus di perairan Kecamatan Dullah Utara, kegiatan budidaya

rumput laut tersebar di seluruh desa yang ada.
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Struktur ekonomi Kota Tual yang ditunjukkan oleh distribusi persentase
PDRB menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2012
tidak mengalami perubahan yang signifikan. Perekonomian Kota Tual secara garis
besar merupakan perekonomian yang berbasiskan pada sektor-sektor jasa (sektor
tersier), yang memberikan kontribusi sebesar 63,29% (Rp. 248.642,87 juta),
dengan ditumpu oleh sektor primer sebesar 34,04% (Rp. 133.728,98 juta),
sementara kontribusi sektor sekunder hanya sebesar 2,68% (Rp. 10.518,34 juta).
Distribusi PDRB Kota Tual menurut sektor Atas Dasar Harga Berlaku Tahun

2012 dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut.

Gambar 4.2 Distribusi PDRB Kota Tual Menurut Sektor Atas Dasar
Harga Berlaku Tahun 2012.

Peranan sektor dan sub sektor ekonomi sangat mempengaruhi karakteristik
ekonomi suatu daerah. Hal tersebut terkait dengan potensi masing-masing sektor

atau sub sektor dalam memberikan kontribusi bagi perkembangan atau
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pertumbuhan ekonomi daerah dimana beberapa sektor atau sub sektor memiliki
potensi pertumbuhan tinggi, dan sebaliknya.

Selama tahun 2009 sampai 2012 telah terjadi pergeseran kontribusi dalam
pembentukan nilai tambah barang dan jasa, dimana sektor jasa sangat
mendominasi perekonomian di Kota Tual. Berdasarkan klasifikasi sembilan sektor
ekonomi secara sektoral, sektor perdagangan adalah penyumbang terbesar dalam
perekonomian daerah ini dengan sub sektor andalannya yakni perdagangan besar
dan eceran. Pada tahun 2012 kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran
sebesar 39,71% dengan kontribusi terbesar dari sub sektor perdagangan besar dan
eceran yakni 39,53%. Sektor pertanian mempunyai kontribusi sebesar 33,56% dan
didominasi oleh sub sektor perikanan sebesar 22,22%.

Penetapan Kota Tual sebagai kawasan minapolitan di Provinsi Maluku
melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
35/KepMen-KP/2011 tanggal 7 April 2011 tentang Penectapan Kawasan
Minapolitan dan tersedianya masterplan pengembangan kawasan minapolitan
Kota Tual yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tual Nomor 106 Tahun
2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan
Minapolitan dalam Wilayah Kota Tual, merupakan penyebab utama
meningkatnya kontribusi sub sektor perikanan bagi perekonomian Kota Tual. Hal
ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota
Tual dalam petikan hasil wawancara berikut.

“Guna mendukung perkembangan sub sektor perikanan di Kota Tual dan

mewujudkan peningkatan kontribusi sub sektor imi bagi perekonomian

Kota Tual, maka kami telah membuat Masterplan Pengembangan

Kawasan Minapolitan Kota Tual yang ditetapkan dengan Keputusan

Walikota Tual Nomor 106 Tahun 2011 tanggal 17 Jumi 2011 tentang
Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan dalam Wilayah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/42098.pdf

Kota Tual. Selain itu penetapan Kota Tual sebagai kawasan minapolitan di
Provinsi Maluku melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia Nomor 35/KepMen-KP/2011 tanggal 7 April 2011
tentang Penetapan Kawasan Minapolitan juga merupakan penunjang
percepatan perkembangan sektor perikanan di Kota Tual. Dalam
perkembangannya, sub sektor perikanan di Kota Tual mengalami
pertumbuhan yang pesat. Pada tahun 2012, produksi ikan laut di
Kecamatan Pulau-pulau Kur sebesar 2.207,8 Ton dengan nilai produksi
mencapai Rp. 12.139.050.000, Kecamatan Tayando Tam sebesar 2.907,8
Ton dengan nilai produksi mencapai Rp. 14.539.112.000, Kecamatan
Dullah Utara sebesar 3.082,6 Ton dengan nilai produksi mencapai Rp.
16.958.150.000, dan Kecamatan Dullah Selatan sebesar 17.278,2 Ton
dengan nilai produksi mencapai Rp. 95.027.350.000. Upaya lain yang
telah kami lakukan dalam mendongkrak sub sektor perikanan di Kota Tual
yaitu terus meningkatkan peranan pihak swasta dalam rangka pemerataan
dan peningkatan pendapatan nelayan melalui peningkatan produksi dan
produktifitas usaha, memenuhi kebutuhan konsumen ikan masyarakat
setempat dan peningkatan ekspor. Disamping itu, diarahkan juga untuk
pemerataan kesempatan berusaha serta penyerapan tenaga Kkena.
Peningkatan sub sektor perikanan juga tidak terlepas dari andil
Kementerian Kelautan dan Perikanan Rl yang menempatkan Pelabuhan
Perikanan Nusantara (PPN) di Kota Tual. Aktifitas pada PPN ini sangat
mendukung laju pertumbuhan ekonomi Kota Tual dari sub sektor
perikanan” (Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kota Tual, tanggal 17 Juni 2013).

Adapun penyebab lain meningkatnya kontribusi sub sektor perikanan bagi
perekonomian Kota Tual berdasarkan hasil wawancara di atas yaitu adanya upaya
Pemerintah Kota Tual untuk terus meningkatkan peranan pihak swasta dalam
rangka pemerataan dan peningkatan pendapatan nelayan melalm peningkatan
produksi dan produktifitas usaha, memenuhi kebutuhan konsumen ikan
masyarakat setempat, peningkatan ekspor, pemerataan kesempatan berusaha serta
penyerapan tenaga kerja. Keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN} di
Kota Tual juga menjadi daya dorong laju pertumbuhan ekonomi Kota Tual dari
sub sektor petikanan.

Khusus sektor pertambangan dan penggalian memiliki keterkaitan erat

dengan lingkungan. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian di tahun
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2012 mengalami peningkatan menjadi 9,11%, walaupun laju pertumbuhannya
masih di bawah sektor perdagangan dan sektor pertanian khususnya sub sektor
perikanan yakni sebesar 0,7%. Peningkatan kontribusi sektor pertambangan dan
penggalian bagi perekonomian Kota Tual menurut Kepala Kantor Lingkungan
Hidup Kota Tual disebabkan oleh banyaknya masyarakat dan pelaku usaha yang
memanfaatkan pasir (bahan galian C) bagi kegiatan pembangunan. Selain itu
adanya upaya pemerintah daerah melalm Kantor Lingkungan Hidup dengan
diterbitkan Peraturan Walikota Tual Nomor 05 Tahun 2012 tentang Klasifikasi
Usaha Wajib Dokumen Lingkungan, sebagai bentuk kepedulian pemerintah bagi
kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan di Kota Tual.

Hal ini dilakukan karena pada bulan Maret sampai dengan Juni 2012 telah
terjadi perusakan lingkungan pantai oleh sekelompok masyarakat dengan kegiatan
pengambilan pasir dan tanah putih (Bahan Galian C) untuk kepentingan pribadi.
Pengembangan wilayah sangat tergantung dari ketersediaan lingkungan yang
lestari. Upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan telah dikeluarkan Perda
Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Hawear atau Nama Lain
dalam Wilayah Kota Tual. Hawear atau Nama Lain sebagaimana dijelaskan dalam
bagian penjelasan umum peraturan daerah tersebut dimaksudkan sebagai tanda
larangan adat yang membatasi eksploitasi dan pengrusakan ekosistem lingkungan
serta bertujuan memberikan kepastian hak atas tanal ulayat, tanah marga serta
tanah perorangan bagi masyarakat adat setempat.

Berikut kutipan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Lingkungan
Hidup Kota Tual tanggal 22 Juni 2013.

“Mengingat usaha pertambangan dan penggalian sangat berhubungan erat
dengan lingkungan maka upaya yang telah dilakukan dimaksudkan selain
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untuk mencegah kerusakan lingkungan agar tetap lestari juga agar dapat
memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dan
daerah. Perlu diinformasikan bahwa peningkatan kontribusi sektor
pertambangan dan penggalian bagi perekonomian Kota Tual disebabkan
oleh banyaknya masyarakat dan pelaku usaha (kontraktor) yang
memanfaatkan pasir dan tanah putih (bahan galian C) bagi kegiatan
pembangunan. Upaya pemanfaatan pasit dan tanah putih ini, dalam
prakteknya dibingkai dengan Peraturan Walikota Tual Nomor 05 Tahun
2012 tentang Klasifikasi Usaha Wajib Dokumen Lingkungan dan Perda
Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Hawear atau Nama
Lain dalam Wilayah Kota Tual. Mengingat pengembangan wilayah juga
sangat bertumpu pada ketersediaan lingkungan yang lestari maka
Pemerintah Daerah Kota Tual telah melakukan upaya-upaya sebagai
berikut.
1. Pelaksanaan fungsi monitoring dan pengawasan lingkungan setiap
tahun berjalan pada wilayah Kota Tual.
2. Pengadaan serta penanaman bibit pohon pada wilayah-wilayah sumber
air di wilayah Kota Tual.
3. Konservasi sumberdaya alam dengan melibatkan para pelaku usaha
maupun masyarakat setiap tahun.
4. Peningkatan peran dan kewenangan Kantor Lingkungan Hidup menjadi
Badan Lingkungan Hidup”.

Sektor listrik, gas, dan air bersih mengalami perlambatan. Menurut Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual, hal 1111 terjadi karena belum semua desa dan
rumah tangga di Kota Tual terlayani listrik PLN, begitupun dengan pelayanan air
bersih PDAM yang hanya menjangkau desa-desa tertentu saja. Desa-desa
dimaksud letaknya berdekatan dengan pusat perekonorman. Berikut kutipan hasil
wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual.

“Kita ketahui bersama bahwa pengembangan wilayah Kota Tual
berlangsung pesat selama kurun waktu tahun 2009-2012. Berbagai sektor
maupun sub sektor turut berkontribusi secara signifikan terhadap
pengembangan wilayah Kota Tual ini. Namun diakui bahwa ada beberapa
sub sektor yang mengalami perlambatan dalam laju pertumbuhan
ekonominya diantaranya sub sektor tanaman pangan, peternakan,
kehutanan serta sub sektor listrik dan air bersih. Perlambatan sub sektor
listrik dan air bersih karena belum semua desa dan rumah tangga di Kota
Tual terlayani listrik PLN, begitupun dengan pelayanan air bersih PDAM
yang baru menjangkau desa-desa tertentu saja yang letaknya berdekatan
dengan pusat perekonomian” (Hasil wawancara dengan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Kota Tual, tanggal 6 Juni 2013).
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Kontribusi lainnya sebesar 18,27% diperoleh dari sektor jasa-jasa dan
16,64% diantaranya berasal dari sub sektor pemerintahan umum. Sektor
keuangan, persewaan dan jasa perusahaan memberikan kontribusi sebesar 2,89%
serta sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 2,42%. Sedangkan sektor-
sektor lainnya memberikan kontribusi sebesar 3,16%. Struktur ekonomi sektoral
Kota Tual dapat dilihat pada Tabel 4.8 dan Gambar 4.3 berikut.

Tabel 4.8 Struktur Ekonomi Sektoral Kota Tual Tahun

2009-2012
No. | Lapangan Usaha | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Sektor Agriculture (Pertanian)
1. | Pertanian 1 37,07] 3529] 34,66 | 33,56
Sektor Manufacturing (Produksi)
2. | Pertambangan & Penggalian 0,46 0,48 0,48 0,48
3. | Industri Pengolahan 0,21 0,21 0,21 0,21
4. | Listrik, Gas & Air Bersih 0,72 0,70 0,64 0,59
5. | Bangunan 1,37 1,90 1,88 1,87
Sektor Services (Jasa)
6. | Perdagangan, Hotel & Restoran 38,60 3946 38,64 | 39,71
7. | Pengangkutan dan Komunikasi 2,29 2,34 2,61 2,42
8. | Keuangan, Persewaan dan Jasa| 3,43 3,27 3,07 2,89
Perusahaan
9. | Jasa- jasa 15,84 16,34 17,80 18,27
Total 100 100 100 100

Sumber Data: BPS Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012

81,41 62,12

2009 2010 2011 2012

Gambar 4.3 Struktur Ekonomi Kota Tual Tahun 2009-2012.
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Keberhasilan pembangunan Kota Tual tidak cukup hanya memperhatikan
perkembangan PDRB secara total, tetapi juga dilihat perkembangan PDRB
perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan. Tingkat

pendapatan perkapita Kota Tual tahun 2009-2012 dapat dilihat pada Gambar 4.4

berikut.

2009 2010 2011 2012

Gambar 4.4 Tingkat Pendapatan Perkapita Kota Tual (Rp) Tahun
2009-2012.

Tingkat kemakmuran penduduk di Kota Tual terus mengalami
peningkatan yang ditunjukkan oleh peningkatan Pendapatan Regional Perkapita
Penduduk Kota Tual sejak tahun 2009 hingga tahun 2012. Sesuai data Badan
Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara, Pendapatan Regional Perkapita
Penduduk Kota Tual Tahun 2008 tercatat sebesar Rp. 4.081.545,10 dan tahun
2009 sebesar Rp. 4.419.130,88 atau naik §,27%. Pada tahun 2010 sebesar Rp.
4.836.308 atau naik 9,44% dari tahun 2009. Tahun 2011 dan 2012 jika
dibandingkan dengan tahun 2010 meningkat sebesar Rp. 5.299.998 dan Rp.

5.873.517 atau naik 9,59% dan 10,82%. Sedangkan Pendapatan Regional
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Perkapita riil tanpa dipengaruhi kenaikan harga barang dan jasa dapat diketahui
dari Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 yang
pada tahun 2012 sebesar Rp. 2.484.792 atau naik 4,49% dibandingkan tahun
2011.

Indeks Harga Implisit PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk
mengetahui tingkat inflasi/deflasi suatu daerah/region pada suatu periode tertentu.
Indeks Harga Implisit Kota Tual pada tahun 2012 sebesar 230.11% dan tahun
2011 sebesar 208,69%. Berdasarkan angka indeks implisit tersebut dapat dihitung
laju inflasi harga produsen barang dan jasa di Kota Tual yaitu sebesar 10,67%
pada tahun 2011 dan 10,26% pada tahun 2012 sebagaimana dapat dilihat pada

Gambar 4.5 berikut.
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Gambar 4.5 Laju Inflasi Harga Produsen Barang dan Jasa Kota Tual
Tahun 2009-2012.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian
Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah Kota Tual, melalui wawancara
yang dilakukan pada tanggal 5 Juni 2013, menjelaskan bahwa peningkatan

kontribusi setiap sektor di atas terhadap perekonomian Kota Tual sangat
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ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata di seluruh
kecamatan dalam wilayah Kota Tual. Kondisi ketersediaan infrastruktur dasar
yang lengkap di Kota Tual juga telah menjadi pertimbangan ditambahkannya
Kota Tual sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah selatan Maluku
pada Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI).

Pendapat ini didukung juga oleh penjelasan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kota Tual yang menjelaskan bahwa percepatan pengembangan wilayah
Kota Tual yang terjadi sejak tahun 2009-2012, didukung oleh ketersediaan
infrastruktur  yang memadai. Kendala keterbatasan anggaran dalam
pengembangan infrastruktur pengembangan wilayah disiasati dengan cara
menghitung atau menentukan dengan baik dan cermat volume maupun rencana
anggaran dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
program dan kegiatan tahunan berdasarkan rencana yang telah dibuat.

Selain itu diprioritaskan kepada program dan kegiatan yang dipandang
atau diperkirakan dapat memberikan daya guna dan hasil guna yang cepat bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun keterbatasan infrastruktur disiasati
keberadaannya melalui koordinasi dan smkronisasi secara rutin dengan berbagai
SKPD terkait agar tercipta sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan antar
SKPD. Infrastruktur yang merupakan kewenangan SKPD tertentu, pembangunan
fisiknya menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum namun didukung
dengan dana bersama SKPD terkait tersebut.

Hasil observasi pada semua kecamatan dalam wilayah Kota Tual juga

menggambarkan kelengkapan infrastruktur dasar dimaksud. Bahkan pada
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kecamatan yang sebelum pemekaran tetisolir yakni Kecamatan Pulau-pulau Kur
dan Kecamatan Tayando Tam tingkat pengembangan infrastruktur dasar seperti
infrastruktur transportasi baik berupa jalan, jembatan maupun alat transportasi laut
serta komunikasi mengalami perkembangan yang pesat.

Pengembangan wilayah yang terjadi begitu pesat di Kota Tual juga
ditentukan oleh dukungan peran masyarakat selaku objek dan subjek
pembangunan serta peran pelaku usaha selaku pemilik modal dalam bentuk
kemitraan dengan pemerintah daerah Kota Tual. Berdasarkan wawancara dengan
Kepala Bappeda, Penelitian Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah Kota
Tual dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual, diperoleh informasi bahwa
partisipasi dan kerjasama yang dibangun oleh pemerintah daerah Kota Tual,
masyarakat dan pelaku usaha selama ini menjadi faktor pendorong pengembangan
wilayah Kota Tual. Berikut kutipan hasil wawancara Kepala Bappeda, Penelitian
Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah Kota Tual dan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Kota Tual.

“Peran masyarakat dan pelaku usaha bagi pengembangan wilayah Kota

Tual sangat besar. Peran ini diwujudkan dalam bentuk kemitraan yang

serasi, selaras, dan seimbang, dengan tujuan utamanya untuk menciptakan

keberdayaan. Secara nyata, peran masyarakat ini ditumjukkan berupa
penyediaan SDM baik berupa tenaga terdidik dan terlatih, penyediaan
lahan bagi pembangunan infrastruktur, maupun sebagai pengawas
jalannya program dan kegiatan setiap SKPD, sedangkan peran pelaku
usaha/pemilik modal di Kota Tual juga telah memainkan peran pentingnya
berupa pemasok jasa, keahhan, dana maupun material yang diperlukan
dalam pengembangan wilayah” (Hasil wawancara dengan Kepala

Bappeda, Penelitian Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah Kota

Tual, tanggal 5 Juni 2013).

“Kontribusi masyarakat dan pelaku usaha tidak dapat dipungkiri sebagai

daya dorong pengembangan wilayah di Kota Tual selama ini. Kontribusi

masyarakat yang paling menonjol bagi pengembangan wilayah di Kota

Tual yaitu kerelaan dalam membebaskan lahan yang dimilikinya untuk
pembangunan berbagai infrastruktur penunjang pembangunan, sedangkan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/42098.pdf
97

peran pelaku usaha di Kota Tual juga telah memainkan peran pentingnya

berupa pendistribusian tenaga-tenaga kerja yang trampil serta dana yang

memadai bagi suatu kegiatan dalam rangka pengembangan wilayah”

(Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual,

tanggal 6 Juni 2013).

Pemerintah Daerah Kota Tual meyakini bahwa hanya dengan penciptaan
pola kemitraan yang saling memahami peran dan tanggung jawab masing-masing
baik masyarakat, pelaku usaha maupun pemerintah daerah itu sendiri, maka
keberhasilan pengembangan wilayah dapat terwujud dan memberikan manfaat
dalam jangka waktu yang lama. Pemerintah daerah Kota Tual dinilai telah
memainkan peran strategis bagi keberhasilan pengembangan wilayah Kota Tual.
Selama kurun waktu tahun 2009-2012 berbagai upaya untuk mewujudkan
pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah guna mewujudkan
masyarakat yang adil dan sejahtera telah dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual.

Berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam
pengembangan wilayah Kota Tual dirancang dan dilaksanakan oleh, serta
ditujukan bagi kepentingan-kepentingan bersama para pelaku-pelakunya baik
pemerintah daerah Kota Tual, masyarakat, dan pelaku usaha/pemilik modal. Hal
ini sebagaimana dijelaskan oleh beberapa tokoh masyarakat dalam hasil
wawancara sebagai berikut.

“Sebelumnya kami atas nama masyarakat Desa Tamngurhir ingin

mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah Kota Tual

yang selama ini telah memperhatikan kami dan mengangkat kehidupan
ekonomi kami menjadi lebih baik. Telah banyak yang dilakukan oleh
pemerintah daerah Kota Tual bagi peningkatan kesejahteraan kami. Wujud
nyatanya berupa pembangunan sarana prasarana baik jalan yang
menghubungkan kami dengan beberapa desa lain yang ada di Kecamatan
Tayando Tam, penyediaan kapal feri sehingga kami dapat menjangkau
Kota Tual dan memasarkan hasil alam kami, pembangunan beberapa

sekolah dasar serta sarana prasarana kesehatan puskesmas, dan masih
banyak bantuan lainnya yang kami peroleh dari beberapa SKPD Kota
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Tual. Pelaksanaan program dan kegiatan oleh masing-masing SKPD,
secara umum kami nilai telah sesuai dengan kehendak atau aspirasi
masyarakat kami. Guna mendukung pengembangan wilayah yang
dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual maka upaya yang kami lakukan
yaitu melalui penyediaan lahan bagi pembangunan sarana prasarana atau
infrastruktur serta penyediaan tenaga kerja bagi kegiatan pembangunan
atau proyek yang dilaksanakan di wilayah kami” (Hasil wawancara dengan
Bapak Djamaludin Rahareng selaku tokoh masyarakat Desa Tamngurhir
Kecamatan Tayando Tam, tanggal 30 Juni 2013).

“Upaya pengembangan wilayah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota
Tual selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 kami
rasakan telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa kami.
Wujud nyata pengembangan wilayah tersebut dapat dilihat dari banyaknya
pembangunan infrastruktur penunjang seperti infrastruktur pendidikan
berupa pembangunan beberapa sekolah dasar, infrastruktur kesehatan,
penyediaan tenaga pendidik dan kesehatan yang memadai, jalan, jaringan
komunikasi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pelaksanaan program
dan kegiatan oleh pemerintah daerah Kota Tual, telah sesuai dengan
aspirasi masyarakat kami yang kami sampaikan pada saat Musrenbangdes,
Musrenbangcam dan Musrenbang Kota Tual. Adapun yang kamu lakukan
guna mendukung pengembangan wilayah meliputi penyediaan lahan bagi
proyek pembangunan fisik serta berpartisipasi sebagai subyek atau pelaku
utama pembangunan yang dilaksanakan dalam bentuk penyediaan sumber
daya manusia setempat dalam berupa tenaga kerja siap pakai dalam
pelaksanaan proyek pembangunan ” (Hasil wawancara dengan Bapak
Ismail Renhoat selaku tokoh masyarakat Desa Tayando Yamtel
Kecamatan Tayando Tam, tanggal 30 Juni 2013).

“Kesejahteraan masyarakat setempat meningkat sejak pemekaran Kota
Tual terjadi. Kondisi berbeda kami rasakan sebelum pemekaran atau
ketika kami masih menjadi bagian dari Kabupaten Maluku Tenggara.
Berbagai bentuk nyata pengembangan wilayah dalam yang dirasakan
mampu mengangkat kesejahteraan kami terasa nyata melalui berbagai
bantuan yang masuk ke desa kami seperti diantaranya bantuan dari dinas
kelautan dan perikanan, dinas pertanian, BPMPD (Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa). Selain itu melalui program dan
kegiatan dinas pendidikan, dinas kesehatan serta dinas PU (Pekerjaan
Umum) juga telah terbangun beberapa sarana dan prasarana yang sangat
menunjang kegiatan kami sehari-hari. Pelaksanaan program dan kegiatan
oleh pemerintah daerah Kota Tual, kami rasakan sudah sangat sesuai
dengan apa yang kami butuhkan dan tentunya telah sesuai dengan apa
yang kami pada saat Musrenbangdes, Musrenbangcam dan Musrenbang
Kota Tual. Dukungan kami terhadap pengembangan wilayah yang
dilakukan oleh pemerintah dacrah Kota Tual berupa penyediaan tenaga
kerja secara sukarela dari masyarakat bagi pelaksanaan proyek
pembangunan atau kegiatan dari masing-masing SKPD Kota Tual” (Hasil
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wawancara dengan Ibu Umi Fadirubun selaku tokoh masyarakat Desa
Dullah Laut Kecamatan Dullah Utara, tangga! 8 Juli 2013).

“Upaya pengembangan wilayah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota
Tual selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 kami
rasakan telah banyak memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat setempat. Konkrit pembangunan yang terjadi seperti
pembangunan jalan lingkar yang telah mampu membuka keterisolasian
desa ini dengan desa-desa lainnya seperti Desa Lokwirin, Desa Tubyal,
Desa Sermaf serta Desa Finualen. Pembangunan lainnya seperti
pembangunan sekolah dan rehab sekolah, penyediaan layanan kesehatan
dan yang tak kalah pentingnya desa ini sebagaimana desa-desa yang
disebutkan tadi dan beberapa desa lainnya di Kecamatan Pulau-puiau Kur
ini telah terjangkau kapal fery. Komunikasi juga bukan lagi menjadi
masalah bagi kami saat ini karena pelayanan paket komunikasi oleh Dinas
Perhubungan, Komumkasi dan Informatika Kota Tual telah
menyediakannya bagi kami sehingga informasi menjad: cepat kami terima.
Pelayanan listrik PLN diakui belum menjangkau desa kami tapi melalui
pelayanan PLTS pemerintah daerah hal ini sudah bukan merupakan
kendala bagi kami. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
pemerintah daerah Kota Tual sudah sangat sesuai dengan kehendak atau
aspirasi kami. Jalur Musrenbang pada setiap tingkatan baik desa,
kecamatan, dan Kota Tual merupakan jalur utama didalam menyampaikan
aspirasi dan peran serta masyarakat kami didalam penentuan perencanaan
pembangunan. Wujud nyata partisipasi imasyarakat setempat dalam
mendukung upaya pengembangan wilayah yang dilakukan Pemerintah
Daerah Kota Tual berupa perencanaan kegiatan desa melalui jalur
musrenbang, penyediaan lahan bagi pembangunan infrastruktur seperti
pembangunan sekolah, pembangunan poskesdes, serta penyediaan tenaga
pendidik sukarela di sekolah-sekolah” (Hasil wawancara dengan Bapak
Mahmud Rahanyamtel selaku tokoh masyarakat Desa Kamear Kecamatan
Pulau-pulau Kur, tanggal 11 Juli 2013).

“Beberapa indikator kesejahteraan menunjukkan bahwa masyarakat di
desa kami telah beranjak menuju kondisi sejahtera tersebut yang nyata dari
peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat. Kondisi tersebut disadari
sebagai kinerja pengembangan wilayah yang dilakukan Pemerintah Daerah
Kota Tual selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012.
Program maupun kegiatan sebagai upaya percepatan pengembangan
wilayah Kota Tual selama ini kami pandang telah memenuhi aspirasi kami
atau sesuai dengan apa yang kami butuh dan perlukan di desa ini. Kami
selalu dilibatkan dalam perencanaan kegiatan untuk tahun berikutnya
melalui mekanisme musrenbang desa, musrenbang kecamatan juga
musrenbang Kota Tual, walaupun banyak juga dari usulan kam tidak
diakomodir namun kami pahami bahwa pemerintah daerah punya
perhitungan tersendiri yang pada dasarnya berupa masalah keterbatasan
anggaran pembangunan. Terhadap upaya positif yang telah dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Kota Tual dalam pengembangan wilayah Kota Tual
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maka bentuk partisipasi kami dalam mendukung upaya pengembangan
wilayah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual tersebut yaitu
melalui pembebasan sejumlah lahan untuk pembangunan infrastruktur,
peran serta dalam pengelolaan prasarana yang terbangun, penyediaan
tenaga kerja bagi pelaksanaan proyek pembangunan, serta melakukan
kontrol terhadap pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang
berlangsung di desa kami” (Hasil wawancara dengan Bapak Kasim
Rahawarin selaku tokoh masyarakat Desa Kanara Kecamatan Kur Selatan,
tanggal 11 Juli 2013).

Pemerintah Daerah Kota Tual dalam pengembangan wilayah bertugas
melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, koordinasi maupun
administrasi seluruh program dan kegiatan di dalam proses pengembangan
wilayah sebagai bagian dari tugas-tugasnya di dalam pengaturan wilayah sebagai
administrator wilayah. Selain itu Pemerintah Daerah Kota Tual juga telah
berupaya menciptakan ikhim sosial dan politik serta keamanan yang menunjang
serta menyediakan kemudahan-kemudahan seperti pembenan pinjaman,
pembukaan Jahan usaha yang dapat memberikan keuntungan dari usaha dimaksud
serta fasilitas lainnya bagi pelaku usaha/pemilik moidal termasuk melakukan
berbagai pembinaan. Beberapa pelaku usaha mengutarakan kondisi tersebut dalam
hasil wawancara sebagai berikut.

“Tidak dapat disangkal bahwa peran pemerintah daerah Kota Tual begitu
besar bagi pengembangan wilayah di Kota Tual. Melalui kemitraan yang
terbangun selama kurun waktu tahun 2009-2012, pemerintah daerah telah
menempatkan kami pelaku usaha sebagai mitra sejajar yang dinilai dapat
berkontribusi besar bagi wupaya pengembangan wilayah yang
diselenggarakan di Kota Tual. Berbagai keuntungan telah kami peroleh
melalui kemitraan imi. Penciptaan iklim sosial dan politik serta keamanan
yang menunjang serta penyediaan berbagai kemudahan seperti pemberian
pinjaman, pembukaan lahan usaha yang dapat memberikan keuntungan
dari usaha dimaksud serta fasilitas lainnya bagi kami termasuk melakukan
berbagai pembinaan merupakan bentuk keuntungan yang kami peroleh
dari pemerintah daerah Kota Tual dalam kemitraan ini. Peran kami selaku
pelaku usaha/pemilik modal di Kota Tual dalam mendukung keberhasilan
pengembangan wilayah di Kota Tual berupa penyedia dana dan tenaga
kerja trampil dan terdidik yang diperlukan dalam pengembangan wilayah”
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(Hasil wawancara dengan Bapak Jhon Fadirubun selaku pelaku usaha,
tanggal 26 Juni 2013).

“Kemitraan yang terjalin dengan pemerintah daerah Kota Tual telah
berlangsung dengan baik selama ini. Melalui pola kemitraan mutualistik
yang didasarkan atas kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan
dengan pemerintah daerah Kota Tual banyak hal yang telah kami terima
seperti penciptaan kondisi yang aman dan kondusif dari pemerintah daerah
Kota Tual kepada perusahaan kami untuk melakukan aktifitas juga
penyederhanaan berbagai regulasi daerah yang menguntungan bagi
pengembangan usaha yang kami jalankan. Dalam mendukung
keberhasilan pengembangan wilayah di Kota Tual, upaya yang telah kami
lakukan meliputi pemberian pinjaman lunak kepada kelompok usaha kecil
menengah, pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat, serta perekrutan
tenaga kerja yang berasal dari masyarakat setempat. Hal ini kami lakukan
sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kamu yang telah
diberikan ruang selama ini untuk berusaha” (Hasil wawancara dengan
Bapak Honganda Lestari selaku pelaku usaha, tanggal 26 Juni 2013).

“Pemerintah Daerah Kota Tual tetap berkomitmen untuk menerapkan
strategi pembangunan yang selain pro poor juga pro bisnis. Untuk itu
strategi kebijakan pembangunan yang disusun telah benar-benar
memberikan peluang bagi kami selaku pihak swasta untuk berpartisipasi
aktif dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Peran kami sebagai
pelaku usaha dalam mendukung keberhasilan pengembangan wilayah di
Kota Tual diantaranya melalu pengalokasian dana bagi pembangunan
infrastruktur dasar” (Hasil wawancara dengan Bapak Wan Hamud selaku
pelaku usaha, tanggal 27 Juni 2013).

“Fasilitasi pemerintah daerah Kota Tual dalam kenutraan yang dibangun
bersama dengan kami berupa fasilitasi dana, jaminan regulasi untuk
kepastian usaha yang kami jalankan serta penyediaan informasi peluang
investasi di daerah. Sebagai pelaku usaha tentu ada tanggung jawab moril
untuk mengembangkan Kota Tual melalui pembangunan. Bentuk peran
kami meliputi penyediaan dana sharing bagi pelaksanaan pembangunan
dan penyiapan alat serta tenaga ahli maupun tenaga terampil” (Hasil
wawancara dengan Bapak Iwan Pace selaku pelaku usaha, tanggal 27 Juni
2013).

“Pola kemitraan Pemerintah Daerah Kota Tual dengan pelaku usaha yang
dijalankan selama ini dalam bentuk konsultasi bersama rencana sebuah
kebijakan yang akan diambil. Kami juga dibuka peluang yang luas dalam
memberikan rekomendasi terhadap sebuah kebijakan tersebut. Mediasi
pemerintah daerah Kota Tual terhadap penyelesaian sengketa yang terjadi
antara kami dengan masyarakat menjadi sebuah produk kemitraan yang
positif selama ini karena menentukan masa depan usaha yang kami tanam
saat ini dan seterusnya di Kota Tual. Peran kami sebagai pemilik modal
sudah tentu sebagai penyedia dana bagi pengembangan wilayah di Kota
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Tual. Dana yang ada merupakan modal bagi pengembangan wilayah yang
dipergunakan dalam wujud pembangunan infrastruktur. Kami menyadari
ini merupakan upaya kami dalam mensiasati keterbatasan anggaran
pembangunan yang dimiliki pemerintah. Lewat dana bersama ini kami
yakin mampu mempercepat rencana pengembangan wilayah yang telah
ada. Selain itu kami juga mengalokasikan sejumlah tenaga ahli dan siap
pakai dalam setiap kegiatan pembangunan sesuai klasifikasi pekerjaan
yang dilaksanakan. Tenaga kerja ahli dan siap pakai ini berupa konsultan
maupun tenaga yang mampu mengaplikasikan alat-alat yang ada yang
digunakan dalam kegiatan proyek yang sedang berlangsung” (Hasil
wawancara dengan Bapak Opick selaku pelaku usaha, tanggal 28 Juni
2013).
C. Intervensi Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Tual selama Kurun
Wakta Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, maka
diketahui keberhasilan pengembangan wilayah di Kota Tual selama kurun waktu
tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 tidak terlepas dari adanya intervensi
kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tual. Hasil analisis terhadap wawancara dan
observasi penelitian didapatkan tiga pendekatan kebijakan yang diambil oleh
Pemerintah Daerah Kota Tual yakni: 1. Kebijakan pengelolaan anggaran, 2.
Kebijakan pengembangan sumber daya manusia, dan 3. Kebijakan pengembangan
data dan informasi. Kebijakan yang diambil pada dasarnya ditujukan untuk
mengatasi kendala keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia,
serta keterbatasan data dan informasi yang lazimnya dihadapi oleh setiap daerah
otonom baru di Indonesia.
Menurut keterangan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Tual bahwa sejak awal pemekaran Kota Tual menjadi daerah otonom baru

hingga saat ini Kota Tual masih tinggi celah fiskalnya atau masih besar

ketergantungan pada pemerintah pusat dalam pembiayaan penyelenggaraan
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urusan pemerintahannya. Terhadap kondisi demikian, menurut Kepala Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual diperlukan adanya kebijakan
terhadap pengelolaan anggaran yang ada dalam bentuk memprioritaskan
pengalokasian anggaran yang tersedia dengan presentase yang besar bagi program
dan kegiatan belanja publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat misalnya program dan kegiatan pembangunan infrastruktur dasar serta
pembangunan sarana dan prasarana sosial seperti pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, dibangun juga kemitraan yang harmonis dan saling menguntungkan
dengan pihak swasta selaku pemilik modal . Hal ini sebagaimana terungkap pada
hasil wawancara berikut.

“Keterbatasan anggaran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di
Kota Tual termasuk upaya pengembangan wilayah mengakibatkan
tingginya tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dalam
pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Tual. Kondisi
ini dialami oleh Kota Tual sejak awal pemekaran hingga saat ini. Kondis1
ini pula yang menunjukkan langsung bahwa Kota Tual masih tinggi celah
fiskalnya atau masih besar ketergantungan pada pemerintah pusat dalam
pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahannya. Terhadap kondisi
demikian, diperlukan adanya kebijakan terhadap pengelolaan anggaran
yang ada. Upaya yang kami lakukan dalam mengatasi keterbatasan
anggaran dalam pengembangan wilayah yaitu memprioritaskan
pengalokasian anggaran yang tersedia dengan presentase yang besar bagi
program dan kegiatan belanja publik yang bertujuan meningkatkan
kescjahteraan masyarakat misalnya program dan kegiatan pembangunan
infrastruktur dasar serta pembangunan sarana dan prasarana sosial seperti
pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kami juga menciptakan kemitraan
yang harmonis dan saling menguntungkan dengan pihak swasta selaku
pemilik modal” (Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah, tanggal 7 Juni 2013).

Upaya ini juga didukung oleh DPRD Kota Tual dengan fungsi
anggarannya yang diwujudkan dengan membahas dan menyetujui anggaran
pendapatan dan belanja daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Melalui

fungsi ini, DPRD memastikan bahwa program dan kegiatan yang dibiayai lebih
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diutamakan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah Kota Tual, yakni
tercapainya keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta
mengurangi tingat ketergantungan pembiayaan belanja pemerintahan dan
pembangunan secara bertahap dari pemerintah pusat dengan tetap
‘memprioritaskan alokasi anggaran yang lebih besar bagi belanja publik. Secara
Jjelasnya dapat dilihat pada wawancara berikut.

“Anggaran penyelenggaraan pemerintzhan dan pengembangan wilayah
Kota Tual diakui masih sangat terbatas. Struktur APBD Kota Tual sejak
tahun 2009-2012 masih menggambarkan tingkat ketergantungan Kota
Tual terhadap pernbiayaan pemerintah pusat yang tinggi. Guna mengatasi
hal ini dan dalam rangka percepatan pengembangan wilayah Kota Tual,
maka melalui fungsi anggaran yang melekat pada lembaga kami, bentuk
dukungan pengelolaan anggaran kami lakukan dengan memastikan
bahwa program dan kegiatan yang dibiayai lebih diutamakan dalam
rangka pelaksanaan otonomi daerah Kota Tual, yakni tercapainya
keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian
antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta mengurangi
tingat ketergantungan pembiayaan belanja pemerintahan dan
pembangunan secara bertahap dari pemerintah pusat dengan tetap
memprioritaskan alokasi anggaran yang lebih besar bagi belanja publik”
(Hasil wawancara dengan Fadillah Rahawarin selaku Ketua Fraksi Partai
Golkar DPRD Kota Tual, tanggal 21 Juni 2013).

“Menurut pendapat saya, kurang lebih 4 tahun masa pengabdian kami
sebagai Ketua DPRD Kota Tual, DPRD Kota Tual sudah cukup pro aktif
dalam mengemban tugas dan fungsi DPRD dalam penganggaran,
pengawasan, maupun legislasi yang kami nilai sudah berjalan dengan
baik melalui kerjasama yang baik dengan Pemerintah Daerah maupun
stakeholder lainnya. Perlu diakui bersama bahwa daerah ini (Kota Tual)
masih rendah pendapatan asli daerahnya sehingga masih tinggi
ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Kami terus berupaya
mendorong optimalisasi peran pemerintah daerah Kota Tual dalam
mengatasi berbagai masalah terkait anggaran. Secara tekns, penyusunan
anggaran diserahkan sepenuhnya kepada Tim Anggaran Pemerintah
Daerah Kota Tual, namun tetap digodok dan dibahas melalui Badan
Anggaran DPRD Kota Tual, setelah itu dibawa pada tingkat paripuma
untuk dibahas dan ditetapkan sebagai APBD Kota Tual setiap tahunnya
dengan mendasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai catatan
penting bagi pemerintah daerah Kota Tual seperti pentingnya fokus pada
program dan kegiatan yang pro rakyat dan memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Tual, adanya transparansi dan
akuntabilitas penggunaan anggaran bagi pelaksanaan program dan
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kegiatan oleh masing-masing SKPD serta perlu adanya upaya yang

sunggub-sungguh dan konsisten bagi peningkatan pendapatan asli

daerah” (Penggalan hasil wawancara dengan R. M. Waremra, S.AP

selaku Ketua DPRD Kota Tual, tanggal 22 Juni 2013).

Adapun kondisi sumber daya manusia maupun data dan informasi pada
awal terbentuknya daerah otonom baru Kota Tual, menurut Kepala Bappeda,
Penelitian Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah masih sangat terbatas.
Sumber daya manusia aparatur maupun masyarakat dalam menunjang
pengembangan wilayah Kota Tual sangat tidak memadai baik jumlah maupun
kualitasnya. Sedangkan data dan informasi sangat terbatas bahkan hampir tidak
didapatkan pada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Tual.

Pada tahun 2008 dan 2009, hampir tidak ada data dan informasi pada Sub
Bidang Data dan Informasi Bappeda, Litbang dan Penanaman Modal Daerah yang
merupakan unit kerja sentral data dan informasi pemerintah daerah Kota Tual
khususnya data dan informasi terkait penyelenggaraan pembangunan. Hal int
menjadi kendala utama dan menjadi dasar perlu adanya kebijakan pengembangan
sumber daya manusia dan kebijakan pengembangan data dan informasi dalam
pengembangan wilayah Kota Tual (Ringkasan hasil wawancara dengan Kepala
Bappeda, Litbang dan Penanaman Modal Daerah Kota Tual, tanggal 5 Juni 2013).

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kota Tual Tahun 2012 dan
hasil wawancara yang dilakukan diketahui arah dan fokus ketiga kebijakan
dimaksud serta dampak dari implementasi kebijakan yang ditimbulkan, yang
secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Kebijakan pengelolaan anggaran
Kebijakan pengelolaan anggaran dilakukan melalui:

a. Pengelolaan pendapatan daerah tahun 2009-2012
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Melalui wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Tual
diketahui bahwa upaya menunjang pengembangan wilayah Kota Tual serta
mengurangi secara bertahap tingkat ketergantungan fiskal terhadap
pemerintah pusat, maka pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan
menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan
ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan.

“Dalam rangka menunjang pengembangan wilayah Kota Tual serta
mengurangi secara bertahap tingkat ketergantungan fiskal terhadap
pemerintah pusat, maka pengelolaan pendapatan daerah dilakukan
melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dan Dana Perimbangan. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan dan
perluasan basis PAD dan mengupayakan secara optimal dana
perimbangan, agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional.
Usaha-usaha penggalian pendapatan daerah ditujukan untuk
menyediakan modal bagi pelaksanaan program-program pengembangan
wilayah yang telah direncanakan. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya
seperti peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses
administrasi pemungutan. Secara umum, upaya yang kami lakukan dalam
meningkatkan pendapatan daerah Kota Tual selama ini (2009-2012) yaitu
mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari
sumber-sumber PAD, meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor
swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan kegiatan
pembangunan, meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD. Adapun
intensifikasi pajak dan atau retribusi daerah dilakukan melalui: 1)
penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan
sistemn pelayanan pajak dan retribusi daerah, 2) Optimalisasi pelaksanaan
landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah, 3)
peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai
ketentuan pajak dan retribusi daerah, baik langsung maupun melalui
media massa, 4) peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan
pemungutan penerimaan daerah, 5) peningkatan koordinasi dan kerja
sama antar unit satuan kerja terkait, 6) pengembangan sistem informasi
Pendapatan Daerah secara on-line, dan 7) optimalisasi penagihan piutang
pajak. Upaya ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui:
1) pengkajian jenis retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap
perekonomian daerah, 2) pengkajian jenis retribusi yang tidak layak dan
perlu dihapus, 3) pengkajian mekanisme pajak dan retribusi daerah untuk
target group baru, 4) Peningkatan bagi hasil pajak, dan 5) penggalian
potensi sumber-sumber Pajak dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan
perundang-undangan” (Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas
Pendapatan Daerah Kota Tual, tanggal 8 Juni 2013).
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Usaha-usaha penggalian pendapatan daerah, sesuai hasil wawancara di
atas ditujukan untuk menyediakan modal bagi pelaksanaan program-
program pengembangan wilayah yang telah direncanakan. Guna
mewujudkan ketersediaan modal tersebut maka ditempuh berbagai upaya
seperti peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses
administrasi pemungutan.

Adapun upaya intensifikasi pajak dan atau retribusi daerah menurut

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Tual dilakukan melalui:

1) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan
sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah;

2) Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan
penerimaan daerah;

3) Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai
ketentuan pajak dan retribusi daerah, baik langsung maupun melalui
media massa;

4) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pernungutan
penerimaan daerah;

5) Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait;

6) Pengembangan sistem informasi Pendapatan Daerah secara on-line;

7) Optimalisasi penagihan piutang pajak.

Sedangkan upaya ekstensifikasi pajak dan retnbusi daerah dilakukan

melalui:

1) Pengkajian jenis retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap

perekonomian daerah;
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2) Pengkajian jenis retribusi yang tidak layak dan perlu dihapus;

3) Pengkajian mekanisme pajak dan retribusi daerah untuk target group

baru;

4) Peningkatan bagi hasil pajak;

5) Penggalian potensi sumber-sumber Pajak dan Retribusi Daerah sesuai

ketentuan perundang-undangan.

Serangkaian tindakan yang telah dilakukan tersebut telah mampu

mewujudkan peningkatan pendapatan daerah Kota Tual. Secara totalitas

target dan realisasi pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2009-2012

menunjukkan adanya pelampauan yang cukup signifikar. Hal ini terlihat

dari Tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9 Realisasi Total Pendapatan Daerah Kota Tual Periode
TA 2009 sampai dengan TA 2012 (dalam ribuan rupiah)

Tahun A Bertambah/
No. Anggaran Rencana Realisasi (%) Berkurang
1 2 3 4 5 [
1. 2009 137.95]1.394.943 .00 134.919.337.500,74 97.80 (3.032.057.442 26)
2. 2010 306.446.916.408.00 310.680.614.909.42 101,38 4.233.698.501 42
3. 2011 310.145.975.509.58 313.429.681.130.02 101.06 3.283.705.620,44
4. 2012 284.730.967.555,00 287.598.077.142,60 101,01 2.867.109.587,60
Jumlah 1.039.275.254. 415,58 1.046.627.710.682,78 100,71 7.352.456.267,20

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual

Realisasi Pendapatan Daerah periode 2009-2012, menurut sumber

pendapatan dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut.
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Tabel 4.10 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tual 2009-2012
menurut Sumber Pendapatan (dalam ribuan rupiah)

Sumber _ Bertambal/
No. Pendapatan Rencana Realisasi % Berkurang
I 2 3 £ 5 6
1. Pendapatan Ash 19.710.720.855,58 24.286.830.052,18 | 12322 4.576.109.196,60
Daerah
2. Dana 866.599.963.407,00 868.735.431.207,00 | 10025 2.135.467 830,00
Perimbangan
3. Lain-lain 142 558.350.066,00 141.007.301.158,01 98.91 {1.551.088.907.99)
Pendapatan
Daerah  yang
sah
Jumiah 1.028.869.074.328,58 1.034.029.562417,19 | 100,50 5.160.488.088,61

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual

Dari Tabel 4.10 diatas terlihat bahwa pendapatan daerah terbesar tahun

2009-2012 yattu Dana Perimbangan sebesar Rp.868.735.431.207,00.

Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang -bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan

kepada Daerah untuk pendanaan penyelenggaraan desentralisasi. Kondisi

ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan pembiayaan (celah

fiskal) penyelenggaraan otonomi daerah Kota Tual terhadap pemerintah

pusat masih tinggi. Realisasi Dana Perimbangan Kota Tual tahun 2009-

2012, dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut :

Tabel 4.11 Realisasi Dana Perimbangan Kota Tual Tahun 2009-2012
(dalam ribuan rupiah)

No. A:;;:rzn Rencana Rezlisasi (%) l;:r:;:::::
1 2 3 4 5 6
1 2009 111.949.048.815,00 109.867.017.482,00 98,14 (2.082.031.333,00)
2 2010 231.446.415.30800 | 232414.630.539,00 | 10042 968.215.231,00
3 2011 262.057.943.354.00 | 264.382.968.885,00 100,89 2.325.025.531,00
4 2012 261.146.555.930.00 | 262.070.814.301,00 10035 924.258.371,00
JUMLAH 866.599.963.407,00 | B68.735.431.207.00 { 100,25 2.135.467.800.00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual

Berdasarkan Tabel 4.11 diatas nampak realisasi Dana Perimbangan tahun

2009 menurut sumber penerimaannya sebesar Rp. 109.867.017.482,00
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(9,14%), dan mengalami kenatkan yang cukup signifikan pada tahun

2012 menjadi Rp.262.070.814.301,00 (100,35%). Realisasi Bagi Hasil

Bukan Pajak 2009-2012, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.12 berikut.

Tabel 4.12 Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Tual Tahun

2009-2012 (dalam ribuan rupiah)

No. A:ag:::n Rencana Realisasi (%a) l;e:::::::’
1 2 3 4 s 6
1 2009 890.477.584.00 |  533.644.708,00 | 59.93 | (356.832.876,00)
2 2010 890.477.584.00 |  534.077.559,00 | 59.98 | (356.400.025.00)
3 2011 779.821.808,00 840.942.323.00 | 107.84 61.120.515.00
4 2012 779.821.808,00 | 1.525403.43500 | 19561 | 745.581.627.00
JUMLAH | 3340598.784,00 | 2.593.125702,00 | 77,62 | 388.748.751,00

Sumber: Badan Pengelola Keuvangan dan Aset Daerah Kota Tual

Berdasarkan Tabel 4.12 diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi Bagi

Hasil Bukan Pajak tahun 2009 menurut sumber penerimaannya sebesar

Rp. 533.644.708,00 (59,93%), dan mengalami kenaikan yang cukup

signifikan pada tahun 2012 menjadi Rp.1.525.403.435,00 (195,61%).

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai

pelaksanaan desentralisasi. Realisasi DAU 2009-2012 dan DAK 2009-

2012 dapat dilihat pada Tabel 4.13 dan Tabel 4.14 berikut.
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Tabel 4.13 Realisasi Dana Alokasi Umum Kota Tual Tahun
2009-2012 (dalam ribuan rupiah)
No. A:_':'::n Rencana Realisasi (%) ';‘e';‘:"l‘l’:;”
1 2 3 < 5 ¢
1 2009 55.066.597.000,00 |  55.066.597.000,00 100 0,00
2 2010 181.704.979.000.00 | 181.704.979.000,00 100
3 2011 196.885.900.000,00 | 196.698.784.000,00 | 99.90 {187.116.000,00)
4 2012 217.665.886.000,00 | 217.665.886.000,00 100 0,00
JUMLAH | 651323.362.000,00 { 651.136.246.000,00 | 99,97 (187.116.000,00)
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual
Tabel 4.14 Realisasi Dana Alokasi Khusus Kota Tual Tahun
2009-2012 (dalam ribuan rupiah)
Nao. A:;;:“ Rencana Reslisasi (%) m:::’
7 F] 3 4 s 6
I 2009 41.866.000.000,00 |  41.866.000.000.00 100 0.00
2 2010 33.948.700.000,00 |  33.948.700.000,00 100 -
3 2011 53.698.200.00000 |  53.693.400.00000 | 99.99 (4.800.000,00)
4 2012 26.954.970.000,00 |  26.954.970.000,00 100 0,00
JUMLAH 156.467.870.006,00 | 156.463.070.00000 | 99,99 (4.800.000,00)

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual

Pengelolaan belanja daerah tahun 2009-2012

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Tual, diperoleh informasi bahwa dalam rangka
percepatan pengembangan wilayah Kota Tual, kebijakan pengelolaan
Belanja Daerah diarahkan pada pengalokasian belanja publik yang besar
dibanding belanja aparatur. Prioritas pengalokasian anggaran ditujukan
bagi pelaksanaan program dan kegiatan setiap SKPD yang berorientasi
pada kepentingan publik yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat
juga pemerataan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Berikut
kutipan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Tual.
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“Kaitannya dengan pengembangan wilayah Kota Tual, maka sebagai
upaya mengakselerasi dan mensinergikan pengembangan wilayah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, pemenuhan kebutuhan
masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan mereka, kami
mengambil kebijakan berupa pemberian porsi anggaran yang besar
bagi program dan kegiatan belanja publik setiap SKPD. Pengalokasian
anggaran belanja publik yang besar dibanding belanja aparatur kami
lakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta
pemerataan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Fokusnya ada
pada pengelolaan belanja karena akar periasalahan ada pada
kebijakan belanja daerah dimana persentase belanja publik lebih kecil
dibanding belanja aparatur. Terhadap masalah tersebut segala dana
vang ada baik yang bersumber dari APBD II, APBD I, maupun
APBN, oleh kami diperuntukkan bagi sebesar-besamya pelayanan
publik. Hal im1 dapat kami tunjukkan bahwa setiap tahun (2009-2012)
anggaran belanja pembangunan publik mendapat alokasi anggaran
yang lebih besar dibanding belanja aparatur/pegawai. Belanja
perjalanan dinas pegawai terus kami tekan dan dilaksanakan jika
benar-benar dibutuhkan saja dan bentuk belanja aparatur lainnya kami
perlakukan yang sama (Hasil wawancara dengan Kepala Badan
Pengelola Kevangan dan Aset Daerah Kota Tual, tanggal 7 Juni
2013)".

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Kepala SKPD, diketahui
kebijakan pengelolaan anggaran belanja daerah dalam rangka percepatan
pengembangan wilayah Kota Tual diarahkan pada upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat terutama
dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran, peningkatan
pendapatan serta untuk mengurangi beban hidup masyarakat. Selain itu
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dilakukan melalui
perbaikan struktur perekonomian yang dapat menunjang penciptaan daya
saing. Kebijakan pengelolaan anggaran belanja daerah dalam rangka
percepatan pengembangan wilayah Kota Tual juga diarahkan pada
pemerataan pembangunan dan pelayanan masyarakat meliputi

rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur serta fasilitas pelayanan
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masyarakat, peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan
serta peningkatan kualitas pelayanan publik serta pemulihan sistem
transportasi yang handal dalam menunjang pengembangan wilayah
terutama di kawasan pulau-pulau kecil dan terluar dalam rangka
peningkatan aksesibilitas. Secara lengkap hasil analisis terhadap
kebijakan pengelolaan belanja daerah bagi pengembangan wilayah Kota

Tual selama tahun 2009-2012 dapat diuraikan sebagat berikut.

1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat meliputi:

a) Pemberdayaan masyarakat terutama dalam rangka mengurangi
kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pendapatan serta
untuk mengurangi beban hidup masyarakat;

Guna meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan
penciptaan lapangan kerja, Pemerintah Kota Tual telah
meluncurkan program unggulan dan inovatif yakni Program
Pemberdayaan Masyarakat Maren (PPMM) Kota Tual (Maren
artinya gotong royong, semangat kerjasama dalam bahasa
lokal/bahasa Kei). PPMM  menurut Kepala Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Tual
melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2013,
merupakan pemberdayaan lokal berbasis APBD yang
dialokasikan ke lima kecamatan dengan total pagu 2,8 Milyar
pada tahun 2012 dan 4 Milyar pada tahun 2013. Melalui PPMM
dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan

kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap
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identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga
pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan
partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat,
terutama nasyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan
schingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya
penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan PPMM dimulai
dengan Penyusunan Program Pembangunan Kelurahan/Desa
Berjangka (PPKB) sebagai dasar pengembangan Pemberdayaan
Masyarakat di  Kelurahan/Desa  guna  meningkatkan
pengembangan infrastruktur dan suprastruktur, sosial, ekonomi
sesual dengan kebutuhaan dan kemampuan yang dimiliki oleh
wilayah masing-masing. Cakupan pelaksanaan PPMM telah
menyentuh hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir yang
belum atau kurang tersentuh oleh program-program lain
menyangkut pemberdayaan masyarakat. Efektivitas dan efisiensi
dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antar proyek
diharapkan juga dapat diwujudkan. Mengingat proses
pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun,
maka PPMM akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga
tahun 2016. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan Indeks
Pembangunan Manusia (1IPM) serta percepatan target waktu
pencapaian tujuan pembangunan millennium (MDGs).
Pelaksanaan PPMM yang berdasar pada indikator-indikator

keberhasilan yang terukur akan membantu Kota Tual
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mewujudkan peningkatan IPM serta pencapaian target-target
MDGs tersebut. Selain itu upaya mengurangi kemiskinan dan
pengangguran juga didukung dengan berbagai program dan
kegiatan dan beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
lainnya seperti Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas
Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas
Kelautan dan Perikanan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga
Berencana dan Perlindungan Anak, serta Kantor Ketahanan
Pangan. Adapun program dan kegiatan dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang dilaksanakan
oleh masing-masing SKPD tersebut dapat dilihat pada Lampiran
7. Secara lengkap wawancara dengan dengan beberapa Kepala
SKPD tersebut dapat dilihat pada Lampiran 4. Alokasi dana
APBD terhadap penanggulangan kemiskinan di Kota Tual sejak
tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terus mengalami
peningkatan. Alokasi dana APBD terhadap penanggulangan
kemiskinan selama tahun 2010-2012 dapat dilihat pada Tabel

4.15 berikut.
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Tabel 4.15 Alokasi Dana APBD terhadap Penanggulangan
Kemiskinan di Kota Tual selama Tahun 2010-

2012
Tahun APBD Total (Rp} | APBD l((l:;;iskinan Keterangan
2010 273.708.669.408 71.630.492.900
2011 355.225.831.099 73.019.352.561 { Sampai  dengan
bulan September
2012 364.301.307.491 75.296.193.236
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah Kota

Tual
Angka kemiskinan di Kota Tual sejak tahun 2009-2012 sesuai
data dari Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Tual
terus mengalami penurunan. Pada tahun 2009 angka kemiskinan
sebesar 6.164 KK (30,42%), tahun 2010 sebesar 6.117 KK
(32,03%), tahun 2011 sebesar 4.865 KK (28,65%), dan tahun
2012 sebesar 4.735 KK (26,50%). Angka kesempatan kerja
sebagai indikator jumlah angkatan kerja yang terserap oleh pasar
kerja di Kota Tual terus mengalami peningkatan. Pada tahun
2009, kesempatan kerja di Kota Tual mencapai 84,59 persen,
artinya terdapat 84,59 persen dari angkatan kerja yang dapat
diserap oleh pasar kerja di Kota Tual. Tahun 2010 kesempatan
kerja di Kota Tual mencapai 85,63 persen, dan pada tahun 2011
meningkat mencapai 91,03 persen. Sedangkan tingkat
pengangguran terbuka di Kota Tual terus mengalami penurunan
sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. tingkat
pengangguran terbuka di Kota Tual tahun 2009 mencapai 15,41
persen, tahun 2010 mencapai 14,37 persen, dan tahun 2011

mencapai 8,97 persen.
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b) Perbaikan struktur perekonomian yang dapat menunjang

penciptaan daya saing;
Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat selain melalui
pemberdayaan masyarakat terutama dalam rangka mengurangi
kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pendapatan serta
untuk mengurangi beban hidup masyarakat, juga melalui
perbaikan struktur perekonomian yang dapat menunjang
penciptaan daya saing. Hal 1ini dilakukan dengan
mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor unggulan yang
mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan
merupakan visi pembangunan daerah seperti sektor pertanian
terutama sub sektor perikanan, sektor industri pengolahan,
sektor perdagangan, serta sektor jasa diantaranya sub sektor
pariwisata. Terhadap pengembangan sektor pertaman telah
dialokasikan anggaran sejak tahun 2009 sampai dengan tahun
2012 sebesar Rp. 16.425.727.162. Capaian kinerja sektor
pertanian selama tahun 2009-2012 dapat dijelaskan sebagai
berikut.
(1) Luas Panen Produksi Tanaman Padidan Palawija (Ha):

(a) Padi Ladang tahun 2009 seluas 4 Ha dan tahun 2010

seluas 5 Ha.
(b) Jagung tahun 2009 seluas 31 Ha, tahun 2010 99, tahun

2011 seluas 100 Ha dan tahun 2012 seluas 158 Ha.
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(¢) Ketela Pohon tahun 2009 seluas 297 Ha, tahun 2010
seluas 596,4 Ha, tahun 2011 seluas 358 Ha.

(d) Ketela Rambat tahun 2009 seluas 12 Ha, tahun 2010
seluas 80,69 Ha, dan tahun 2011 seluas 332 Ha dan
tahun 2012 seluas 514 Ha.

(2) Luas Panen Produksi Tanaman Hortikultura (Ha):

(a) Sayuran tahun 2011 seluas 61,90 Ha, dan tahun 2012
seluas 111 Ha.

(b) Buah-buahan tahun 2011 seluas 228 Ha, dan tahun
2012 seluas 47,48 Ha.

(3) Produksi Tanaman Padi dan Palawija (Ton):

(a) Padi Ladang tahun 2009 berjumlah 52 ton, dan tahun
2010 berjumlah 12 ton.

(b) Jagung tahun 2009 berjumlah 62 ton, tahun 2010
berjumlah 267,3 ton, tahun 2011 berjumlah 252.2 ton,
dan tahun 2012 berjumlah 234,62 ton.

(c) Ketela pohon tahun 2009 berjumlah 4.460 ton, tahun
2010 5.429,82, tahun 2011, dan tahun 2012 berjumlah
1.107.05 ton.

(d) Ketela Rambat tahun 2009 berjumlah 36 ton, tahun
2010 berjumlah 332 ton, tahun 2011 berjumlah 100,70

ton, dan tahun 2012 berjumlah 92,64 ton.
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(e) Kacang Tanah tahun 2009 berjumlah 16 ton, tahun 2010
berjumlah 94,90 ton, tahun 2011 berjumlah 25,65 ton,
dan tahun 2012 berjumlah 23,59 ton.

(f) Kacang Hijau tahun 2010 berjumlah 55,40 ton, tahun
2011 berjumlah 10,55 ton, tahun 2012 berjumlah 18,86
ton.

(4) Produksi Tanaman Hortikultura (Ton):

(a) Sayur-sayuran tahun 2011 berjumlah 1.332,90 ton,
tahun 2012 berjumlah 10.14 ton.

(b) Buah-buahan tahun 2011 berjumlah 153,25 ton, tahun
2012 berjumlah 313,20 ton.

(5) Produksi Tanaman Perkebunan

(a) Kelapa tahun 2011 berjumlah 54 ton, tahun 2012
berjumlah 90,21 ton, dan tahun 2013 berjumlah 99,23

ton

(b) Pala tahun 2011 berjumlah 3 ton, tahun 2012 berjumlah
52,60 ton, dan tahun 2013 berjumlah 57,86 ton.

(c) Cengkeh tahun 2011 berjumlah 5 ton, tabun 2012
berjumlah 11,33 tOn, dan tahun 2013 berjumlah 10,20
ton.

(d) Jambu Mete tahun 2011 berjumlah 1 ton, tahun 2012

berjumiah 2 ton, dan tahun 2013 berjumlah 2,20 ton.
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(¢) Kenari tahun 2011 berjumlah 14 ton, tahun 2012
berjumlah 29,51 ton, dan tahun 2013 berjumlah 32,46
ton

(6) Produksi Ternak (Ekor)

(a) Sapi tahun 2010 berjumlah 208 ekor, tahun 2011
berjumlah 206 ekor, dan tahun 2012 berjumlah 236
¢kor

(b) Kambing tahun 2010 berjumlah 2.683 ekor, tahun 2011
berjumlah 3.847 ekor dan tahun 2012 berjumlah 3.965
ekor

(c) Babi tahun 2010 berjumlah 387 ekor, tahun 2011
berjumlah 591 ekor dan tahun 2012 berjumlah 736
ekor. |

(7) Produksi Kayu (M3)

(a) Kayu Meranti tahun 2009 berjumlah 105 M3, dan tahun
2010 berjumlah 60 M3.

(b) Kayu Rimba Campuran tahun 2009 berjumlah 130 M3,
dan tahun 2010 75 M3,

(c) Kayu Indah tahun 2009 berjumlah 55 M3, tahun 2010
berjumlah 15 M3.

(8) Luas Lahan

(a) Luas Lahan Kritis (Ha) tahun 2011 berjumlah 11.845

Ha, tahun 2012 berjumlah 11,845 Ha, dan tahun 2013

berjumlah 11.845 Ha.
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(b) Luas Hutan Lindung (Ha) tahun 2011 berjumlah 9.201
Ha, tahun 2012 berjumlah 9.201 Ha dan tahun 2013
berjumlah 9,201 Ha.
Sebagai kota yang terdiri dari banyak pulau kecil yang tersebar
luas, maka laut menjadi wilayah yang dominan di daerah im,
dengan demikian sumberdaya laut merupakan unsur dominan
dalam pengembangan ke depan. Berbagai upaya pemanfaatan
sumber daya laut telah dilakukan oleh masyarakat pesisir seperti
penangkapan ikan, pembudidayaan rumput laut maupun
pengolahan hasil perikanan seperti pembuatan ikan asin dan lain
sebagainya. Guna menunjang kegiatan nelayan dalam
pemanfaatan sumber daya perikanan tersebut telah dialokasikan
dana DAK yang diterima setiap tahun untuk menunjang
kegiatan perikanan tangkap dengan uraian bantuan dapat dilihat
pada Tabel 4.16 berikut.

Tabel 4.16 Perkembangan Bantuan Kegiatan Perikanan
Tangkap bagi Masyarakat di Kota Tual Tahun

2009-2012
. Tahun (Paket)

No.]  Jenis Bantuan 2009 | 2010 | 2011 [ 2012
1. | Sarana Penangkapan 14 11 25 37
2. | Sarana Budidaya 72 45 80 50
3. | Sarana Pengolahan - - 11 7
4. | Sarana Pesisir 2 Unit - - -
5. | Sarana Penyuluhan - - 3 -

Sumber: Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kota Tual, tanggal 25 Juli 2013

Guna menjaga ketersediaan ekosistem pesisir maka telah

dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan
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ekosistem pesisir pada tahun 2011 dengan lokasi kegiatan Desa
Ngadi Kecamatan Dullah Utara untuk ekosistem terumbu karang
serta Desa Fiditan untuk ekosistem mangrove atau bakau.
Selanjutnya guna membantu masyarakat pesisir dalam
pengembangan usaha baik usaha penangkapan ikan maupun
usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan telah diadakan
pengembangan sarana usaha mikro mitra bahari. Alokasi
anggaran bagi pengembangan sub sektor perikanan sejak tahun
2009 sampai tahun 2012 sebesar Rp. 19.242.704.050, yang
secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.17 berikut.

Tabel 4.17 Anggaran Belanja Langsung dan Realisasi
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual

Tahun 2009-2012
JUMLAH
NO | TAHUN | “ANGGARAN REALISASI CA:’,‘:;AN
Rp) (Rp)
i 2009 T08.850.000,00 | 108.850,000,00 100
2. 12010 | 3.913.760.000.00 | 3.748.835.362.00 95.79
3| 2011 | 5.849.001.300.00 | 5.536.535.000,00 54.66
r 3012 | 9.371.092.750,00 | 9.221.643.000,00 93,41

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Tual

Pariwisata telah ditetapkan sebagai sektor unggulan Kota Tual
Alokasi anggaran untuk sektor pariwisata dari tahun 2010-2012
sebesar Rp. 1.207.915.600 yang secara rinci sesuai Tabel 4.18

berikut.
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Tabel 4.18 Anggaran Belanja Langsung dan Realisasi
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tual
Tahun 2010-2012

JUMLAH
NO | TAHUN ANGGARAN REALISASI CA{.?J;AN
(Rp) Rp) ’
1. 2010 209.168.000,00 209.168.000,00 100
2. 2011 525.408.000,00 525.408.000,00 100
3. 2012 473.339.600,00 449.291.566.68 94,92
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Tual
Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam  konteks

pengembangan wilayah dan sub sektor jasa pariwisata yaitu:

Menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah
(RIPPDA) Kota Tual.
- Mengadakan survey potensi pariwisata pada empat
kecamatan di Kota Tual, baik wisata bahari maupun budaya.

- Mengidentifikasi  titik-titik  destinasi untuk  dapat
dikembangan. Hasilnya telah ditetapkan Tayando Tam
sebagai destinasi wisata bawah laut, Kur sebagai wisata
penangkaran penyu, Ngadi sebagai destinasi wisata tirta,
serta beberapa titik destinasi wisata bahart dan budaya
lainnya.

- Penataan beberapa objek wisata seperti objek wisata Pantai
Dullah, objek wisata Tirta Danau Ngadi, dan Pantai wisata
Difur.

-  Mempromosikan Kota Tual didalam maupun luar negeri

melalui website, leaflet, booklet, pameran-pameran dan

tempat-tempat  strategis seperti Bandara Pattimura di
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Ambon, hotel-hotel serta kerjasama dengan PT. Pos

Indonesia untuk membuat perangko wisata dan kartu pos.

2) Pemerataan pembangunan dan pelayanan masyarakat;
Arah kebijjakan pengelolaan belanja daerah Kota Tual selain
ditujukan untuk penmingkatan kesejahteraan masyarakat juga untuk
pemerataan pembangunan dan pelayanan masyarakat meliputi:
a) Rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur serta fasilitas
pelayanan masyarakat.

Alokasi anggaran ditujukan bagi pembangunan infrastruktur

dasar baik pembangunan jaringan listrik, air bersih, pemukiman,

sanitasi, maupun komunikasi. Capaian kinerja program dan
kegiatan diantaranya sebagai berikut.

(1) Pengadaan listrik tenaga surya di Pulan Ut Kecamatan
Dullah Selatan dan sebagian besar Desa dan Dusun di
Kecamatan Tayando Tam dan Kecamatan Pulau-pulau Kur.

(2) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Sanitasi BTN-

UN;
Pada tahun 2009 dialokasikan anggaran sebesar
Rp.223.601.000, dengan realisasi sebesar Rp.215.774.965
atau 96,5%. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya jaringan-
jaringan sanitasi di BTN-UN.

(3) Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Sanitasi (MCK) Obhoitel

Kampung Baru;
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Pada tahun 2009 dialokasikan anggaran sebesar
Rp.85.500.000, dengan realisasi sebesar Rp.81.225.000 atau
95%. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya saluran sanitasi

(MCK) di Ohoitel Kampung Baru.

(4) Fasilitas Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar

Pemukiman Berbasis Masyarakat (PNPM-MP);

Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar
Rp.154.184.000, dengan realisasi sebesar Rp.154.184.000
atau 100%. Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran sebesar
Rp.223.646.750, dengan realisasi sebesar Rp.190.100.000
atau 85%. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya fasilitas
pembangunan sarana dan prasarana dasar pemukiman

berbasis masyarakat (PNPM-MP).

(5) Peningkatan Jaringan Air Bersih Kecamatan Kur;

Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar
Rp.323.449.000,- dengan realisasi sebesar Rp.307.324.050,-
atau 95%. Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran (luncuran
2011) sebesar Rp.16.124.950,- dengan realisasi sebesar
Rp.16.124.950,- atau 100%. Kinerja yang dicapai yaitu

tersedianya jaringan air bersih di Sermaf.

(6) Pembangunan Bak Penampung Air Hujan Desa Kaimear;
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atau 100%. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya bak
penampung air hujan di Desa Kaimear.

(7) Pembangunan Bak Penampung dan Jaringan Pipa Kur I;
Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar
Rp.462.720.000,- dengan realisasi sebesar Rp.381.744.000,-
ataw 82,50%. Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran
sebesar Rp.347.980.000,- dengan realisasi sebesar
Rp.347.980.000,- atau 100%. Sedangkan untuk kegiatan
luncuran 2011 dialokasikan anggaran sebesar
Rp.80.976.000,- dengan realisasi sebesar Rp.80.976.000,-
atau 100%. Kinerja yang dicapat yaitu tersedianya bak
penarnpung dan jaringan pipa.

(8) Pembangunan Bak Penampung dan Jaringan Pipa Kur II;
Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar
Rp.410.920.000,- dengan realisasi sebesar Rp.339.009.000,-
atau 82,50%. Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran
(luncuran 2011) sebesar Rp.71.911.000,- dengan realisasi
sebesar Rp.71.911.000,- atau 100%. Kinerja yang dicapai
yaitu tersedianya bak penampung dan jaringan pipa.

b) Peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan
serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Perlindungan sosial masyarakat dalam pelayanan dasar

khususnya kesehatan dan pendidikan merupakan bagian penting

dari pengembangan wilayah. Alokasi anggaran untuk
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peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan sejak tahun 2009

sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp. 109.044.919.767, dengan

rincian sebagaimana Tabel 4.19 berikut.

Tabel 4.19 Anggaran Belanja Langsung dan Realisasi

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kota Tual Tahun 2009-2012

JUMLAH
NO | TAHUN [ ANGGARAN REALISASI CA}’.%AN
(Rp) Rp)
1. 2009 6.763.346.200,00 | 1.820.167.017.00 26,91
2. 2010 | 25.518.678.500,00 | 11.606.728.460,00 4548
3. 2011 147.728.868.740,00 | 37.226.880.620,00 77.99
2012 | 29.034.026.327.00 | 18.694.718.330,00 64,38

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Tual

Capaian kinerja program dan kegiatan diantaranya sebagai

berikut.

(1) Pemeliharaan Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK).

Pada tahun 2009 dialokasikan anggaran sebesar
Rp.4.554.400.000, dengan realisasi nihil. Pada tahun 2010
dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.152.822.400, dengan
realisasi sebesar Rp.738.697.800 atau 34,31%. Pada tahun
2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp.10.793.226.950,
dengan realisasi sebesar Rp.4.937.094.850 atau 45,74%.
Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran sebesar
Rp.7.972.910.225, dengan realisasi sebesar
Rp.3.813.971.200 atau 47,84%. Kinerja yang dicapai dari
kegiatan ini yaitu terlaksananya rehabilitasi sedang/berat

ruang kelas sekolah.

(2) Penambahan Ruang Kelas Sekolah.
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Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar

- Rp.726.645.000, yang bersumber dari DPPIP dengan

realisasi sebesar Rp.396.312.500, atau 54,54%. Pada tahun
2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp.227.383.500,
dengan realisast sebesar Rp.227.383.500 atau 100%. Pada
tahun 2012 dialokasikan anggaran sebesar Rp.746.288.070,
dengan realisasi Rp.745.543.970 atau 99,90%, kegiatan ini
merupakan kegiatan luncuran ditahun 2012. Kinerja yang
dicapai dari kegiatan ini pada tahun 2010 vyaitu
terlaksananya penambahan ruang kelas pada SDN BTN

Un Tual, SDN Un Pantai Tual dan MIN Ngad:.

(3) Pembangunan Perpustakaan Sekolah.
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Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar
Rp.3.437.953.800, yang pendanaannya bersumber dari
DAK dengan realilasi sebesar Rp.1.582.038060 atau
46,02%. Pada tahun 2011 kegiatan ini dilaksanakan
sebanyak 2 Kkali, alokasi  anggaran  sebesar
Rp.1.773.191.100, dengan realisasi sebesar
Rp.1.730.336.445 atau 97,58%, dan dialokasikan anggaran
sebesar Rp.1.684.350.940, dengan realisasi sebesar
Rp.1.684.350.940 atau 100%. Pada tahun 2012 dialokasikan
anggaran sebesar Rp.58.431.755, dengan realisasi sebesar

Rp.46.856.905 atau 80,19%. Kinerja yang dicapai dari
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kegiatan ini  yaitu  terlaksananya  pembangunan

perpustakaan sekolah pada 21 SD dan 4 SMP di Kota Tual.

(4) Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa.

Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar
Rp.4.152.000, yang pendanaannya bersumber dari DAK
dengan réalisasi sebesar Rp.3.499.978.000 atau 84,30%.
Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar
Rp.621.698.000, dengan realisasi sebesar Rp.621.698.000
atau 100%. Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran sebesar
Rp.44.920.000, dengan realisasi sebesar Rp.26.970.000 atau
60,04%. Kinerja yang dicapai dari kegiatan ini yaitu
tersedianya buku dan alat tulis siswa pada 37 SD dan 14

SMP di Kota Tual.

(5) Pembangunan Ruang Kelas Sekolah.

Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran sebesar
Rp.283.500.000, dengan realisasi anggaran sebesar
Rp.113.400.000 atau 40%. Kinerja yang dicapai yaitu
tersedianya Ruang Kelas Baru (RKB) SD Al-Hilal 1] Tual

di Tual dan SD Negeri Yamru di Desa Yamru Tayando.

Selain capaian beberapa program dan kegiatan yang telah

divraikan di atas juga terdapat capaian-capaian kinerja sesuai

target yang direncanakan di RPJMD Kota Tual tahun 2009-

2013. Capaian kinerja sesuai target yang direncanakan dalam
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RPJMD Kota Tual tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel

4.20 berikut.

Tabel 4.20 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan di Kota
Tual periode 2009-2012

. N Tahun
No. Indikator Kinerja 2000 | 2010 | 2011 | 2012
l. | Angka Partisipasi Kasar
(APK) 91,86 | 91,86 | 111,62 | 108,15
a. SD/MI 90,71 90,71 97,421 98,93
b. SMP/MTs 91.86 | 91,86 | 99,79 | 100,55
c. SMA/SMK/MA
2. | Angka Partisipasi Mumi
(APM) 96,15 | 94,15 | 95,46 | 96,33
a. SD/MI 79,28 | 78,67 | 79,97 | 83,07
b. SMP/MTs 79,04 | 8551 | 90,09 | 93,50
<. SMA/SMK/MA
3. | Angka Putus Sekolah
a. Usia 7-12 tahun 1,18 2,05 0,93 0.21
b. Usia 13-15 tahun 7.32 9,36 2,12 0,83
c. Usia 16-18 tahun 2741 | 20,54 | 1972 | 6,389
4, | Tingkat Kelulusan
a. SD/MI 100 100 100 100
b. SMP/MTs 100 | 99,93 100 100
¢. SMA/SMK/MA 100 | 99,09 100 98,21
5. | Rasio guru per murid (%) 14,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00
6. | Rasio guru per sekolah (%) 14,00 | 1400 ¢ 1400 | 15,00
7. | Penduduk yang berusia>15 | 30,00 | 72,00 | 81,35 { 90,00
tahun melek huruf atau tidak
buta aksara (%)
8. Rasio lulusan S1 per satuan - - - -
penduduk
9. | Penemuan dan pemanfataan - - - -
teknologi tepat guna
10. | Indeks Pembangunan | 76,36 | 76,51 | 77,10 -
Manusia (JPM)
11. | Jumlah Sekolah
a. SD/MI 53 53 55 60
b. SMP/MTs 19 19 19 21
c. SMA/SMEK/MA 12 14 14 14
12. | Jumlah Siswa
a. SD/MI 9616 | 9918 | 9903 | 9.863
b. SMP/MTs 4.130 | 4.147 | 3.968 | 4.142
c. SMA/SMK/MA 3.006 | 3.332 | 3.716 | 3.849
13. | Pembangunan RKB
a. SD/MI - - 16 -
b. SMP/MTs - - 4 8
c. SMA/SMK/MA 3 8 17
14. | Rehab Sekolah
a. SDMI - 27 68 139
b. SMP/MTs - 27 9 12
c. SMA/SMK/MA - 3 5 2
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tual.
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Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tual

selama tahun 2009-2011 dapat dilihat pada Gambar 4.6 berikut.

| Gambar 4.6 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) Kota Tual Tahun 2009-2011.

Capatan indikator pelayanan kesehatan sesuai target yang

direncanakan dalam RPJMD Kota Tual cenderung meningkat

sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, yang secara rinci
dijelaskan sebagai berikut.

- Angka Harapan Hidup tahun 2012 sebesar 67,60%, menurun
dibandingkan dengan tahun 2009 yakni 68,37%.

- Angka kematian bayi/1.000 KH mengalami peningkatan pada
tahun 2012 sebesar 12/1.000 KH bila dibandingkan pada
tahun 2009 sebesar 8,2/1.000 KH. Sedangkan angka
kematian ibu melahirkan pada tahun 2009-2012 tidak stabil
yakni pada tahun 2009 sebanyak 117,5 kasus, pada tahun
2010 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakm

sebanyak 501 kasus dikarenakan ekslamsia keracunan
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kehamilan dan pendarahan, pada tahun 2011 sebanyak 152,2
kasus, dan pada tahun 2012 tidak ada kasus.

Prevalensi gizi kurang pada anak balita cukup baik yakni
pada pada tahun 2009 sebesar 2,1%, pada tahun 2012 sebesar
0,75%. Ini artinya bahwa cakupan gizi anak balita mengalami
peningkatan yang cukup baik.

Persentase pertolongan persalinan pada tahun 2009 sebesar

60%, tahun 2010 sebesar 56%, pada tahun 2011 dan tahun

2012 sebesar 85%, yang artinya bahwa penanganan vang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dilakukan oleh tenaga bidan sudah cukup baik.

Persentase kunjungan cakupan KN lengkap pada tahun 2009
sebesar 60% dan mengalami peningkatan pada tahun 2012
sebesar 75%. Sedangkan jumlah cakupan kunjungan bayi
pada tahun 2009 sebesar 70% dan mengalami peningkatan
pada tahun 2012 sebesar 85%.

Jumlah bayi Asi ekslusif pada tahun 2009 sebesar 22,5%,
tahun 2010 sebesar 5,2%, tahun 2011 sebesar 9,1% dan pada
tahun 2012 sebesar 90%.

Persentase Balita yang mendapatkan vitamin A pada tahun
2009 sebesar 80%, tahun 2010 sebesar 77%, tahun 2011
sebesar 74% dan pada tahun 2012 sebesar 90%. Sedangkan
persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Tablet Fe pada
tahun 2009 sebesar 70%, tahun 2010 sebesar 67%, tahun 201

sebesar 89% dan pada tahun 2012 sebesar 90%.
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Rasio posyandu persatuan balita pada tahun 2009-2011
sebesar 1,1 dan pada tahun 2012-2013 sebesar 2.

Jumlah Bidan pada tahun 2009 sebanyak 33 orang dan
mendapat penambahan tenaga 1 orang pada tahun 2010
sampai tahun 2012.

Jumlah Perawat pada tahun 2009 sebanyak 76 orang, dan
mendapat penambahan tenaga pada tahun 2010-2011 menjadi
107 orang dan tahun 2012 bertambah sebanyak 132 orang.
Jumlah Tenaga Apoteker tahun 2009-2011 sebanyak 3 orang
dan bertambah 3 orang pada tahun 2012-2013 menjadi 6
orang.

Jumlah Nutnsionis/tenaga gizi pada tahun 200$-2010
sebanyak 23 orang, tahun 2011 terdapat mutasi 1 orang
sehingga berkurang menjadi 22 orang, tahun 2012 bertambah
tenaga sebanyak 25 orang.

Jumlah sanitarian/tenaga kesling pada tahun 2010 sebanyak
18 orang, tahun 2011 sebanyak 16 orang, dan tahun 2012
sebanyak 25 orang. Ketidakstabilan jumlah tenaga
dikarenakan terjadi mutasi/perpindahan tempat kerja.

Jumlah tenaga farmasi pada tahun 2009 sebanyak 1 orang,
tahun 2010-2011 bertambah menjadi 7 orang, tahun 2012
bertambah menjadi 10 orang.

Jumlah Tenaga Psikologi pada tahun 2010 sampai saat im

hanya sebanyak 1 orang.
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Jumlah Tenaga Fisiotherapy pada tahun 2010 sekarang hanya
sebanyak 1 orang.

Jumlah Tenaga Analisis pada tahun 2010-2011 sebanyak |
orang dan tahun 2012-2013 sebanyak 2 orang.

Jumlah Tenaga Atro tahun 2010-2011 sebanyak 1 orang dan
pada tahun 2012 mengalami mutasi sehingga tidak terdapat
tenaga Atro sampai sekarang.

Jumlah Tenaga Pekarya tahun 2011 sebanyak 2 orang dan
pada tahun 2012 sebanyak 1 orang.

Jumlah Tenaga Atem tahun 2012 sebanyak 1 orang.

Jumlah Tenaga Hiperkes/Kesker tahun 2012 sebanyak 1
orang.

Jumlah Dokter Umum (PNS) pada tahun 2009-2010
sebanyak 5 orang, pada tahun 2011 sebanyak 6 orang, pada
tahun 2012 sebanyak 7 orang dan pada tahun 2013 sebanyak
10 orang.

Jumlah Dokter Gigi (PNS) tahun 2009 sebanyak 2 orang,
tahun 2010 sebanyak 3 orang, pada tahun 2011-2012
sebanyak 4 orang, dan pada tahun 2013 sebanyak 3 orang.
Rumah Sakit Pemerintah tahun 2012 sebanyak 1 unit.
Puskesmas Induk pada tahun 2009-2011 sebanyak 5 unit,
tahun 2012 bertambah menjadi 8 unit (diantaranya 3 unit

peningkatan dari pustu menjadi puskesmas induk)
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Puskesmas Pembantu/Pustu pada tahun 2009-2011 sebanyak
12 unit, dan tahun 2012 berkurang menjadi 9 unit karena 3
unit mengalami peningkatan menjadi Puskesmas Induk.
Poskesdes pada tahun 2009 sebanyak 25 unit, tahun 2010-
2011 bertambah menjadi 29 unit, dan tahun 2012 bertambah
menjadi 33 unit.

Posyandu pada tahun 2009-2011 sebanyak 84 unit, dan pada
tahun 2012 bertambah menjadi 96 unit.

Cakupan pelayanan penyakit menular Diare tahun 2009-2012
sebesar 100%.

Cakupan pelayanan penyakit menular Malaria tahun 2009-
2012 sebesar 100%.

Cakupan pelayanan penyakit menular HI'V tahun 2009-2012
sebesar 100%.

Cakupan pelayanan penyakit menular DBD tahun 2009-2012
sebesar 100%.

Jumlah Rumah Tangga Sehat tahun 2009-2010 sebesar 40%
dan mengalami peningkatan pada tahun 2011-2012 sebesar
60%.

Alat kesehatan pada tahun 2010 sebanyak 134 jenis, pada
tahun 2011 sebanyak 119 jenis, dan tahun 2012 sebanyak 118
jenis. Pengurangan alat kesehatan karena terjadi kerusakan.
Jenis Obat DPDF pada tahun 2009 sebanyak 108, DAU pada

tahun 2009 sebanyak 105 dan tahun 2010 sebanyak 110,
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sedangkan DAK tahun 2011 sebanyak 155 dan tahun 2012
sebanyak 115.

Pusling darat tahun 2009-2010 sebanyak 2 unit.

Pusling laut tahun 2009 sebanyak 1 unit, tahun 2010
sebanyak 3 unit, tahun 2012 berkurang 1 unit karena 2 unit
mengalami kerusakan, tahun 2013 bertambah menjadi 5 unit.

Askes PNS sebanyak 9.032 orang (15%).

Pengadaan kendaraan operasional roda dua tahun 2009
sebanyak 25 unit, tahun 2010 sebanyak 21 unit, dan tahun
2011 sebanyak 7 unit. Jadi total sebanyak 53 unit.

Jumlah peserta Jamkesmas sesuai SK Walikota Tual Nomor
27f Tahun 2010 sebanyak 30.927 jiwa (55,10%).

Jumlah peserta Jamkesda sebanyak 20.576 jiwa (25,40%)

¢) Pemulihan sistem transportasi yang handal dalam menunjang

pengembangan wilayah terutama di kawasan pulau-pulau kecil

dan terluar dalam rangka peningkatan aksesibilitas.

Alokasi anggaran dimaksudkan untuk memperbaiki sarana

transportasi khususnya perbaikan jalan dan jembatan di berbagai

wilayah yang menunjang peningkatan produksi. Selain itu

pengalokasian anggaran juga untuk mendukung kelancaran

perhubungan perintis di wilayah terisolasi melalui jaringan laut.

Melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual telah dilaksanakan

program pembangunan jalan dan jembatan dengan beberapa

kegiatan yang capaian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut.
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Pembangunan Jalan Kota Tayando.

Pada tahun 2009 dialokasikan anggaran sebesar
Rp.739.848.000, dengan realisasi sebesar Rp.702.855.600
atau %. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya jalan lapen
sepanjang 1km di Kota Tayando.

Pembaﬂgunan Jalan Kota Kur

Pada tahun 2009 dialokasikan anggaran sebesar
Rp.841.330.000, dengan realisasi sebesar Rp.799.263.500
atau %. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya jalan lapen
sepanjang 1 km di Kota Kur.

Pembangunan Jalan Langgiar-Ohoitel

Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar
Rp.1.649.000.000, dengan realisasi sebesar
Rp.951.408.147 atau 57.70%. Pada tahun 2011
dialokasikan  anggaran ’(luncuran 2010)  sebesar
Rp.698.906.590, dengan realisasi sebesar Rp.698.906.590
atau 100%. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya jalan di
Langgiar-Ohoitel.

Pembangunan Jalan Lingkar Kur

Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar
Rp.993.940.000, dengan realisasi sebesar Rp.284.870.000
atau 30%. Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar
Rp.895.500.000, dengan realisasi sebesar Rp.850.725.000

atau 95%. Adapun untuk kegiatan luncuran 2010
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dialokasikan anggaran sebesar Rp.713.709.000, dengan
realisasi sebesar Rp.713.709.000 atau 100%. Pada tahun
2012 dialokasikan anggaran (luncuran 2011) sebesar
Rp.44.775.000, dengan realisasi sebesar Rp.44.775.000,
atau 100%. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya jalan
Lingkar Kur 'sepanjang 1 Km.

Pembangunan Jalan Watran-Luv

Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar
Rp.2.786.024.000, dengan realisasi sebesar
Rp.1.326.865.000 atau 47,63%. Pada tahun 2011
dialokasikan  anggaran (luncuran 2010) sebesar
Rp.1.459.159.000, dengan realisasi sebesar
Rp.1.459.159.000 atau 100%. Kinerja yang dicapai yaitu
tersedianya jalan di Watran-Luv.

Pembangunan Pengaman Jalan Taar

Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar
Rp.116.036.000, dengan realisasi sebesar Rp.109.725.000
atau 94,56%. Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran
(luncuran 2010) sebesar Rp.5.775.000, dengan realisasi
sebesar Rp.5.775.000 atau 100%. Kinerja yang dicapai
yaitu tersedianya pengaman jalan di Taar.

Pembangunan Jalan LPTQ-Ngadi

Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar

Rp.2.290.000.000, dengan realisasi sebesar
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Rp.2.290.000.000 atau 100%. Kinerja yang dicapai yaitu
tersedianya jalan di LPTQ-Ngadi.

Pembangunan Jalan Yamru-Ohoitom

Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar
Rp.1.633.000.000, dengan realisasi sebesar
Rp.746.834.000 atau 45,73%. Pada tahun 2011
dialokasikan anggaran (luncuran 2010) sebesar
Rp.886.166.000, dengan realisasi sebesar Rp.388.433.000
atau 56,17%.

Pembangunan Jalan Fidabot

Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar
Rp.588.725.000, dengan realisasi sebesar Rp.559.288.000
atau 95%. Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran
(luncuran 2010) sebesar Rp.29.437.000, dengan realisasi
sebesar Rp.29.437.000, atau 100%. Kinerja yang dicapai
yaitu tersedianya jalan di Fidabot.

Pembangunan Pengaman Jalan Tual-Ohoitel

Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar
Rp.138.275.000, dengan realisasi sebesar Rp.130.112.263,
atau 95%. Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran
(luncuran 2010} sebesar Rp.6.848.000,- dengan realisasi
sebesar Rp.6.848.000 atau 100%. Kinerja yang dicapai

yaitu tersedianya jalan di Tual-Ohoitel.

(11) Pembangunan Jalan SP-Ohoitel-Luv

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



(12)

(13)

(14)

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

16/42098.pdf
140

Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran (luncuran 2011)
sebesar Rp.872.998.500, dengan realisasi sebesar
Rp.872.998.500 atau 100%. Kinerja yang dicapai yaitu
tersedianya sarana jalan sepanjang 1,5 Km pada jalan SP-
Ohoitel-Luv.

Pembangunan Jalan Luv-Ohoitel Kampung Baru

Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran (luncuran 2011)
sebesar Rp.2.852.000.000, dengan realisasi sebesar
Rp.2.852.000.000 atau 100%. Kinerja yang dicapai yaitu
tersedianya sarana jalan sepanjang 1,5 Km pada jalan Luv-
Ohoitel Kampung Baru.

Pembangunan Jalan Luv-Ohoite] Kampung Baru

Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran (luncuran 20]1)
sebesar Rp.2.852.000.000, dengan realisasi sebesar
Rp.2.852.000.000 atan 100%. Kinerja yang dicapai yaitu
tersedianya sarana jalan sepanjang 1.5 Km pada jalan Luv-
Ohoitel Kampung Baru.

Peningkatan Jalan Kecamatan Dullah Utara

Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar
Rp.1.462.502.000, dengan realisasi sebesar
Rp.1.462.502.000 atau 100%. Pada tahun 2012
dialokasikan anggaran sebesar Rp.860.688.000, dengan

realisasi sebesar Rp.860.688.000 atau 100%. Kinerja yang
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dicapai yaitu tersedianya sarana jalan sepanjang 1 Km di
Kecamatan Dullah Utara.

Pembangunan Jembatan Taar

Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar
Rp.1.217.000.000, dengan realisasi sebesar
Rp.612.713.000 atau 50.35%. Pada tahun 2011
dialokasikan anggaran (luncuran 2010) sebesar
Rp.654.214.000, dengan realisasi sebesar Rp.654.214.000
atau 100%. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya
jembatan Taar.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Fair

Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran (luncuran 2011)
sebesar Rp.98.950.000, dengan realisast sebesar
Rp.98.950.000 atau 100%. Kinerja yang dicapai yaitu
terlaksananya rehabilitasi jembatan fair sepanjang 87,5

meter.

Sesuai hasil wawancara dengan Ketua DPRD Kota Tual dan Ketua

Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tual, Kepala Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah,

Kepala Bappeda, Litbang dan Penanaman Modal Daerah

serta beberapa Kepala SKPD, diketahui masih adanya berbagai permasalahan

dalam pelaksanaan berbagai kebijakan pengelolaan anggaran yang telah

diuraikan di atas. Adapun permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan

berbagai kebijakan pengelolaan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut.
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a. Belum disiplinnya penggunaan anggaran. Masih banyak program dan
kegiatan dalam rangka mendukung pengembangan wilayah yang telah
direncanakan bahkan telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada
pelaksanaannya pagu anggarannya tidak mencukupi atau lebih besar dari
yang direncanakan dan masih tidak tepat sasaran. Selain itu, jumlah
anggaran yang tersedia untuk suatu program dan kegiatan sering
mengalami pergeseran pemanfaatan atau tidak dilaksanakan dan
chalihkan untuk program kegiatan lainnya yang diusulkan masuk dalam
APBD Perubahan.

b. Pengalokasian anggaran masih diprioritaskan kepada pelaksanaan
proyek-proyek besar yang pelaksanaannya memerlukan waktu yang lama
walaupun menjanjikan keuntungan yang besar.

c. Asistensi rencana kerja dan anggaran (RKA) selama ini masih dilakukan
oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual. Peran
Bappeda, Litbang dan Penanaman Modal Daerah sebagai unsur
perencanaan daerah tidak dilibatkan samasekali. Akibatnya, masih
didapatkan beberapa kegiatan dalam rangka pengembangan wilayah yang
tumpang tindih dan tidak sinkron dengan tujuan pengelolaan anggaran
bagi pengembangan wilayah Kota Tual. Orientasi asistensi yang
dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual
hanya sebatas melihat besar kecilnya anggaran yang diusulkan bag suatu

kegiatan tanpa melihat maksud dan tujuan kegiatan itu secara luas.
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d. Masih sering terjadi keterlambatan dalam pembahasan APBD Kota Tual
yang disebabkan kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Tual
yang tidak disiplin dalam penyiapan dokumen perencanaan anggaran.

Hasil temuan lapangan tentang pengelolaan anggaran dan dukungan
data sekunder telah menunjukkan adanya kesesuaian antara teori tentang
pengelolaan anggaran yang dikemukakan oleh Valiani (2012) bahwa
kebijakan pengelolaan anggaran adalah kebijakan untuk mengatur
pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai ekonomi
yang mantap. Melalui pengaturan pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan
pinjaman tentu akan memberikan dukungan yang besar dan memacu upaya
pengembangan wilayah di Kota Tual.

2. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia;

Kebijjakan pengembangan sumber daya manusia dalam pengembangan
wilayah di Kota Tual dibagi menjadi dua bagian yakm kebijakan
pengembangan sumber daya manusia aparatur dan kebijakan pengembangan
sumber daya manusia masyarakat. Hal ini didasarkan atas informasi hasil
wawancara dengan beberapa Kepala SKPD Kota Tual seperti Kepala Dinas
Pendidikan, Kepaia Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,
Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, Kepala
Bappeda, Litbang dan Penanaman Modal Daerah sebagai berikut.

“Bappeda, Litbang dan Penanaman Modal Daerah Kota Tual sungguh

menyadari bahwa keberhasilan pengembangan wilayah maupun

pembangunan secara umumnya di Kota Tual sangat tergantung dari
ketersediaan SDM yang handal, trampil, inovatif serta mempunyai
semangat yang kuat dalam membangun. Sumber daya alam yang
berlimpah maupun teknologi yang canggih sekalipun tanpa didukung

dengan ketersediaan SDM yang berkualitas dan cukup jumilahnya,
maka semua itu menjadi tidak ada manfaatnya bagi pengembangan
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wilayah Kota Tual. Mengingat pentingnya SDM dalam proses
pembangunan di Kota Tual, maka upaya pengembangan SDM yang
telah kami lakukan dan terus kami lakukan setiap tahunnya yaitu
pengembangan SDM aparatur khususnya dan melalui ketersediaan
SDM aparatur yang handal ini menjadi pintu masuk pengembangan
SDM masyarakat. Pengembangan SDM aparatur terlaksana melalui
beberapa program dan kegiatan yang sebelumnya telah tertuang dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun pengembangan
SDM masyarakat dilakukan melalui pengikusertaan mereka dalam
setiap kegiatan perencanaan pembangunan daerah maupun monitoring
dan evaluasi kegiatan pembangunan” (Hasil wawancara dengan
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Litbang dan Penanaman
Modal Daerah Kota Tual, tanggal 5 Juni 2013).

“Kunci dan keberhasilan pengembangan wilayah adalah terletak pada
kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Berbicara mengenai
masalah peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia,
harus diawali dari masalah pendidikan, karena pendidikan adalah cara
yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber
daya manusia. Dalam  konteks pengembangan  wilayah,
penyelenggaraan  pendidikan  ditujukan untuk  peningkatan
keterampilan dan pengetahuan untuk bekerja, dengan kata lain
pendidikan menyiapkan tenaga-tenaga yang siap bekerja. Pentingnya
keberadaan sumber daya manusia bagi pengembangan wilayah
tersebut, mengharuskan kami untuk mengembangkannya secara lebih
baik. Wujudnya terlihat pada setiap tahunnya, kami selalu
menyelenggarakan program dan kegiatan pengembangan sumber daya
manusia baik kegiatan pengembangan terhadap sumber daya manusia
aparatur maupun terhadap sumber daya manusia masyarakat” (Hasil
wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kota Tual, tanggal 10 Juni 2013).

“Pengembangan wilayah merupakan upaya memberdayakan
stakeholders baik masyarakat, pemerintah, maupun swasta di suatu
wilayah, terutama dalam memanfaatkan sumber daya alam dan
lingkungan di wilayah tersebut. Pemanfaatan sumber daya alam dan
lingkungan dibutuhkan suatu kondisi dimana setiap pelaku
pengembangan wilayah berada dalam kondisi yang sehat secara
fisiknya. Bahwa hanya dengan sumber daya manusia yang sehat fisik
sajalah yang dapat mengawal proses pengembangan wilayah yang
sedang berjalan. Mendasari hal itu, maka dalam rangka mewujudkan
aparatur dan masyarakat yang sehat fisiknya, memadai
pengetahuannya tentang kesehatan diri dan lingkungannya serta
terwujudnya kesehatan bagi semua pelaku pengembangan wilayah di
Kota Tual, kami laksanakan berbagai program dan kegiatan yang
tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/42098.pdf
145

Kesehatan Kota Tual” (Hasi] wawancara dengan Kepala Dinas
Kesehatan Kota Tual, tanggal 11 Juni 2013).

“Dalam rangka pengembangan wilayah Kota Tual dibutuhkan adanya
pembangunan yang lebih komprehensif yang tidak sekedar
menckankan pada pertumbuhan ekonomi namun juga penekannya
pada sisi sumber daya manusia. Mengingat pentingnya peran sumber
daya manusia bagi pengembangan wilayah di Kota Tual, maka
peningkatan sumber daya manusia yang kami lakukan meliputi
pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat.
Peningkatan jumlah maupun mutu sumber daya manusia aparatur dan
masyarakat kami lakukan melalui program dan kegiatan yang setiap
tahunnya sejak tahun 2009 hingga saat ini kami rencanakan dan kami
laksanakan dan telah memberikan manfaat yang besar bagi
pengembangan wilayah Kota Tual” (Hasil wawancara dengan Kepala
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tual, tanggal 10 Juni 2013).

“Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai merupakan pilar
pengembangan wilayah Kota Tual. Kami terus mengembangkannya
dalam rangka mewujudkan pemerataan pengembangan wilayah Kota
Tual. Penyediaan sumber daya manusia tersebut melalui sistem
pendidikan dan pelatihan atau sejenisnya yang baik sesuai dengan
kebutuhan dan potensi pengembangan wilayah di Kota Tual. Kami
menyadari bahwa pengembangan sumber daya manusia tidak dapat
hanya dilakukan terhadap aparatur atau PNS saja namun juga penting
dilakukan terhadap masyarakat. Untuk itu peningkatan kualitas dan
kuantitas sumber daya manusia yang kami lakukan selama ini (2009-
2012) yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
aparatur dan masyarakat” (Hasil wawancara dengan Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan Kota Tual, tanggal 14 Juni 2013).

“Seluruh kecamatan dalam wilayah Kota Tual memiliki akses yang
tinggi bagi pengembangan pariwisata. Artinya, potensi pariwisata
Kota Tual tersebar merata di seluruh kecamatan. Menjadi sia-sia
banyaknya potensi pariwisata yang ada jika tidak terkelola dengan
baik. Perlu kita ketahui bersama juga bahwa pariwisata dalam
praktiknya bukan menjual barang namun menjual jasa yang tentu
sangat bertumpu pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
vang ada, yang kami sebut sumber daya manusia panwisata.
Menyadari hal ini, maka peningkatan kualitas dan kuantitas sumber
daya manusia yang kami lakukan sejak tahun 2009 hingga tahun 2012
meliputi peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
aparatur dan masyarakat setempat. Berbagai program dan kegiatan
penyediaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya
manusia aparatur dan masyarakat terus kami lakukan dan kami
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masukkan dalam setiap perencanaan anggaran SKPD kami dan kami
bersyukur bahwa apa yang telah kami rencanakan dalam
penganggaran selalu mendapat persetujuan” (Hasil wawancara dengan
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tual, tanggal 17 Juni
2013).

Berdasarkan hasil wawancara di atas juga diketahui bahwa kebijakan
pengembangan sumber daya manusia dalam pengembangan wilayah Kota
Tual sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 bertumpu pada program
dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan
kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Tual. Selain itu
dalam rangka pengembangan sumber daya manusia aparatur yang diharapkan
dapat berkontribusi signifikan bagi percepatan pengembangan wilayah.
Pemerintah Daerah Kota Tual juga melakukan pendekatan manajemen
kepegawaian yang beorientasi mulai dari proses rekrutmen CPNS sampai
dengan penempatan dalam jabatan sesuai keahlian tekmis terkait
pengembangan wilayah. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Kota Tual sebagai berikut.

“Guna mendukung pengembangan wilayah Kota Tual, maka melalui

pendekatan manajemen kepegawaian serta sesuai dengan prinsip the

right man on the right place, kami telah menempatkan CPNS pada
posisi atau SKPD sesuai dengan latar belakang pendidikannya, lebih
khusus pada SKPD yang mengelola sektor yang berkontribusi bagi
peningkatan penyelenggaraan pengembangan wilayah Kota Tual.

Bukan hanya berorientasi pada penempatannya saja, namun kami juga

fokus mulai dari saat rekrutmen CPNS tersebut. Hal ini terwujud dari

besarnya lowongan penerimaan CPNS yang berlatar belakang
pendidikan teknik, kelautan dan perikanan, tenaga pendidikan dan
kesehatan, akuntansi, dan lainnya™ (Hasil wawancara dengan Kepala

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tual, tanggal 10 Jum 2013).

Berbagai kebijakan pengembangan sumber daya manusia dalam

bentuk program dan kegiatan hampir merata pada semua SKPD. Terhadap
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kebijakan pengembangan sumber daya manusia dari SKPD yang memiliki
keterkaitan erat dengan pengembangan wilayah baik sebagai sektor unggulan
daerah maupun sektor yang dipandang dapat mendorong sektor lainnya dalam
pengembangan wilayah dapat dijelaskan sebagai berikut.
a. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan,

Permuda dan Olahraga Kota Tual;

{1) Kebijakan pengembangan SDM aparatur;

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung

pengembangan SDM aparatur antara lain:

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan

- kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur.

- Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun dengan
kegiatan pelatihan pemantapan kurikulum satuan pendidikan,
pelatihan kompetensi tenaga pendidikan.

- Program Pendidikan Menengah dengan kegiatan pelatihan
penyusunan kurikulum.

- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

dengan kegiatan pelatihan kompetensi tenaga pendidikan,

pembinaan kelompok kerja guru, pengembangan mutu dan
kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan
tenaga kependidikan, penyediaan dana BOS PAUD, SD, SMP
dan SMA, penyediaan dana rutin tiga dinas cabang kecamatan,

dan pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS).
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- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan kegiatan
pelaksanaan evaluasi hasil kerja bidang pendidikan dan
pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan.

(2) Kebijakan pengembangan SDM masyarakat;

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung

pengembangan SDM masyarakat antara lain:

- Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun dengan
kegiatan pembinaan siswa berprestasi, pelatihan kompetensi
siswa berprestasi, pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
serta penyelenggaraan paket A dan B.

- Program Pendidikan Menengah dengan kegiatan penyelenggaraan
paket C setara SMA dan lomba debat bahasa Inggris tingkat
SMA.

Selain program dan kegiatan di atas, pada prinsipnya semua program

dan kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota

Tual baik yang berupa pembangunan sarana dan prasarana

pendidikan maupun non fisik seperti olimpiade sains nasional,

penyelenggaraan pembelajaran secara tidak langsung diarahkan
untuk mewujudkan ketersediaan SDM aparatur dan masyarakat
secara memadai baik secara kualitas maupun kuantitas.
b. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia pada Dinas Kesehatan
Kota Tual;

(1) Kebijakan pengembangan SDM aparatur;
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Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung

pengembangan SDM aparatur antara lain:

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan
kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur, seleksi tenaga
kesehatan teladan, pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan
puskesmas (SP3), dan seleksi tenaga kesehatan teladan

- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan kegiatan
pelatihan petugas pengelola obat.

- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
dengan kegiatan peningkatan pendidikan tenaga penyuluh
kesehatan, pelatihan teknis berjenjang bagi bidan desa, petugas
gizi, petugas keschatan lingkungan dan pemegang program
kesehatan lainnva.

- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
dengan kegiatan pelatihan petugas laboratorium puskesmas.

(2) Kebijakan pengembangan SDM masyarakat;

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung

pengembangan SDM masyarakat antara lain:

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan
perawatan kesehatan masyarakat.

- Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan

pelatihan produksi pangan bagi industri rumah tangga.
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- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
dengan kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat,
peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader kesehatan.

Selain program dan kegiatan di atas, pada prinsipnya semua program

dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Tual baik yang berupa

pembangunan sarana dan prasarana kesehatan maupun non fisik
sepertt evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan,
pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu, revitalisasi
promosi kesehatan, revitalisasi posyandu dan lainnya, secara tidak
langsung diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan SDM aparatur
dan masyarakat secara memadai baik secara kualitas maupun
kuantitas.
c. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia pada Dinas Kelautan

dan Perikanan Kota Tual.

(1) Kebijakan pengembangan SDM aparatur;

Program dén kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung

pengembangan SDM aparatur antara lain:

- Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan kegiatan
pendidikan dan pelatihan perikanan tangkap bagi aparatur.

- Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan kegiatan
magang budidaya bagi aparatur dan pembudidaya dan pelatihan
cara budidaya tkan yang baik (CBIB).

- Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan

Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan
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kegiatan pendidikan dan pelatihan penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS).
(2) Kebijakan pengembangan SDM masyarakat;

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung

pengembangan SDM masyarakat

- Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan kegiatan
pelatihan teknologi penangkapan ikan bagi kelompok nelayan
tangkap.

- Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan kegiatan
pelatihan manjemen usaha dan teknik budidaya bagi pembudidaya
rumput laut dan ikan kerapu, pelatihan wirausaha budidaya
rumput laut dan ikan kerapu, dan pelatihan cara budidaya ikan
yang baik (CBIB) bagi nelayan pembudidaya.

- Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan
kegiatan sosialisasi dan pelatihan listrik tenaga surya, sosialisasi
dan pelatihan pengelolaan ekosistern pesisir.

- Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan
kegiatan pembinaan dan pengukuhan kelompok masyarakat
pengawas.

- Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan dengan Kkegiatan pelatihan pasca panen produk

unggulan.
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- Program Daya Saing Hasil Perikanan dengan kegiatan sosialisasi
dan pelatihan bantuan paket olahan perikanan.
d. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia pada Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan Kota Tual.

(1) Kebijakan pengembangan SDM aparatur;
Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung
pengembangan SDM aparatur berupa bimtek-bimtek maupun
pelatthan-pelatithan teknis di bidang kepariwisataan.

(2) Kebijakan pengembangan SDM masyarakat;
Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung
pengembangan SDM masyarakat berupa sosialisasi dan pelatihan-
pelatthan terkait menajemen pengelolaan dan pengembangan
pariwisata.

e. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia pada Dinas Pertanian

dan Kehutanan Kota Tual.

(1) Kebijakan pengembangan SDM aparatur;
Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung
pengembangan SDM aparatur berupa pelatihan-pelatihan, magang
maupun bimbingan tekmis di bidang pertaman.

(2) Kebijakan pengembangan SDM masyarakat;
Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung
pengembangan SDM masyarakat
- Program Peningkatan Produks: Pertanian dan Perkebunan dengan

kegiatan penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan.
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- Program Peningkatan Kesejahteraan Petam dengan kegiatan
penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis,
peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petanivkelompok
tani, dan peningkatan kemampuan lembaga tam.

- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
dengan kegiatan pelatihan penanggulangan penyakit pada ternak,

- Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan kegiatan
penyuluhan penerapan teknelogi peternakan tepat guna, pelatihan
dan bimbingan pengcperasian teknologi peternakan tepat guna.

- Program  Pemberdayaan Penyuluh  Pertanian/Perkebunan
Lapangan dengan kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi
pertanian/perkebunan.

f  Kebijakan pengembangan sumber daya manusia pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Pengembangan dan
Penanaman Daerah Kota Tual.

(1) Kebtjakan pengembangan SDM aparatur;

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung

pengembangan SDM aparatur antara lain:

- Program Perencanaan Tata Ruang dengan kegiatan pelatihan
aparat dalam perencanaan tata ruang (pelatihan pengaplikasian
GIS) serta survey dan pemetaan pemanfaatan tata ruang.

- Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan kegiatan bimbingan teknis tentang

perencanaan pembangunan daerah.
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(2) Kebijakan pengembangan SDM masyarakat;
Pengembangan SDM masyarakat pada dasarnya dilakukan dengan
mengikutsertakan masyarakat dalam setiap kegiatan perencanaan

pembangunan.

Sesuai hasil wawancara diantara beberapa Kepala SKPD di atas,
masih ditemui adanya berbagai permasalahan dalam pelaksanaan berbagai
kebijakan pengembangan sumber daya manusia. Adapun permasalahan yang
ditemui dalam pelaksanaan berbagai kebijakan pengembangan sumber daya
manusia dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia dalam
rangka mendukung pengembangan wilayah Kota Tual masih sebatas
dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas saja, belum
diarahkan untuk menciptakan wawasan, etos kerja juga integritas pelaku
pengembangan wilayah.

b. Masih terjadi mutasi bagi PNS yang telah terampil, mahir, dan
berpengalaman serta telah lama bekerja pada suatu SKPD berdasarkan
pertimbangan PNS yang bersangkutan memiliki latar belakang

pendidikan yang tidak sesuai dengan SKPD yang ditempatinya.

Hasil temuan lapangan tentang pengembangan sumberdaya manusia
dan dukungan data sekunder penelitian telah menunjukkan adanya kesesuaian
antara teori tentang kebijakan pengembangan SDM dalam pengembangan

wilayah menurut Mulyanto (2008) yang dimaksudkan sebagai penyediaan
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SDM pelaksana pengembangan wilayah dari berbagai sisi baik kuantitas,
keahlian, wawasan, etos kerja, maupun integritas agar mampu merencanakan
dan melaksanakan koordinasi, konsistensi, sinkronisasi serta mengatur sinergi
program suatu sektor/satuan kerja maupun program-program antar
sektor/satuan kerja dalam pelaksanaan pengembangan wilayah. Kebijakan
yang diambil dalam pengembangan sumberdaya manusia dalam penelitian ini
difokuskan untuk pengembangan keahlian dan jumlah sumberdaya manusia
baik aparatur maupun masyarakat yang bertumpu pada pelaksanaan program
dan kegiatan yang dibiayai dan dilaksanakan oleh setiap SKPD.
3. Kebijakan pengembangan data dan informasi;
Keterbatasan data dan informasi pada kondisi awal pemekaran Kota
Tual menjadi kendala utama yang menghambat upaya pengembangan
wilayah Kota Tual. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan, Litbang dan Penanaman Modal Daerah Kota
Tual sebagai berikut.
“Pada awal pemekaran Kota Tual, ketersediaan data dan informasi
sangat terbatas bahkan hampir tidak didapatkan pada setiap satuan
kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Tual. Pada tahun 2008 dan
2009, hampir tidak ada data dan informasi pada Sub Bidang Data dan
Informasi Bappeda, Litbang dan Penanaman Modal Daerah yang
merupakan unit kerja sentral data dan informasi pemerintah daerah
Kota Tual khususnya data dan informasi terkait penyelenggaraan
pembangunan. Hal ini sungguh menjadi kendala utama dalam
pengembangan wilayah Kota Tual” (Hasil wawancara dengan Kepala
Bappeda, Litbang dan Penanaman Modal Daerah Kota Tual, tanggal 5
Juni 2013).

Guna mengatasi kendala tersebut telah dilakukan intervensi kebijakan

pengembangan data dan informasi. Bentuk intervensi kebiakan
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pengembangan data dan informasi di Kota Tual berdasarkan wawancara

dengan beberapa Kepala SKPD Kota Tual, dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Penertiban penyiapan data regional oleh BPS dan lembaga-lembaga lain
yang memerlukan melalui pengumpulan data dan informasi secara
intensif, rutin dan terus menerus serta melakukan pengolahan data dan
informasi yang terkumpul secara periodik dan profesional;
Hal ini dilakukan untuk menghindari pembuatan perkiraan-perkiraan
statistik maupun proyeksi-proyeksi dengan menggunakan data statistik
yang tidak lengkap maupun kurang dapat dipercaya.
Pada setiap SKPD yang menangani sektor unggulan di Kota Tual
menjadikan profil sebagai basis data pengembangan wilayah. Profi] ini
disusun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan. Guna lebih mendukung ketersediaan data dan informasi,
Pemerintah daerah Kota Tual juga menerapkan E-Database maupun E-
Monev dalam sistem perencanaan pembangunan daerah hasil kerjasama
dengan Bappenas.

b. Pengembangan Sistem Informasi Geografis (S1G)
Sistem informasi geografis memiliki keunggulan dalam kemampuannya
memberikan himpunan data yang sangat besar khususnya bagi analisis
kewilayahan. Sistem Informasi Geografis (SIG) membantu dalam
pelaksanaan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan.
Pengembangan SIG di Kota Tual dilakukan melalu1 penyediaan data
daerah yang baik dan berakurasi serta mudah dicari pada waktu yang

digunakan, pengembangan sumber daya manusia aparatur melalul
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pelatihan aplikasi SIG, dan penyediaan perangkat berupa software dan
hardware untuk pengoperasian sistem informasi. Pengaplikasian Sistem
Informasi Geografis (SIG) telah mendorong tersedianya Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tual, yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Tual 2010-2030, dan perencanaan penyusunan dokumen
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Strategis Pulau Dullah,
RDTR Kawasan Strategis Perkotaan, RDTR Kawasan Strategis pulau-
pulau Tayando Tam, dan RDTR Kawasan Strategis Pulau-pulau Kur

pada tahun 2014.

Sesuai hasil wawancara diantara beberapa Kepala SKPD, masih
ditemui adanya berbagai permasalahan dalam pelaksanaan berbagai kebijakan
pengembangan data dan informasi dalam pengembangan wilayah Kota Tual.
Adapun permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan berbagai kebijakan
pengembangan sumber daya manusia dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Belum semua SKPD memiliki profil SKPD sebagai basis data
pengembangan sektor/SKPD dimaksud.

b. Belum semua pejabat yang menangani perencanaan mengikuti magang
pengaplikasian E-Database dan E-Monev pada Bappeda, Litbang, dan
Penanaman Modal Daerah Kota Tual.

c. Kualitas dan kuantitas tenaga pengelola SIG masih sangat terbatas

begitupun dengan perangkat pengaplikasiannya.
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Analisis penelitian terkait kebijakan pengembangan data dan
informasi yang didasarkan pada dukungan hasil temuan lapangan baik
melalui wawancara maupun observasi dan data sekunder penelitian lainnya,
menunjukkan adanya kesesuaian dengan teori tentang kebijakan
pengembangan data dan informasi yang dimaksudkan sebagai serangkaian
upaya untuk menunjang perencanaan pengembangan wilayah serinci mungkin
dan mengusahakan memberikan data dan informasi untuk mengetahui
konsistensi dari perencanaan pengembangan wilayah tersebut (Mulyanto,
2008). Kesesuaian hasil penelitian in1 dengan teori juga diperkuat dengan
pendapat Harmadi (2011) yang menggambarkan tentang kebijakan
pengembangan data dan informasi dalam pengembangan wilayah sebagai
serangkaian tindakan dari pusat-pusat informasi kewilayahan dengan memuat
segala macam pengetahuan dalam berbagai bentuk dokumentasi yang
berhubungan dengan kewilayahan dan pengemb?ngannya. Kota Tual dalam
upaya pengembangan data dan informasi dalam pengembangan wilayah telah
melakukan serangkaian tindakan yakni penertiban penyiapan data regional
oleh BPS dan lembaga-lembaga lain yang memerlukan serta pengembangan

Sistem Informasi Geografis (SIG).
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebelumnya, maka pada bagian ini
penulis memaparkan beberapa simpulan dan saran tindak yang relevan dan sesuai
dengan tujuan penelitian ini sebagai berikut.

A. Simpulan
1. Pengembangan wilayah Kota Tual sebagai Daerah Otonom Baru
menunjukkan bahwa perekonomian Kota Tual berkembang cukup pesat.

Kondisi ini ditunjukkan oleh besaran nilai PDRB atas dasar harga konstan

yang terus meningkat sejak tahun 2009 hingga 2012. Selama periode

tersebut, Kota Tual mengalam: pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan
klasifikasi sembilan sektor ekonomi secara sektoral, sektor perdagangan
adalah penyumbang terbesar dalam perekonomian daerah. Penyumbang
terbesar kedua yaitu sektor pertanian yang didominasi oleh sub sektor
perikanan. Namun demikian pada beberapa sub sektor masih belum
menunjukkan tingkat pertumbuhan yang signifikan diantaranya sub sektor
tanaman pangan, peternakan, dan kehutanan. Tingkat kemakmuran
penduduk di Kota Tual terus mengalami peningkatan yang ditunjukkan
oleh peningkatan Pendapatan Regional Perkapita Penduduk Kota Tual
sejak tahun 2009 hingga tahun 2012. Selain kontribusi peran pemerintah
daerah Kota Tual yang begitu besar bagi pengembangan wilayah Kota
Tual selama kurun waktu tahun 2009-2012, dukungan peran masyarakat

selaku objek dan subjek pembangunan serta peran pelaku usaha selaku
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pemilik modal dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah daerah Kota
Tual juga turut berkontribusi besar bagi pengembangan wilayah Kota Tual.
2. Keberhasilan penyelenggaraan pengembangan wilayah di Kota Tual sangat
ditentukan oleh intervensi berbagai kebijakan dari Pemerintah Daerah Kota
Tual selama kurun waktu tahun 2009-2012 yang didasari pada upaya mengatasi
berbagai kendala utama yakni keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber
daya manusia, dan keterbatasan data dan informasi. Keterbatasan ini
merupakan kondisi awal Kota Tual sebagai Daerah Otonom Baru hasil
pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara. Intervensi kebijakan
pengembangan wilayah dalam mengatasi berbagai kendala utama dimaksud
meliputi:
a. Kebijakan pengelolaan anggaran;
Kebijakan pengelolaan anggaran atau keuangan Pemerintah Daerah Kota
Tual dalam mendukung pengembangan wilayah Kota Tual terdin dari
1) Pengelolaan pendapatan daerah tahun 2009-2012.
Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi
sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Usaha-usaha
penggalian pendapatan daerah ditujukan untuk menyediakan modal
bagi pelaksanaan program-program pengembangan wilayah yang telah
direncanakan. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah langkah
yang dilakukan antara lain:
a) Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari

sumber-sumber PAD.
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b) Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik
dalam pembiayaan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan.

¢) Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD.

d) Mengutamakan secara optimal perolehan Dana Perimbangan yang
lebih proporsional.

2) Pengelolaan belanja daerah tahun 2009-2012

Kaitannya dengan pengembangan wilayah maka kebijakan pengelolaan

Belanja Daerah ditujukan untuk:

a) Peningkatan kesejahteraan masyarakat meliputi:

(1) Pemberdavaan masyarakat terutamna dalam rangka mengurangi
kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan pendapatan
dan untuk mengurangi beban hidup masyarakat melalui program
dan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, PPMM serta program
dan kegiatan pengentasan kemiskinan lainnya yang tersebar
pada SKPD yang mengelola berbagai urusan wajib dan pilihan
(Lampiran  8). Upaya pengentasan kemiskinan dan
pengangguran di Kota Tual juga didukung komitmen yang kuat
dari Pemerintah Daerah Kota Tual berupa Surat Keputusan
Walikota Tual Nomor 08.d Tahun 2011 tentang Pembentukan
Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Penanggulangan
Kemiskinan Kota Tual (Lampiran 9).

(2) Perbaikan struktur perekonomian yang dapat menunjang

penciptaan daya saing melalui pengalokasian anggaran pada
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sektor-sektor unggulan yang mampu mempercepat pertumbuhan
ekonomi daerah dan merupakan visi pembangunan daerah.
b) Pemerataan pembangunan dan pelayanan masyarakat meliputi:

(1) Rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur serta fasilitas
pelayanan masyarakat. Alokasi anggaran ditujukan bagi
pembangunan infrastruktur dasar baik pembangunan jaringan
listrik, air bersih, pemukiman, sanitasi, maupun komunikasi.

(2) Peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan
serta peningkatan kuvalitas pelayanan publik.

(3) Mendukung pemulihan sistem transportasi yang handal dalam
menunjang pengembangan wilayah terutama di kawasan pulau-
pulau kecil dan terluar dalam rangka peningkatan aksesibilitas.
Alokasi anggaran dimaksudkan untuk memperbaiki sarana
transportasi khususnya perbaikan jalan dan jembatan di berbagai
wilayah yang menunjang peningkatan produksi. Selain itu
pengalokasian anggaran juga untuk mendukung kelancaran
perhubungan perintis di wilayah terisolasi melalui jaringan laut.

b. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia;
Kebijakan pengembangan sumber daya manusia dalam pengembangan
wilayah di Kota Tual dibagi menjadi dua bagian yakm kebijjakan
pengembangan sumber daya manusia aparatur dan kebijakan pengembangan
sumber daya manusia masyarakat. Kebijakan yang ada bertumpu pada
program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masing-

masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota
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Tual. Selain itu dalam rangka pengembangan sumber daya manusia aparatur
yang diharapkan dapat berkontribusi signifikan bagi percepatan
pengembangan wilayah, Pemerintah Daerah Kota Tual melakukan
pendekatan manajemen kepegawaian yang beorientasi mulai dari proses
rekrutmen CPNS sampai dengan penempatan dalam jabatan sesuai keahlian
teknis terkait pengembangan wilayah. Berbagai terobosan kebijakan
pengembangan sumber daya manusia telah memberikan kontribusi positif
dalam hal peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (1PM), sehingga telah
mengantarkan Kota Tual sebagai terbaik peringkat kedua di Provinsi
Maluku selama tiga tahun berturut-turut setelah Kota Ambon.
¢. Kebijakan pengembangan data dan informasi;

Bentuk intervensi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tual terhadap

pengembangan data dan informasi yaitu:

1) Penertiban penyiapan data regional oleh BPS dan lembaga-lembaga lain
yang memerlukan melalui pengumpulan data dan informasi secara
intensif, rutin dan terus menerus serta melakukan pengolahan data dan
informasi yang terkumpul secara periodik dan profesional. Hal ini
dilakukan untuk menghindari pembuatan perkiraan-perkiraan statistik
maupun proyeksi-proyeksi dengan menggunakan data statistik yang tidak
lengkap maupun kurang dapat dipercaya.

2) Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) melalui penyediaan
data daerah yang baik dan berakurasi serta mudah dicari pada waktu yang

digunakan, pengembangan sumber daya manusia aparatur melalu:
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pelatihan aplikasi SIG, dan penyediaan perangkat berupa software dan
hardware untuk pengoperasian sistem informasi.

B. Saran

Berdasarkan deskripsi yang tertuang pada bagian kesimpulan, maka
dirumuskan beberapa saran penelitian sebagai berikut.

1. Kontribusi sub sektor tanaman pangan, peternakan, dan kehutanan masih
rendah dan laju pertumbuhannya lambat, sehingga sebaiknya perlu adanya
perhatian pemerintah daerah Kota Tual melalui pengembangan dan
peningkatan zona-zona komoditas tanaman pangan, peternakan, dan kehutanan
di Kota Tual, peningkatan kualitas hasil produksi tanaman pangan, peternakan,
dan kehutanan melalui penyediaan bibit unggulan dalam jumlah yaﬁg memadai
serta peningkatan pemasaran produk tanaman pangan, peternakan, dan
kehutanan.

2. Bahwa keberhasilan pengembangan wilayah di Kota Tual sangat tergantung
dari intervensi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tual dalam bentuk
kebijakan pengelolaan anggaran, kebijakan pengembangan sumber daya
manusia maupun kebijakan pengembangan data dan informasi. Agar
pengembangan wilayah ini berkelanjutan dan berkesinambungan dan terus
memberikan manfaat yang sebesarnya-besarnya bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat maka sebaiknya perlu adanya perhatian bersama
semua pelaku pengembangan wilayah di Kota Tual untuk melakukan beberapa
tindakan sebagai berikut.

a. Aspek pengelolaan anggaran.
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1) Perlu adanya disiplin anggaran yaitu ditaatinya penggunaan anggaran
yang dialokasikan bagi suatu program pengembangan wilayah, hanya
dapat dimanfaatkan bagi program itu dengan tepat jumlah dan tepat
sasaran. Tepat jumlah dimaksudkan yaitu adanya fleksibilitas dalam
batas-batas tertentu mengingat dalam pelaksanaan svatu program
pengembangan wilayah mungkin ada perubahan-perubahan kualitatif
maupun kuantitatif untuk menyesuaikan dengan suatu kondist yang
berkembang pada periode pelaksanaan yang pada akhirnya
mengakibatkan berubahnya biava apakah menjadi lebih besar atau
menjadi lebih kecil dari yang direncanakan.

2) Pengalokasian anggaran perlu diprioritaskan kepada program-program
atau proyek-proyek yang cepat memberikan hasil atau manfaat agar
tersedia modal bagi pelaksanaan pembangunan lainnya daripada kepada
proyek-proyek yang memerlukan waktu lama untuk memberikan manfaat
walaupun menjanjikan keuntungan lebih besar.

3) Perlu adanya peningkatan dan penguatan peran Bappeda Kota Tual
sebagai sinkronisator program-program pengembangan wilayah lintas
sektor/satuan Kkerja dalam menyusun rencana pengembangan yang
konsisten agar tidak terjadi tumpang tindih, inefisiensi, serta menciptakan
sinergitas antar program dan kegiatan lintas sektor/satuan kerja.

4) Perlu adanya pemahaman bersama dari masing-masing Tim Anggaran
Pemerintah Daerah Kota Tual terhadap tugas dan tanggung jawabnya
agar pembahasan APBD Kota Tual dapat terlaksana sesuai waktu yang

telah ditetapkan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/42098.pdf
166

b. Aspek pengembangan sumber daya manusia.

1) Bahwa pengembangan sumber daya manusia jangan hanya dilakukan
untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas semata namun juga diarahkan
untuk menciptakan wawasan, etos kerja juga integritas pelaku
pengembangan wilayah sehingga terbentuk komitmen yang kuat dalam
membangun Kota Tual saat ini dan akan datang.

2) Bagi PNS yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai bidang
kerjanya pada SKPD yang ditempatinya saat ini namun memiliki
pengalaman kerja yang lama pada SKPD tersebut dan telah mabhir,
terampil dan sangat memahami seluk beluk pekerjaannya karena telah
dibekali dengan berbagai pelatihan teknis, perlu dipertimbangkan untuk
tidak dimutasikan guna menjaga kesinambungan dan mendukung kinerja
SKPD dimaksud.

¢. Aspek pengembangan data dan informasi,

1) Guna mendukung pelaksanaan pengembangan wilayah sebagai bagian
dari pembangunan daerah perlu didukung dengan data yang akurat dan
terkini. Untuk itu setiap satuan kerja perangkat daerah perlu menyusun
profil SKPD karena sesuai kondisi riil masih banyak SKPD yang tidak
memiliki profil sebagai sumber data. Selain itu perlu diutus beberapa
PNS khususnya yang menangam perencanaan SKPD untuk magang
pengaplikasian E-Database dan E-Monev pada Bappeda Kota Tual.

2) Sistem Informasi Geografis (SIG) sangat penting bagi pengembangan
suatu wilayah, karena SIG mampu menyajikan aspek spasial (keruangan)

dari fenomena atau fakta yang dikaji. Untuk itu perlu terus dilakukan
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pengembangan pengaplikasiannya berupa penyediaan aplikator SIG
dalam jumlah yang memadai baik kualitas maupun kuantitas yang
diperoleh dari pelatihan serta penyediaan kelengkapan perangkat baik

software dan hardware dalam jumlah yang memadai.
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Lampiran 1

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA TUAL TAHUN
2009-2013

a. Visii “Terwujudnya Kota Tual yang Aman, Sehat, Berdaya Saing, dan
Sejahtera yang Berbasis Sumber daya Kelautan”.

Visi di atas mengandung pengertian dari beberapa kata kunci antara lain:

1) Aman, berarti bahwa kehidupan masyarakat Kota Tual senantiasa diliputi
rasa aman dan damai melalui peningkatan rasa saling percaya dan
harmonisasi antarkelompok masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai
luhur, budaya, dan agama.

2) Sehat, berarti bahwa pembangunan kesehatan merupakan bentuk investasi
untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan meningkatkan
derajat kesehatan melalm1 peningkatan akses masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan.

3) Berdaya Saing, berarti bahwa pelaksanaan pembangunan mengedepankan
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing,
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan,
meningkatkan infrastruktur yang maju, melaksanakan reformasi di bidang
hukum dan aparatur pemerintah daerah, serta memperkuat perekonomian
berbasis sumber daya keunggulan lokal.

4) Sejahtera, berarti bahwa pembangunan Kota Tual 5 (lima) tahun ke depan
dilaksanakan terutama untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi
pengangguran yang ditempuh melalui pembangunan ekonomi dengan
meningkatkan pertumbuhan yang berkualitas serta semakin terpenuhinya
standar hidup masyarakat.

b. Misi:

1) Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, damai, dan demokratis
dilandasi semangat religius, kebersamaan, keragaman, serta nilai-milai
luhur budaya;

2) Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik {(good governance) melalui
peningkatan profesionalisme aparatur, peningkatan kualitas pelayanan
publik, terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta bebas
dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
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3) Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berdaya saing
berbasis kelautan dan perikanan, pariwisata, dan jasa melalui pengelolaan
sumberdaya kepulauan secara terpadu dan berkelanjutan (sustainable
development);

4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas
pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat berbasis kepulauan.

c. Tujuan dan Sasaran:

1) Tujuan meningkatkan penegakan hukum (law enforcement) serta stabilitas

keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan sasaran:

a) Terwupudnya daerah yang aman dan tertib;

b) Terwujudnya masyarakat yang sadar berpolitik;

¢) Terciptanya keadilan dan penegakan hukum;

d) Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah
dengan berbagai peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan
provinsi.

2) Tujuan meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan
ajaran agama dan nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara, dengan sasaran:

a) Terwujudnya masyarakat yang religius;
b) Terpeliharanya budaya dan kearifan lokal;
¢) Terwujudnya masyarakat yang berbudaya dan beretika.

3) Tujuan merevitalisasi sektor pertanian (kelautan dan perikanan),
pariwisata dan jasa untuk mendorong pengamanan ketahanan pangan,
peningkatan daya saing, diversifikasi, peningkatan produktivitas dan nilai
tambah produk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan
sasaran:

a) Terwujudnya iklim usaha yang kondusif;

b) Terwujudnya peningkatan produktivitas UMKM;

¢) Terbukanya peningkatan proporsi usaha kecil formal;

d) Terpeliharanya stabilitas harga barang yang didukung oleh
meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan distribusi barang;

e) Tersedianya industri pengolahan yang berbasis potensi;

f) Terwujudnya Peningkatan PAD dari sektor-sektor potensial;

g) Terwujudnya masyarakat yang sadar wisata;

h) Terwujudnya ketahanan pangan dan kemandirian pangan daerah;

1) Terwujudnya tenaga kerja yang produktif dan terampil.

4) Tujuan meningkatkan partisipasi pada semua kalangan masyarakat
khususnya perempuan dalam proses pembangunan sejak tahap
perencanaan hingga pengawasan dalam berbagai aspek penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan, dengan sasaran:

a) Terwujudnya ruang partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam
penyelengaraan proses pembangunan,
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b) Terwujudnya keadilan gender bagi peningkatan peran perempuan
dalam berbagai bidang pembangunan;

¢) Terwujudnya kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam
pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;

d) Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

5) Tujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan
berwibawa (good governance) serta pelayanan birokrasi (pelayanan
publik) kepada masyarakat, dengan sasaran:

a) Terwujudnya peningkatan kualitas sistem pelayanan publik;

b) Terwujudnya peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah;

¢) Terwujudnya efektifitas sistem pengawasan dan audit serta sistem
akuntabilitas kinerja pemerintahan;

d} Terwujudnya sistem informasi administrasi kependudukan yang
berkelanjutan;

e} Terciptanya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan
pemerintah desa;

f) Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu;

g) Tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata.

6} Tujuan menurunnya jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran,
dengan sasaran:
a) Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha;
b} Terwujudnya penurunan presentase penduduk yang berada dibawah
garis kemiskinan.

7) Tujuan mengurangi disparitas antar wilayah, dengan sasaran:

a) Terwujudnya pembangunan daerah yang merata dan seimbang;

b) Terwujudnya pemerataan akses informasi dan komunikasi antar
wilayah;

¢) Terwujudnya percepatan pembangunan di wilayah-wilayah cepat
tumbuh dan strategis, wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah
pengembangan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis;

d) Terwujudnya keterkaitan kegiatan ekonomi antar wilayah perkotaan
dan perdesaan dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi
yang saling menguntungkan.

8) Tujuan meningkatnya kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh,

dengan sasaran.

a) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga
kecil berkualitas; _

b) Terciptanya kesehatan dan kebugaran jasmam masyarakat serta
prestasi olahraga;

¢} Terwujudnya masyarakat yang sehat,

d) Terciptanya sumberdaya manusia yang berkualitas;

e} Terwujudnya masyarakat yang cerdas dan terampil,

f) Terwujudnya masyarakat yang sejahtera.
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9) Tujuan memperbaiki mutu lingkungan hidup, sistem pengelolaan sumber
daya alam serta mitigasi bencana, dengan sasaran:

a) Terjaminnya bantuan sosial dan meningkatnya penanganan korban
bencana alam dan sosial;

b) Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana
transportast, jaringan jalan, jaringan irigasi; perumahan, permukiman,
energi dan ketenagalistrikan;

¢) Terwujudnya pengelolaan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil
terpadu dan berkelanjutan;

d) Terwujudnya lingkungan yang bersih dan Stabil;

e) Terwujudnya sistem pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam
secara terpadu yang berbasis mitigasi bencana.

10) Tuyyjuan meningkatkan infrastruktur sosial, ekonomi, dan pemenntahan,
dengan sasaran:

a) Tersedianya dukungan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat
sesuai dengan olahraga unggulan daerah;

b) Terwwudnya sistem transportasi yang terpadu;

¢) Tersedianya kebutuhan air bersih bagi masyarakat;

d) Terpeltharanya stabilitas ekonom: makro yang dapat mendukung
tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas
serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan, baik yang
bersumber darn pemerintah maupun swasta;

e) Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam
suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan;

f) Terciptanya peningkatan nilai investasi.
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Lampiran 2

PETA WILAYAH KOTA TUAL
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Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

Ditujukan kepada: Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tual dan
Anggota DPRD Kota Tual

1. Kontribusi beberapa sektor dan sub sektor terhadap perekonomian wilayah
Kota Tual terus mengalami peningkatan sejak tahun 2009-2012. Hal ini
sekaligus mencerminkan kinerja pengembangan wilayah yang dilakukan
selama ini oleh Pemerintah Daerah Kota Tual. Menurut Bapak selaku unsur
perencana pembangunan daerah, hal apakah yang paling mendasari
peningkatan kontribusi beberapa sektor dan sub sektor ini?

2. Peran masyarakat dan pelaku usaha (pihak swasta) sangat penting dalam
pengembangan wilayah. Untuk Kota Tual, apa saja bentuk kontribusi peran
masyarakat dan pelaku usaha bagi pengembangan wilayah Kota Tual yang
Bapak lihat selama ini?

3. Perencanaan, pelaksanaan serta keberhasilan pengembangan wilayah sangat
ditentukan oleh ketersediaan SDM yang memadai baik secara kualitas maupun
kuantitas yang sesuai dengan program-program pengembangan wilayah. Apa
saja kebijakan yang telah diambil oleh Bapak dalam pengembangan SDM baik
SDM aparatur maupun SDM masyarakat?

4. Kelengkapan atau ketersediaan data dan mmformasi sangat diperlukan guna
menunjang perencanaan program dan kegiatan pengembangan wilayah yang
tepat sasaran. Apa saja kebijakan yang telah diambil oleh Bapak dalam

pengembangan data dan informasi?
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5. Apa saja kendala yang dirasakan anda saat ini baik kaitannya dengan
pengelolaan APBD, pengembangan sumber daya manusia, maupun
pengembangan data dan informasi sebagai bagian dari upaya pengembangan
wilayah Kota Tual sejak tahun 2009-2012?

6. Salah satu faktor penghambat pengembangan wilayah adalah keterbatasan
infrastruktur (transportasi, komunikasi, jaringan listrik dan air bersih,
perumahan dan pemukiman, sanitasi, irigasi, dan lainnya). Apa saja upaya
yang telah Bapak lakukan dalam rangka pengembangan infrastruktur secara
memadai baik kuantitas (jumlahnya) maupun kualitasnya di Kota Tual?

7. Dalam pembangunan infrastruktur dibutuhkan anggaran yang memadai.
Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur
menjadi kendala dalam pelaksanaannya, sementara di sisi lain pengembangan
infrastruktur  tetap harus dilakukan untuk mendorong percepatan
pengembangan wilayah. Bagaimana kebijakan Bapak menyikapi hal ini?

8. Berdasarkan data yang kami peroleh bahwa di tahun 2012 sub sektor listrik
dan air bersih mengalami perlambatan pertumbuhan ekonominya. Menurut
Bapak, apa penyebabnya?

9. Peran masyarakat dan pelaku usaha (pihak swasta) sangat penting dalam
pengembangan wilayah. Untuk Kota Tual, apa saja bentuk kontribusi peran
masyarakat dan pelaku usaha bagi pengembangan wilayah Kota Tual yang
Bapak lihat selama ini?

10. Keterbatasan anggaran merupakan kendala utama dalam pengembangan

wilayah. Apa kebijakan yang Bapak ambil guna mengatasi permasalahan ini?
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11. Berdasarkan hasil evaluasi Departemen Keuangan (Depkeu) terhadap 145
daerah otonomi baru menunjukkan bahwa sekitar 80% tidak berdampak
positif, baik dalam konteks pelayanan publik maupun kesejahteraan
masyarakat. Mayontas (86%) sumber pendapatan APBD kabupaten/kota dan
53% APBD provinsi dari dana perimbangan yang dialokasikan Depkeu.
Sebagian besar alokasi APBD (58%) digunakan untuk belanja pegawai,
sedangkan biaya pembangunan cuma 21% (Puspen Depdagri, 2011).
Bagaimana konsepsi penganggaran daerah Kota Tual terkait permasalahan di
atas sehingga tujuan pokok perimbangan keuangan yakni mendukung
pelaksanaan otonomi daerah dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang transparan, memperhatikan aspirasi masyarakat dan pertanggungjawaban
kepada masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antardaerah khususnya
antarwilayah di Kota Tual dapat terwujud?

12. Apa saja permasalahan yang masth ditemui dalam pengelolaan anggaran
pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Tual hingga tahun 20127

13. Keterbatasan anggaran merupakan kendala utama dalam pengembangan
wilayah. Hal ini juga yang menyebabkan masih tingginya tingkat
ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Guna mengatasi hal ini, apa
kebijakan yang telah Bapak ambil?

14. Perlindungan sosial masyarakat dalam pelayanan dasar khususnya kesehatan
dan pendidikan merupakan bagian penting dari pengembangan wilayah. Apa
saja upaya yang telah Bapak lakukan dalam mengembangkan pendidikan
masyarakat khususnya yang tinggal pada wilayah pedesaan, wilayah pesisir

dan terluar dalam lingkup Pemerintah Kota Tual?
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15. Salah satu faktor penghambat pengembangan wilayah adalah keterbatasan
infrastruktur diantaranya moda transportasi dan komunikasi dalam rangka
membuka keterisolasian dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Apa
saja upaya yang telah Bapak lakukan dalam rangka pengembangan
infrastruktur transportasi dan komunikasi agar dapat menjangkau wilayah
pedesaan, wilayah pesisir dan terluar dalam lingkup Pemerintah Kota Tual
sebagai upaya membuka keterisolasian dan mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat?

16. Sektor perdagangan di Kota Tual merupakan sektor andalan sebagaimana
ditetapkan dalam RPJMD Kota Tual Tahun 2009-2013. Bagaimana upaya
Bapak dalam mendukung sektor perdagangan di Kota Tual?

17. Dalam mendukung pengembangan wilayah Kota Tual, ketersediaan SDM
aparatur yang memadai menjadi modal utama percepatan pengembangan
wilayah tersebut. Apa upaya yang telah Bapak lakukan dalam penyediaan
SDM aparatur guna optimalnya pengembangan wilayah Kota Tual?

18. Perlindungan sosial masyarakat dalam pelayanan dasar khususnya kesehatan
dan pendidikan merupakan bagian penting dari pengembangan wilayah. Apa
saja upaya yang telah Ibu lakukan dalam mengembangkan kesehatan
masyarakat khususnya yang tinggal pada wilayah pedesaan, wilayah pesisir
dan terluar dalam lingkup Pemerintah Kota Tual?

19. Salah satu faktor penghambat pengembangan wilayah adalah masalah
kemiskinan. Apa saja upaya khusus yang telah Ibu lakukan dalam rangka

pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kota Tual?
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20. Apakah terhadap program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan
penanggulangan kemiskinan di Kota Tual telah dilakukan evaluasi
pelaksanaannya dan bagaimana dampaknya?

21. Apakah terhadap program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan
penanggulangan kemiskinan di Kota Tual telah dilakukan evaluasi
pelaksanaannya dan bagaimana dampaknya?

22. Ketersediaan sumberdaya alam merupakan modal bagi pengembangan
wilayah. Sumberdaya alam pertanian pada beberapa kecamatan seperti Pulau-
pulau Kur Tayando Tam, dan Kecamatan Dullah Utara cukup potensial untuk
dikembangkan guna memperkaya sumber pangan lokal. Apa saja upaya yang
Bapak lakukan dalam mengembangkan potensi sumberdaya alam pertanian
yang ada tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat?

23. Sebagai Wilayah Bahan'; Kota Tual tentunya kaya akan sumber daya pesisir,
kelautan dan perikanan yang dapat dijadikan sebagai modal dasar peningkatan
kesejahteraan masyarakat setempat. Apa saja upaya yang telah Bapak lakukan
dalam mengembangkan wilayah pesisir serta potensi kelautan dan perikanan
yang ada guna meningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Tual?

24. Apa upaya lainnya yang telah Bapak lakukan guna mendukung perkembangan
sub sektor perikanan di Kota Tual agar terus mampu berkontribusi bagi
perekonomian wilayah Kota Tual?

25. Pengembangan industri baik industri rumah tangga, kerajinan rakyat, industri
kecil, menengah maupun besar termasuk industri pengolahan diyakini mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah. Untuk itu

diperlukan perhatian serius pemerintah daerah terhadap pembangunan sektor
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dan sub sektor industri di Kota Tual dengan tetap berorientasi pada potensi
unggulan daerah setempat. Terhadap maksud tersebut, apa yang telah Bapak
lakukan?

26. Kendala yang ditemui bagi masyarakat yang berdomisili jauh dari sentra
pemerintahan khususnya yang tinggal pada wilayah pedesaan, wilayah pesisir
dan terluar yaitu tidak dapat mengakses pasar padahal memiliki kemampuan
mengelola sumberdaya alam. Apa saja upaya yang telah Bapak le untuk
mendukung dan memperlancar jaringan distribusi perdagangan atau
kemampuan mengakses pasar serta mendukung perkembangan sektor
perdagangan secara umum di Kota Tual?

27. Pariwisata telah ditetapkan sebagai sektor unggulan Daerah Kota Tual. Dalam
konteks pengembangan wilayah, apa upaya yang telah dilakukan Bapak guna
mendorong percepatan pengembangan wilayah Kota Tual dan sektor
pariwisata tersebut?

28. Penciptaan lapangan kerja produktif merupakan usaha mencapai pemenuhan
kebutuhan-kebutuhan dan peningkatan kualitas hidup serta peningkatan
kesejahteraan masyarakat yang menjadi fujuan pengembangan wilayah
didalam kerangka sosial. Tujuan utama bertumpu pada pengentasan
kemiskinan dan pengangguran yang merupakan masalah mendasar
pengembangan wilayah. Apa saja kebijakan yang telah diambil oleh Ibu guna
menciptakan lapangan kerja produktif di Kota Tual sebagai upaya pengentasan
kemuskinan dan pengangguran di Kota Tual?

29. Faktor penghambat pengembangan wilayah diantaranya masalah ketahanan

pangan karena erat kaitannya dengan masalah kemiskinan. Apa saja upaya
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yang telah Bapak lakukan dalam rangka mengatasi masalah ketahanan pangan
di Kota Tual sebagai upaya lebih lanjut dalam mendukung pengentasan
kemiskinan?

30. Sektor pertambangan dan penggalian, khususnya sub sektor penggalian
berkaitan erat dengan daya dukung lingkungan. Sesuai data yang ada, sub
sektor in1 cukup berkontribusi bagi perekonomian wilayah Kota Tual. Disisi
lain, pengembangan wilayah sangat bertumpu pada tersedianya lingkungan
yang lestari, dan ini perlu mendapat perhatian khusus dari semua pelaku
pengembangan wilayah guna menjaga keseimbangan dan menjamin
kesinambungan pembangunan pada suatu wilayah. Apa saja upaya yang telah
Bapak lakukan dalam mencegah kerusakan lingkungan agar tetap lestari dan
terus dapat memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat setempat?

31. Selain peran serta eksekutif, peran serta legislatif (DPRD Kota Tual) juga
merupakan penentu keberhasilan pengembangan suatu wilayah tertentu. Apa
saja peran Bapak sebagai legislatif kaitannya dengan pelaksanaan fungsi
anggaran, pengawasan maupun legislasi dalam mendukung keberhasilan
pengembangan wilayah Kota Tual sebagai Daerah Otonom Baru?

32. Apa saja masalah yang menurut anda masih terjadi saat in1 dan mengganggu

upaya pengembangan wilayah Kota Tual?

Ditujukan kepada: Tokoh Masyarakat dan Pelaku Usaha.

1. Menurut Bapak apakah upaya pengembangan wilayah yang dilakukan

Pemerintah Daerah Kota Tual selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan
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tahun 2012 telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat?
Jika Ya, apa saja wujud nyata pengembangan wilayah tersebut?

2. Dalam melaksanakan pengembangan wilayah, apakah berbagai program dan
kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan kehendak atau aspirasi
masyarakat setempat?

3. Apa saja wujud nyata partisipasi masyarakat setempat Eialam mendukung
upaya pengembangan wilayah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual?

4. Selain peran serta masyarakat, peran serta pelaku usaha/pemilik modal juga
merupakan penentu keberhasilan pengembangan suatu wilayah tertentu. Apa
saja peran Saudara sebagai pelaku usaha/pemilik modal dalam mendukung
keberhasilan pengembangan wilayah di Kota Tual?

5. Pelaku usaha selaku pemilik modal merupakan mitra kerja pemerintah daerah
dalam pengembangan wilayah. Bagaimana pola kemitraan Pemerintah Daerah

Kota Tual dengan pelaku usaha yang dijalankan selama ini?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Lampiran 4

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

: Drs. B. A. Bandjar, M.Si
: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah Kota Tual

: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah Kota Tual

: 5 Juni 2013
: Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

: Kontribusi beberapa sektor dan sub sektor terhadap

perekonomian wilayah Kota Tual terus mengalami
peningkatan sejak tahun 2009-2012. Hal im sekaligus
mencerminkan kinerja pengembangan wilayah yang
dilakukan selama ini oleh Pemerintah Daerah Kota Tual
Menurut Bapak selaku unsur perencana pembangunan
daerah, hal apakah yang paling mendasart peningkatan
kontribusi beberapa sektor dan sub sektor imi?

: Peningkatan kontribusi sektor dan sub sektor terhadap

perekonomian Kota Tual sangat ditentukan oleh
ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata di
seluruh kecamatan dalam wilayah Kota Tual. Kondisi
ketersediaan infrastruktur dasar yang lengkap di Kota
Tual juga telah menjadi pertimbangan ditambahkannya
Kota Tual sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di
wilayah selatan Maluku pada Masterplan Percepatan dan

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

: Peran masyarakat dan pelaku usaha (pihak swasta) sangat

penting dalam pengembangan wilayah. Untuk Kota Tual,
apa saja bentuk kontribusi peran masyarakat dan pelaku
usaha bagi pengembangan wilayah Kota Tual yang Bapak
lihat selama ini?

: Peran masyarakat dan pelaku usaha bagi pengembangan

wilayah Kota Tual sangat besar. Peran ini diwujudkan
dalam bentuk kemitraan yang serasi, selaras, dan
seimbang, dengan tujuan utamanya untuk menciptakan
keberdayaan. Secara nyata, peran masyarakat ini
ditunjukkan berupa penyediaan SDM baik berupa tenaga
terdidik dan terlatih, penyediaan lahan bagi
pembangunan infrastruktur, maupun sebagai pengawas



3. Pertanyaan
Jawaban

4, Pertanyaan
Jawaban
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jalannya program dan kegiatan setiap SKPD, sedangkan
peran pelaku usaha/pemilik modal di Kota Tual juga telah
memainkan peran pentingnya berupa pemasok jasa,
keahhian, dana maupun material yang diperlukan dalam
pengembangan wilayah.

: Perencanaan, pelaksanaan serta keberhasilan

pengembangan wilayah sangat ditentukan oleh
ketersediaan SDM yang memadai baik secara kualitas
maupun kuantitas yang sesuai dengan program-program
pengembangan wilayah. Apa saja kebijakan yang telah
diambil oleh Bapak dalam pengembangan SDM baik
SDM aparatur maupun SDM masyarakat?

: Kondisi sumber daya manusia pada awal terbentuknya

daerah otonom baru Kota masih sangat terbatas. Sumber
daya manusia aparatur maupun masyarakat dalam
menunjang pengembangan wilayah Kota Tual sangat
tidak memadai baik jumlah maupun kualitasnya. Untuk
itu diperlukan adanya kebijakan pengembangan SDM.
Kebijakan pengembangan SDM  aparatur telah
dilaksanakan secara bertahap dalam rangka penguatan
pelayanan publik dalam bidang pengembangan wilayah.
Fokus pengembangan SDM tingkat pertama adalah
penguatan kemampuan aparatur di bidang Sistem
Informasi Geografis (SIG) yang telah dilaksanakan dan
direncanakan pada tahun 2014 akan dilaksanakan tahapan
selanjutnya yaitu pengembangan SDM tingkat lanjut di
bidang survey dan pemetaan.

: Kelengkapan atau ketersediaan data dan informasi sangat

diperlukan guna menunjang perencanaan program dan
kegiatan pengembangan wilayah yang tepat sasaran. Apa
saja kebijakan yang telah diambil oleh Bapak dalam
pengembangan data dan informasi?

: Ketersediaan data dan informasi pada awal terbentuknya

daerah otonom baru Kota juga masih sangat terbatas
bahkan hampir tidak didapatkan pada setiap satuan kerja
perangkat daerah (SKPD) di Kota Tual. Pada tahun 2008
dan 2009, hampir tidak ada data dan informasi pada Sub
Bidang Data dan Informasi Bappeda, Litbang dan
Penanaman Modal Daerah yang merupakan unit kerja
sentral data dan informasi pemerintah daerah Kota Tual
khususnya data dan informasi terkait penyelenggaraan
pembangunan. Hal ini menjadi kendala utama dan
menjadi dasar perlu adanya kebijakan pengembangan data
dan informasi dalam pengembangan wilayah Kota Tual.
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Guna kelengkapan data dan informasi dalam rangka
percepatan pengembangan wilayah Kota Tual maka
kebijakan yang telah diambil yaitu:

1. Penertiban penyiapan data regional oleh BPS dan
lembaga-lembaga lain yang memerlukan melalui
pengumpulan data dan informasi secara intensif, rutin
dan terus menerus serta melakukan pengolahan data
dan informasi yang terkumpul secara periodik dan
profesional. Produk data dan informasi dapat diakses
pada profil SKPD. Selain itu pengumpulan dan
pengolahan data dilakukan secara profesional melalui
penerapan E-Database dan E-Monev.

2. Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG),
yang turut mendorong tersedianya dokumen
perencanaan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)
sebagai salah satu dokumen induk perencanaan.
Sebagai kelanjutannya telah direncanakan pada tahun
2014 akan diadakan penyusunan dokumen turunan
dari RTRW berupa penyusunan dokumen Rencana
Detaill Tata Ruang (RDTR) wilayah strategis yang
secara bertahap akan disusun pada wilayah:

a. RDTR Kawasan strategis Pulau Dullah.

b. RDTR Kawasan strategis Perkotaan.

c. RDTR Kawasan strategis Pulau-pulau Tayando
Tam.

d. RDTR Kawasan strategis Pulau-pulau Kur.

: Apa saja kendala yang dirasakan anda saat ini baik

kaitannya dengan pengelolaan APBD, pengembangan
sumber daya manusia, maupun pengembangan data dan
informasi sebagai bagian dan upaya pengembangan
wilayah Kota Tual sejak tahun 2009-2012?

: Permasalahan yang kami masih temukan yaitu pada

kegiatan Asistensi rencana kerja dan anggaran (RKA)
yang selama ini masih dilakukan oleh Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual. Peran Bappeda,
Litbang dan Penanaman Modal Daerah sebagai unsur
perencanaan daerah tidak dilibatkan samasekali.
Akibatnya, masih didapatkan beberapa kegiatan dalam
rangka pengembangan wilayah yang tumpang tindih dan
tidak sinkron dengan tujuan pengelolaan anggaran bagi
pengembangan wilayah Kota Tual. Orientasi asistensi
yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Tual hanya sebatas melihat besar kecilnya
anggaran yang diusulkan bagi suatu kegiatan tanpa
melihat maksud dan tujuan kegiatan itu secara luas.
Permasalahan lainnya yaitu pengembangan sumber daya
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manusia belum diarahkan untuk menciptakan wawasan,
ctos kerja juga integritas pelaku pengembangan wilayah,
belum semua SKPD memiliki profil SKPD sebagai basis
data pengembangan sektor/SKPD, belum semua pejabat
yang menangani perencanaan mengikuti magang
pengaplikasian E-Database dan E-Monev pada Bappeda,
Litbang, dan Penanaman Modal Dacrah Kota Tual, dan
iaalitas dan kuantitas tenaga pengelola SIG masih sangat

terbatas begitopun dengan perangiost pengaplikasiannya

Tual, 5 Juni 2013
Narasumber,

Drs.B. A M.Si
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TRANSKRIP HASIL. WAWANCARA

Nama Narasumber  : Ir. Syukri Muhammad, MT
Jabatan/Pekerjaan  : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual
Tempat Wawancara : Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual
Tanggal Wawancara : 6 Juni 2013

Pewawancara . Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Salah satu faktor penghambat pengembangan wilayah
adalah keterbatasan infrastruktur (transportasi,
komunikasi, jaringan listrik dan air bersih, perumahan
dan pemukiman, sanitasi, irigasi, dan lainnya). Apa saja
upaya yang telah Bapak lakukan dalam rangka
pengembangan infrastruktur secara memadai baik
kuantitas (jumlahnya) maupun kualitasnya di Kota Tual?

Jawaban : Dalain  rangka pengembangan infrastruktur secara
memadai baik jumiah maupun kualitasnya di Kota Tual,
prioritas kami tujukan bagi wilayah yang sebelum
pemekaran tidak tersentuh oleh pembangunan atau tidak
meratanya pembangunan ke wilayah tersebut seperti di
Kecamatan Pulau-pulau Kur dan Kecamatan Tayando
Tam. Sejak tahun 2009-2012 telah banyak infrastruktur
terbangun. Kami mengalokasikan pembangunan tersebut
melalut  program dan kegiatan tahunan dengan
sebelumnya telah memperhitungkan besaran manfaat
yang akan diperoleh dari masyarakat di Kota Tual.

2. Pertanyaan : Dalam pembangunan infrastruktur dibutuhkan anggaran
yang memadai. Keterbatasan anggaran yang dialokasikan
untuk pembangunan infrastruktur menjadi kendala dalam
pelaksanaannya, sementara di sisi lain pengembangan
infrastruktur tetap harus dilakukan untuk mendorong
percepatan pengembangan wilayah. Bagaimana kebijakan
Bapak menyikapi hal ini?

Jawaban : Kendala keterbatasan anggaran dalam pengembangan
infrastruktur pengembangan wilayah disiasati oleh kami
dengan cara menghitung atau menentukan dengan baik
dan cermat volume maupun rencana anggaran dan setiap
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
program dan kegiatan tahunan berdasarkan rencana yang
telah dibuat. Selain itu diprioritaskan kepada program dan
kegiatan yang dipandang atau diperkirakan dapat
memberikan daya guna dan hasil guna yang cepat bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
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3. Pertanyaan : Dalam pembangunan infrastruktur dibutuhkan adanya
koordinasi antarasektor atau antar SKPD terkait schingga
sinergi dalam pelaksanaannya. Bagaimana bentuk
koordinasi yang dilakukan selama im dan apa
dampaknya?

Jawaban : Keterbatasan infrastruktur kami siasati keberadaannya
’ melalui koordinasi dan sinkronisasi secara rutin dengan
berbagai SKPD terkait agar tercipta sinergi dalam
pelaksanaan program dan kegiatan antar SKPD.
Infrastruktur yang merupakan kewenangan SKPD
tertentu, pembangunan fisiknya menjadi tanggung jawab
Dinas Pekerjaan Umum namun didukung dengan dana
bersama SKPD terkait tersebut.

4. Pertanyaan : Berdasarkan data yang kami peroleh bahwa di tahun 2012
sub sektor listrik dan air bersih mengalami perlambatan
pertumbuhan  ekonominya. Menurut Bapak, apa
penyebabnya?

Jawaban : Kita ketahui bersama bahwa pengembangan wilayah Kota
Tual berlangsung pesat selama kurun waktu tahun 2009-
2012. Berbagat sektor maupun sub sektor turut
berkontribust secara signifikan terhadap pengembangan
wilayah Kota Tual ini. Namun diakui bahwa ada beberapa
sub sektor yang mengalami perlambatan dalam laju
pertumbuhan ekonominya diantaranya sub sektor
tanaman pangan, peternakan, kehutanan serta sub sektor
listrik dan air bersih. Perlambatan sub sektor listrik dan
air bersih karena belum semua desa dan rumah tangga di
Kota Tual terlayani listik PLN, begitupun dengan
pelayanan air bersih PDAM yang baru menjangkau desa-
desa tertentu saja yang letaknya berdekatan dengan pusat
perekonomian.

5. Pertanyaan : Peran masyarakat dan pelaku usaha (pihak swasta) sangat
penting dalam pengembangan wilayah. Untuk Kota Tual,
apa saja bentuk kontribusi peran masyarakat dan pelaku
usaha bagi pengembangan wilayah Kota Tual yang Bapak
lihat selama 1m?

Jawaban : Kontribusi masyarakat dan pelaku usaha tidak dapat
dipungkiri sebagai daya dorong pengembangan wilayah
di Kota Tual selama ini. Kontribusi masyarakat yang
paling menonjol bagi pengembangan wilayah di Kota
Tual yaitu kerelaan dalam membebaskan lahan yang
dimilikinya untuk pembangunan berbagai infrastruktur
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penunjang pembangunan, sedangkan peran pelaku usaha
di Kota Tual juga telah memainkan peran pentingnya
berupa pendistribusian tenaga-tenaga kerja yang trampil
serta dana yang memadai bagi suatu kegiatan dalam
rangka pengembangan wilayah.

Tual, 6 Juni 2013
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Effendi Renfaan, S.Com, M.Si

Jabatan/Pekerjaan  : Kepala Badan Pengelola Kenangan dan Aset Daerah Kota
Tual

Tempat Wawancara : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual

Tanggal Wawancara : 7 Juni 2013

Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara

1. Pertanyaan : Keterbatasan anggaran merupakan kendala utama dalam
pengembangan wilayah. Apa kebijakan yang Bapak ambil
guna mengatasi permasalahan ini?

Jawaban : Keterbatasan anggaran dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan di  Kota Tual termasuk upaya
pengembangan wilayah mengakibatkan tingginya tingkat
ketergantungan pada pemerintah pusat dalam pembiayaan
penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Tual.
Kondisi ini dialami oleh Kota Tual sejak awal pemekaran
hingga saat ini. Kondisi ini pula yang menunjukkan
langsung bahwa Kota Tual masih tinggi celah fiskalnya
atau masih besar ketergantungan pada pemerintah pusat
dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan
pemerintahannya. Terhadap kondisi demikian, diperiukan
adanya kebijakan terhadap pengelolaan anggaran yang
ada. Upaya yang kami lakukan dalam mengatasi
keterbatasan anggaran dalam pengembangan wilayah
yaitu memprioritaskan pengalokasian anggaran yang
tersedia dengan persentase yang besar bagi program dan
kegiatan belanja publik yang bertujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat misalnya program dan kegiatan
pembangunan infrastruktur dasar serta pembangunan
sarana dan prasarana sosial seperti pendidikan dan
kesehatan. Selain itu, kami juga menciptakan kemitraan
yang harmonis dan saling menguntungkan dengan pihak
swasta selaku pemilik modal.

2. Pertanyaan : Berdasarkan hasil evaluasi Departemen Keuangan
(Depkeu) terhadap 145 daerah otonomi baru
menunjukkan bahwa sekitar 80% tidak berdampak positif,
baik dalam konteks pelayanan publik maupun
kesejahteraan masyarakat. Mayoritas (86%) sumber
pendapatan APBD kabupaten/kota dan 53% APBD
provinsi dan dana perimbangan yang dialokasikan
Depkeu. Sebagian besar alokasi APBD (58%) digunakan
untuk belanja pegawai, sedangkan biaya pembangunan
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cuma 21% (Puspen Depdagri, 2011). Bagaimana konsepsi
penganggaran daerah Kota Tual terkait permasalahan di
atas sehingga tujuan pokok perimbangan keuangan yakni
mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan,
memperhatikan aspirasi masyarakat dan
pertanggungjawaban  kepada ~ masyarakat,  serta
mengurangi  kesenjangan  antardaerah  khususnya
antarwilayah di Kota Tual dapat terwujud?

Jawaban : Kaitannya dengan pengembangan wilayah Kota Tual,
maka sebagai upaya mengakselerasi dan mensinergikan
pengembangan  wilayah bagi sebesar-besamya
kemakmuran  masyarakat, pemenuhan kebutuhan
masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan
mereka, kami mengambil kebijakan berupa pemberian
porsi anggaran yang besar bagi program dan kegiatan
belanja publik setiap SKPD. Pengalokasian anggaran
belanja publik yang besar dibanding belanja aparatur
kami  lakukan bertujuan untuk  meningkatkan
kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan
dan pelayanan masyarakat. Fokusnya ada pada
pengelolaan belanja karena akar permasalahan ada pada
kebijakan belanja daerah dimana persentase belanja
publik lebih kecil dibanding belanja aparatur. Terhadap
masalah tersebut segala dana yang ada baik yang
bersumber dari APBD II, APBD I, maupun APBN, oleh
kami diperuntukkan bagi sebesar-besamya pelayanan
publik. Hal ini dapat kami tunjukkan bahwa setiap tahun
(2009-2012) anggaran belanja pembangunan publik
mendapat alokasi anggaran yang lebih besar dibanding
belanja aparatur/pegawai. Belanja perjalanan dinas
pegawai terus kami tekan dan dilaksanakan jika benar-
benar dibutuhkan saja dan bentuk belanja aparatur lainnya
kami perlakukan yang sama.

3. Pertanyaan : Apa saja permasalahan yang masih ditemw dalam
pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD) Kota Tual hingga tahun 2012?

Jawaban : Pada beberapa SKPD masih ditemukan jumlah anggaran
yang telah tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) tahun berjalan untuk suatu program dan
kegiatan sering mengalami pergeseran pemanfaatan atau
tidak dilaksanakan oleh SKPD tersebut dan dialihkan
untuk program kegiatan lainnya yang diusulkan masuk
dalam APBD Perubahan. Hal im tentu mengganggu
perencanaan yang telah ada serta dapat saja mengganggu
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L a

setiap upaya kita dalam percepatan pengembangan
wilayah Kota, Tual untuk tahun-tabun mendatang. Belum
lag:masnhkamxdapﬁandalamkapasﬂaskmselahx

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/42098.pdf

196

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Arobi Bugis, SE

Jabatan/Pekerjaan  : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Tual
Tempat Wawancara : Dinas Pendapatan Daerah Kota Tual
Tanggal Wawancara : 8 Juni 2013

Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tambher

Hasil Wawancara

Pertanyaan : Keterbatasan anggaran merupakan kendala utama dalam
pengembangan wilayah. Hal ini juga yang menyebabkan
masih tingginya tingkat ketergantungan fiskal terhadap
pemerintah pusat. Guna mengatasi hal ini, apa kebijakan
yang telah Bapak ambil?

Jawaban : Dalam rangka menumjang pengembangan wilayah Kota
Tual serta mengurangi secara Dbertahap tingkat
ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, maka
pengelolaan pendapatan daerah dilakukan melalui
intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan Dana Perimbangan. Hal ini dilakukan dalam
rangka peningkatan dan perluasan basis PAD dan
‘mengupayakan secara optimal dana perimbangan, agar
bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional.
Usaha-usaha penggalian pendapatan daerah ditujukan
untuk menyediakan modal bagi pelaksanaan program-
program pengembangan wilayah yang telah direncanakan.
Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan
pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses
administrasi pemungutan. Secara umum, upaya yang
kami lakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah
Kota Tual selama ini {2009-2012) yaitu mengoptimalkan
peningkatan pendapatan daerah yang berasal dan sumber-
sumber PAD, meningkatkan peran serta masyarakat dan
sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun
pelaksanaan kegiatan pembangunan, meningkatkan
efisiensi pengelolaan APBD. Adapun intensifikasi pajak
dan atau retribusi daerah dilakukan melalui: 1)
penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan
penyempurnaan sistem pelayanan pajak dan retribusi
daerah, 2) Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum
yang Dberkaitan dengan penerimaan daerah, 3)
peningkatan  sosialisasi dan penyuluhan kepada
masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi
daerah, baik langsung maupun melalui media massa, 4)
peningkatan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan
pemungutan penerimaan daerah, 5) pemngkatan
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koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait,
6) pengembangan sistem informasi Pendapatan Daerah
sccara on-line, dan 7) optimalisasi penagihan piutang
pajak. Upaya ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
dilakuken melalui: 1) pengkajian jenis retribusi baru yang
tidak kontra produktif terhadap perekonomian daerah, 2)
pengkajian jenis retribusi yang tidak layak dan periu
dihapus, 3) pengkajian mekanisme pajak dan retribusi
daerah untuk target group baru, 4) Peningkatan bagi basil
pajak, dan 5) penggalian potensi sumber-sumber Pajak
dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan perundang-
undangan.
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : S. Nuhuyanan, S.Pd, M.Si

Jabatan/Pekerjaan  : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota
Tual

Tempat Wawancara : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tual

Tanggal Wawancara : 10 Juni 2013

Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Perlindungan sosial masyarakat dalam pelayanan dasar
khususnya kesechatan dan pendidikan merupakan bagian
penting dari pengembangan wilayah. Apa saja upaya
yang telah Bapak lakukan dalam mengembangkan
pendidikan masyarakat khususnya yang tinggal pada
wilayah pedesaan, wilayah pesisir dan terluar dalam
lingkup Pemerintah Kota Tual?

Jawaban : Perlindungan sosial masyarakat dalam pelayanan dasar
khususnya di bidang pendidikan merupakan bagian
penting dari pengembangan wilayah. Dinas Pendidikan
Kota Tual telah melakukan wupaya-upaya dalam
mengembangkan kualitas pendidikan masyarakat di Kota
Tual terutama yang tinggal di wilayah pedesaan, wilayah
pesisir dan terluar Kota Tual. Upaya-upaya yang
dilakukan dituyjukan untuk mendukung kelangsungan
proses belajar mengajar baik di tingkat pendidikan dasar,
menengah bahkan tinggi melalui penyediaan bantuan
biaya pendidikan bagi siswa miskin dan berprestasi,
mendukung kegiatan pendidikan melalui pembangunan
sarana dan prasarana pendidikan serta penyediaan dan
penyiapan tenaga terampil dan tenaga pendidik.

2. Pertanyaan : Kelengkapan atau ketersediaan data dan informasi sangat
diperlukan guna menunjang perencanaan program dan
kegiatan pengembangan wilayah yang tepat sasaran. Apa
saja kebijakan yang telah diambil oleh Bapak dalam
pengembangan data dan informasi?

Jawaban : Kebijakan yang telah kami ambil dalam pengembangan
data dan informasi guna menunjang perencanaan program
dan kegiatan pengembangan wilayah Kota Tual agar tepat
sasaran yaitu melalui penyediaan profil SKPD yang
memuat kondisi pengembangan pendidikan Kota Tual.
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TRANSKRIP HASIL. WAWANCARA

Nama Narasumber
Jabatan/Pekerjaan

Tempat Wawancara

Tanggal Wawancara
Pewawancara

Hasil Wawancara
1. Pertanyaan

Jawaban

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

: A. Hamid Latar, SH
: Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kota Tual

: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota

Tual

2 11 Juni 2013
: Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

: Salah satu faktor penghambat pengembangan wilayah

adalah keterbatasan infrastruktur diantaranya moda
transportasi dan komunikasi dalam rangka membuka
keterisolasian dan mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat. Apa saja upaya yang telah Bapak lakukan
dalam rangka pengembangan infrastruktur transpertasi
dan komunikasi agar dapat menjangkau wilayah
pedesaan, wilayah pesisir dan terluar dalam lingkup
Pemerintah Kota Tual sebagan upaya membuka
keterisolasian dan mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat?

. Upaya yang dilakukan dalam rangka pengembangan

infrastruktur transportasi dan komunikasi dalam wilayah

Kota Tual sudah sangat banyak dilakukan dan telah

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita, dengan

melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan

Provinsi Maluku dan Kementerian Perhubungan RI, telah

dilakukan pembangunan infrastruktur sebagai berikut.

- Survey Induk Design (SID) Pelabuhan Laut di
Tayando Yamtel dana bersumber dan APBD I Tahun
Anggaran 2009  serta  Survey  Pelabuhan
Penyeberangan di tayando Yamtel dana bersumber
dari APBD I Tahun Anggaran 2010.

- Berdasarkan usulan dan koordinasi Pemenntah Kota
Tual, maka Kementerian Perhubungan Rl pada tahun
2010 dilakukan pembangunan Pelabuhan Laut
Tayando Tahap I, serta dilanjutkan pada tahun
anggaran 2011 sampai dengan 2013 ini yang sudah
mencapai tahap keempat dan direncanakan selesal
dibangun pada tahun 2014.

- Pada lokasi yang sama juga dibangun Pelabuhan
Penyeberangan Tahap 1 pada tahun 2012, dan
sekarang sudah masuk Tahap I dan direncanakan
selesai dibangun pada tahun anggaran 2015.
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- Untuk membuka keterisolasian pada wilayah pulau-
pulau melalui Kementerian Perhubungan RI,
diusulkan angkutan penyeberangan (kapal ferry) yang
dirinci sebagai berikut.

- Tahun 2010, mulai beroperasi KMP. Kormomolin
yang melintasi Tual-Tayando-Kur Pp.

- Tahun 2011 sampai 2013, terjadi peningkatan
frekuensi pelayanan dari sekali seminggu menjadi
dua kali seminggu.

- Tahun 2013, terjadi penambahan armada kapal
penyeberangan yang melintasi wilayah Kota Tual
dari 1 unit kapal menjadi 3 unit kapal yaitu: KMP.
Tanjung Madlahar, KMP. Teluk Cendrawasih 11,
dan KMP. Lobster.

- Pembangunan sarana prasarana yang dibiayai APBD

11 yaitu:

- Pada tahun anggaran 2009 dilakukan pemeliharaan
Terminal Wara, . rehabilitasi pelabuhan
penyeberangan, dan pemeliharaan ruang tunggu
Pelabuhan Tual.

- Pada tahun anggaran 2010 dibangun 1 buah
tambatan perahu di Dullah Selatan, pemeliharaan

Terminal Wara, rehabilitasi pelabuhan
penyeberangan, dan pemeliharaan ruang tunggu
Pelabuhan Tual.

- Pada tahun anggaran 2011 dilakukan pemeliharaan
Terminal Wara Tual, rehabilitasi ringan pelabuhan
penyeberangan Tual, dan rehabilitasi/pemeliharaan
terminal, penataan Pelabuhan Tual dan ruang
tunggu.

- Pada tahun anggaran 2012 dilakukan pemeliharaan
Terminal Wara Tual, rehabilitasi ringan pelabuhan
penyeberangan Tual.

- Pada tahun anggaran 2013 dilakukan pemeliharaan
Terminal Wara Tual dan rehabilitasi berat
pelabuhan penyeberangan Tual.

Adapun paket-paket bantuan dan Kementennan Kominfo
RI (APBN) melalui Program Kewajiban Pelayanan
Universal/Universal Service Obligation (KPU/USO)
Telekomunikasi sesuai Keputusan Menteri Komunikasi
dan Informatika Nomor:
145/KEP/M. KOMINFO/04/2007 tentang Penetapan
Wilayah  Pelayanan  Universal  Telekomunikasi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan
Menteri Komunikasi dan  Informatika Nomor:
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437/ KEP/M.KOMINFO/12/2009, Kota Tual mendapat
paket-paket bantuan sebagai berikut.
1) Desa berdering;
Dari 29 paket pelayanan Telepon Desa Berdering
yang direncanakan, hingga saat ini telah terealisasi 5
paket, yaitu pada lokasi sebagai berikut.
a. Desa Fair
b. Dusun Mangon
¢. Desa Lairkamor
d. Desa Watran
€. Desa Duroa.

2) PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan):
Kota Tual terpasang 6 paket PLIK yang telah selesai
dipasang pada tahun 2010 lalu, yaitu di lokasi:

PLIK Kantor Dishubkominfo

PLIK Kantor Camat Dullah Utara

PLIK Kantor Camat Dulah Selatan

PLIK Kantor Camat Tayando

PLIK Kantor Camat Pulau-pulau Kur

PLIK SMP Kristen Tual.

o oo T

3) MPLIK (Mobile Pusat Layanan Intemnet K ecamatan);
Kota Tual mendapat 2 unit MPLIK yang telah berada
sejak Junmi 2011, hingga kini telah beroperasi di
sekolah-sekolah dan kampus-kampus di Kota Tual.

4) Internet Wifi;
Pada tahun 2012 dibangun internet Wifi di Kota Tual
pada 3 lokasi, yaitu di lokasi:
a. Kantor Walikota Tual
b. SMA Negeri 1 Tual
¢. Dinas Perhubungan Kominfo Kota Tual.

5) Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan
Informatika di daerah Perbatasan dan Pulau Terluar
(Telinfo-Tuntas) KPU/USQ;

Paket ini dibangun pada tahun 2012, merupakan paket
yang sangat penting dan sangat vital bagi masyarakat
Kota Tual yang berada di Pulau-pulau yakni di 3
kecamatan yaitu Kecamatan Pp. Kur, Kecamatan
Tayando Tam dan Kecamatan Dullah Utara. Lokasi
tersebut telah dipasang menara Telkomsel dan telah
dimanfaatkan masyarakat setempat. Kota Tual
mendapat 4 titik pemasangan yakm:

a. Di Desa Fatbuak Kecamatan Pp. Kur

b. Di Desa Yamtel Kecamatan Tayando Tam

c. Di Desa Tam Kecamatan Tayando Tam
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d. Di Desa Ohoitahit Kecamatan Dullah Utara

: Sektor perdagangan di Kota Tual merupakan sektor

andalan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota
Tual Tahun 2009-2013. Bagaimana upaya Bapak dalam
mendukung sektor perdagangan di Kota Tual?

: Kami terus melakukan koordinasi dengan Dinas

Perhubungan Provinsi Maluku dan Kementrian
Perhubungan RI dan outputnya telah ditetapkannya
Pelabuhan Tual sebagai Pelabuhan Transmitter untuk
wilayah selatan Maluku, Papua dan Papua Barat.
Pelabuhan Tual ini melayani rute pelayaran Jawa-
Sulawesi-Maluku-Papua juga merupakan pelabuhan peti
kemas. Tentunya hal ini kami lakukan dengan tujuan
untuk  lebibh  mendukung perkembangan  sektor

- perdagangan di Kota Tual. Kami yakin bahwa dengan

tersedianya pelabuhan ini semakin menjadikan Kota Tual
sebagai wilayah strategis perdagangan khususnya di
wilayah selatan Maluku, Papua dan Papua Barat.
Pengadaan tiga umit kapal ferry dengan frekuensi
pelayaran dua kali seminggu dengan rute Tual-Tayando-
Kur pulang pergi, hasil koordinasi intensif dengan Dinas
Perhubungan Provinsi Maluku dan Kementrian
Perhubungan RI juga merupakan upaya positif dinas kami
yang pada kenyataannya telah mampu menjangkau
wilayah-wilayah yang sebelum pemekaran terisolir
seperti Kecamatan Pulau-pulau Kur dan Kecamatan
Tayando Tam juga sangat membantu masyarakat
setempat dalam upaya pendistribusian hasil alamnya ke
Kota Tual.

: Apa saja kendala yang dirasakan anda saat ini baik

kaitannya dengan pengelolaan APBD, pengembangan
sumber daya manusia, maupun pengembangan data dan
informasi sebagai bagian dari upaya pengembangan
wilayah Kota Tual sejak tahun 2009-2012?

: Beberapa program dan kegiatan guna mendukung

pengembangan wilayah yang telah kami rencanakan,
sering tidak mendapat alokasi anggaran sebagaimana
pagu yang kami usulkan dalam RKA (Rencana Kerja
Anggaran). Pada pelaksanaannya pagu anggarannya tidak
mencukupi untuk sebuah pencapaian optimal kegiatan
dimaksud. Selain itu masih terjadi mutast PNS kami yang
menurut kami PNS yang bersangkutan cukup terampil,
mahir, dan berpengalaman serta telah lama mengabdi
bekerja pada Dinas kami walaupun kami akui PNS yang
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tidak sesuai dengan SKPD yang ditempatinya saat ini.
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Ahmad Yani Renuat, S.Sos, M.Si
Jabatan/Pekerjaan  : Kepala Badan Kepegawaian Kota Tual
Tempat Wawancara : Badan Kepegawaian Kota Tual
Tanggal Wawancara : 12 Juni 2013

Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Dalam mendukung pengembangan wilayah Kota Tual,
ketersediaan SDM aparatur yang memadai menjadi modal
utama percepatan pengembangan wilayah tersebut. Apa
upaya yang telah Bapak lakukan dalam penyediaan SDM
aparatur guna optimalnya pengembangan wilayah Kota
Tual?

. . Jawaban : Guna mendukung pengembangan wilayah Kota Tual,
e maka melalui pendekatan manajemen kepegawaian serta
h o sesuai dengan prinsip the right man on the right place,
kami telah menempatkan CPNS pada posisi atau SKPD
sesuai dengan latar belakang pendidikannya, lebih khusus
pada SKPD yang mengelola sektor yang berkontribusi
bagi peningkatan penyelenggaraan pengembangan
wilayah Kota Tual. Bukan hanya berorientasi pada
penempatannya saja, namun kami juga fokus mulai dari
saat rekrutmen CPNS tersebut. Hal im1 terwujud dan
besarnya lowongan penerimaan CPNS yang berlatar
belakang pendidikan teknik, kelautan dan perikanan,
tenaga pendidikan dan kesehatan, akuntansi, dan lainnya.

2. Pertanyaan : Apa saja kendala yang dirasakan anda saat im baik
kaitannya dengan pengelolaan APBD, pengembangan
sumber daya manusia, maupun pengembangan data dan
informasi sebagai bagian dani upaya pengembangan
wilayah Kota Tual sejak tahun 2009-2012?

Jawaban : Permasalahan yang masih ditemui yaitu pelaksanaan
program dan kegiatan pengembangan sumber daya
manusia dalam rangka mendukung pengembangan
wilayah Kota Tual masih sebatas dilakukan untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas saja, belum
diarahkan untuk menciptakan wawasan, etos kerja juga
integritas pelaku pengembangan wilayah.
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber  : Dra. Bau Intang, Apt. M.Kes
Jabatan/Pekerjaan  : Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual
Tempat Wawancara : Dinas Kesehatan Kota Tual
Tanggal Wawancara : 13 Juni 2013

Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara

Pertanyaan : Perlindungan sosial masyarakat dalam pelayapan dasar
khususnya kesehatan dan pendidikan merupakan bagian
penting dan pengembangan wilayah. Apa saja upaya
yang telah Ibu lakukan dalam mengembangkan kesehatan
masyarakat khususnya yang tinggal pada wilayah
pedesaan, wilayah pesisir dan terluar dalam lingkup
Pemernintah Kota Tual?

Jawaban : Sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) yang dimekarkan
dari Kabupaten Induk Maluku Tenggara melalui Undang-
Undang 31 Tahun 2007, Kota Tual memerlukan suatu
pelayanan kesehatan dasar sehingga perlu peningkatan
dan pembangunan Puskesmas untuk menjawab pelayanan
kesehatan dasar yang sulit terjangkau dan wilayah yang
memeriukan peningkatan pelayanan kesehatan dasar bagi
masyarakat Kota Tual. Perlindungan sosial masyarakat
dalam pelayanan dasar khususnya di bidang kesehatan
merupakan bagian penting dari pengembangan wilayah.
Dinas Kesehatan Kota Tual telab melakukan upaya-upaya
dalam mengembangkan kesehatan masyarakat di Kota
Tual khususnya yang berada di wilayah pedesaan,
wilayah pesisir dan daerah terluar Kota Tual. Dalam
rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota
Tual maka upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan
masyarakat yaitu penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan yang bermutu dan berkualitas, penyediaan dan
peningkatan tenaga kesehatan yang profesional dan
bermutu serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang
pelayanan kesehatan masyarakat terutama untuk
pelayanan kesehatan kepada masyarakat pesisir dan
masyarakat perkotaan khususnya masyarakat miskin.
Upaya pengembangan fasilitas kesehatan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Tual dalam
hal ini Dinas Keschatan sebagai instansi teknis dalam
kkurun waktu 5 tahun (2009-2013) adalah peningkatan
status Unit Pelayanan Kesehatan Puskesmas sebanyak 3
puskesmas yang ditingkatkan statusnya pada tahun 2009
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yaitu 2 di pulan terluar antara lain Puskesmas Kur
ditingkatkan statusnya menjadi puskesmas Rawat Inap
Kur pada Kecamatan Pulau-pulan Kur, Puskesmas
Tayando ditingkatkan statusnya menjadi puskesmas
Rawat Inap Tayando di Kecamatan Tayando Tam, dan
Puskesmas Namser ditingkatkan statusnya menjadi
puskesmas Rawat Insp Namser di Kecamatan Dullah
Utara Kota Tual. Tahun 2009 Puskesmas Pembantu
Mangur ditingkatkan statusnya menjadi  Puskesmas
Mangur di Desa Mangur Kecamatan Pulan-pulau Kur,
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Dra. Hj. F. Kabalmay

Jabatan/Pekerjaan : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kota Tual

Tempat Wawancara : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kota Tual
Tanggal Wawancara : 14 Juni 2013
Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tambher

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Salah satu faktor penghambat pengembangan wilayah
adalah masalah kemiskinan. Apa saja upaya khusus yang
telah 1bu lakukan dalam rangka pemberdayaan
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kota
Tual?

Jawaban : Untuk meningkatkan  efektifitas  penanggulangan
kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, Pemerintah
Kota Tual telah meluncurkan program unggulan dan
inovatif yakm Program Pemberdayaan Masyarakat Maren
(PPMM) Kota Tual yang (Maren artinya gotong royong,
semangat kerjasama dalam bahasa Jokal/bahasa Kei).
PPMM merupakan pemberdayaan lokal berbasis APBD
yang dialokasikan ke lima kecamatan dengan total pagu
2,8 Milyar pada tahun 2012 dan 4 Milyar pada tahun
2013. Melalui PPMM dirumuskan kembali mekanisme
upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan
unsur masyarakat, mulai dari tahap identifikasi masalah,
perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan
evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif,
kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama
masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga
mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya
penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan PPMM dimulai
dengan Penyusunan Program Pembangunan
Kelurahan/Desa Berjangka (PPKB) sebagai dasar
pengembangan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan/Desa guna memngkatkan pengembangan
infrastruktur dan suprastruktur, sosial, ekonomi sesuai
dengan kebutuhaan dan kemampuan yang dimiliki oleh
wilayah masing-masing. Cakupan pelaksanaan PPMM
telah menyentuh hingga ke daerah-daerah terpencil dan
terisolir yang belum atau kurang tersentuh oleh program-
program lain menyangkut pemberdayaan masyarakat.
Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini
sering berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat
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diwujudkan. Mengingat proses pemberdayaan pada
umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PPMM
akan dilaksanakan sekuranpg-kurangnya hingga tahun
2016. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) serta percepatan target
(MDGs). Pelaksanaan PPMM yang berdasar pada
indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan
membantu Kota Tual mewujudkan peningkatan IPM serta
pencapaian target-target MDGs tersebut

2. Pertanyaan : Apakah terhadap program dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kota Tuai
telah dilakukan evaluasi pelaksanaannya dan bagaimana
dampaknya?

Jawaban : Evaluasi  pelaksanaan program dan  Kkegiatan
pemberdayaan  masyarakat dan  penanggulangan
kemiskinan di Kota Tual terus dilakukan. Dampaknya
vaitu angka kemiskinan dan pengangguran menurun
setiap tahunnya.
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Ir. M. S5. Z. Bandjar

Jabatan/Pekerjaan  : Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tual
Tempat Wawancara : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tual
Tanggal Wawancara : 15 Juni 2013

Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Ketersediaan sumberdaya alam merupakan modal bagi
pengembangan wilayah. Sumberdaya alam pertanian pada
beberapa kecamatan seperti Pulau-pulau Kur Tayando
Tam, dan Kecamatan Dullah Utara cukup potensial untuk
dikembangkan guna memperkaya sumber pangan lokal.
Apa saja upaya yang Bapak lakukan dalam
mengembangkan potensi sumberdaya alam pertanian
yang ada tersebut guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakat setempat?

Jawaban : Upaya yang telah kami lakukan dalam mengembangkan
potensi sumberdaya alam pertanian yang ada guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui
peningkatan produktivitas sektor pertantan berupa
intensifikasi lahan dan produksi serta meningkatkan
pengolahan hasil atau pasca panen.

2. Pertanyaan : Perencanaan, pelaksanaan serta keberhasilan
pengembangan wilayah sangat ditentukan oleh
ketersediaan SDM yang memadai baik secara kualitas
maupun kuantitas yang sesuai dengan program-program
pengembangan wilayah. Apa saja kebijakan yang telah
diambil oleh Bapak dalam pengembangan SDM batk
SDM aparatur maupun SDM masyarakat?

Jawaban : Kebijakan yang telah diambil dalam pengembangan SDM
baik SDM aparatur maupun SDM masyarakat sebagai
berikut.

- Pengembangan SDM aparatur pada Dinas Pertanian
dan Kehutanan Kota Tual dilakukan melalui Bimtek-
bimtek maupun pelatihan teknis di bidang pertanian

- Pengembangan SDM masyarakat dilakukan melalui
sosialisasi, penyuluhan, magang dan pelatihan
pengelolaan pertaman.
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Ir. S. Wusurwut, M.Si

Jabatan/Pekerjaan  : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual
Tempat Wawancara : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual
Tanggal Wawancara : 17 Juni 2013

Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara

1. Pertanyaan : Sebagai Wilayah Bahari, Kota Tual tentunya kaya akan
sumber daya pesisir, kelautan dan perikanan yang dapat
dijadikan sebagai modal dasar peningkatan kesejahteraan
masyarakat setempat. Apa saja upaya yang telah Bapak
lakukan dalam mengembangkan wilayah pesisir serta
potensi kelautan dan perikaman yang ada guna
meningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Tual?

Jawaban : Sebagai dinas yang baru definitif pada tanggal 1
September 2009, maka secara nyata kami baru melakukan
kegiatan secara efektif pada tahun 2010. Beberapa
kegiatan yang telah kami lakukan sepanjang tahun 2010
hingga tahun 2012 terkait pengembangan kesejahteraan
masyarakat pesisir antara lain adalah:

1. Peningkatan sarana prasarana perikanan (Tangkap,
Budidaya dan Pengolahan).

2. Penyusunan Profil Tata Ruang Pulau-pulaun Kecil
bekerjasama dengan Politeknik Perikanan Negen
Tual.

3. Perlindungan ekosistem pesisir untuk pemberdayaan
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang
berkelanjutan.

4. Pengembangan Sarana Usaha Mikro Mitra Bahan.

Pemberdayaan masyarakat penerima  bantuan

perikanan.

6. Pembangunan tambatan perahw/jetty yang berguna
sebagal sarana tambat labuh perahu nelayan dan
armada perhubungan antar pulau berskala kurang
dari 10 Gross Ton.

7. Pengadaan listrik tenaga surya pada wilayah-wilayah
pesisir,

W

2. Pertanyaan . Perencanaan, pelaksanaan serta keberhasilan
pengembangan  wilayah sangat ditentukan  oleh
ketersediaan SDM yang memadai baik secara kualitas
maupun kuantitas yang sesuai dengan program-program
pengembangan wilayah. Apa saja kebijakan yang telah
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diambil oleh Bapak dalam pengembangan SDM baik
SDM aparatur maupun SDM masyarakat?

: Kebijakan pengembangan SDM baik SDM aparatur

maupun SDM masyarakat yang kami lakukan sebagai

bernikut.

- Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan
kegiatan pendidikan dan pelatihan perikanan tangkap
bagi aparatur.

- Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan
kegiatan magang budidaya bagi aparatur dan
pembudidaya dan pelatihan cara budidaya ikan yang
baik (CBIB).

- Program  Pemberdayaan  Masyarakat  dalam
Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
dan Perikanan dengan kegiatan pendidikan dan
pelatihan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna

mendukung pengembangan SDM masyarakat yaitu:
Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan
kegiatan pelatihan teknologi penangkapan ikan bagi
kelompok nelayan tangkap.

- Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan
kegiatan pelatthan manjemen usaha dan teknik
budidaya bagi pembudidaya rumput laut dan ikan
kerapu, pelatihan wirausaha budidaya ramput laut dan
ikan kerapu, dan pelatihan cara budidaya ikan yang
baik (CBIB) bagi nelayan pembudidaya.

- Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
dengan kegiatan sosialisasi dan pelatihan lhstrik
tenaga surya, sosialisasi dan pelatihan pengelolaan
ekosistem pesisir.

- Program  Pemberdayaan  Masyarakat  dalam
Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
dan Perikanan dengan kegiatan pembinaan dan
pengukuhan kelompok masyarakat pengawas.

- Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan dengan kegiatan pelatihan pasca
panen produk unggulan.

- Program Daya Saing Hasil Penkanan dengan kegiatan
sosialisasi dan pelatthan bantuan paket olahan
perikanan.

: Apa upaya lainnya yang telah Bapak lakukan guna

mendukung perkembangan sub sektor perikanan di Kota
Tual agar terus mampu berkontribusi bagi perekonomian
wilayah Kota Tual?



16/42098.pdf

215

Jawaban : Guna mendukung perkembangan sub sektor perikanan di
Kota Tual dan mewujudkan peningkatan kontribusi sub
sektor ini bagi perekonomian Kota Tual, maka kami telah
membuat  Masterplan  Pengembangan = Kawasan
Minapolitan Kota Tual yang ditetapkan dengan
Keputusan Walikota Tual Nomor 106 Tahun 2011
tanggal 17 Juni 2011 tentang Penetapan Lokasi
Pengembangan Kawasan Minapolitan dalam Wilayah
Kota Tual. Selain itu penetapan Kota Tual sebagai
kawasan munapolitan di Provinsi Maluku melalui
Keputusan Menteri Kelautan dan Penkanan Republik
Indonesia Nomor 35/KepMen-KP/2011 tanggal 7 Apnl
2011 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan juga
merupakan penunjang percepatan perkembangan sektor
perikanan di Kota Tual. Dalam perkembangannya, sub
sektor perikanan di Kota Tual mengalami pertumbuhan
yang pesat. Pada tahun 2012, proguksi ikan laut di
Kecamatan Pulau-pulau Kur sebesar 2.207,8 Ton dengan
nilai produksi mencapai Rp. 12.139.050.000, Kecamatan
Tayando Tam sebesar 2.907,8 Ton dengan nilai ‘produksi
mencapai Rp. 14.539.112.000, Kecamatan Dullah Utara
sebesar 3.082,6 Ton dengan nilai produksi mencapai Rp.
16.958.150.000, dan Kecamatan Dullah Selatan sebesar
17.278,2 Ton dengan nilai produksi mencapai Rp.
95.027.350.000. Upaya lain yang telah kami lakukan
dalam mendongkrak sub sektor perikanan di Kota Tual
yaitu terus meningkatkan peranan pihak swasta dalam
rangka pemerataan dan peningkatan pendapatan nelayan
melalui peningkatan produksi dan produktifitas usaha,
memenuhi  kebutuhan konsumen ikan masyarakat
setempat dan peningkatan ekspor. Disamping i,
diarahkan juga untuk pemerataan kesempatan berusaha
serta penyerapan tenaga kerja. Penungkatan sub sektor
perikanan juga tidak terlepas dari andil Kementerian
Kelautan dan Perikanan RI yang menempatkan Pelabuhan
Perikanan Nusantara (PPN) di Kota Tual. Aktifitas pada
PPN ini sangat mendukung laju pertumbuhan ekonomi
Kota Tual dari sub sektor perikanan.

4. Pertanyaan : Apa saja kendala yang dirasakan anda saat ini baik
kaitannya dengan pengelolaan APBD, pengembangan
sumber daya manusia, maupun pengembangan data dan
informasi sebagai bagian dari upaya pengembangan
wilayah Kota Tual sejak tahun 2009-20127

Jawaban : Masih terdapat beberapa program dan kegiatan dalam
rangka mendukung pengembangan wilayah yang telah
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- kami rencanakan dalam rencana kerja anggaran SKPD
kami, tidak mendapat anggaran sebagaimana pagu
indikatif yang kami usulkan. Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah dalam mengalokasikan
anggaran sering melihat pada besamya pagu dan jarang
melihat pentingnya pagn yang divsulkan untuk
optimainya pelaksanaan suatu program dan kegiatan.
Pada pelaksanaannya pagu anggarannya tidak mencukupi
atau terkadang pada program dan kegiatan yang tidak
menjadi fokus kami dalam upaya pengembangan wilayah
mendapat alokasi anggaran yang lebih besar dari yang
direncanakan  Selain itu pengalokasian anggaran masih
diprioritaskan kepada pelaksanaan proyek-proyek besar
yang pclaksamannya mem wakm yang lama
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Ir. M. Talahatu, M.Si

Jabatan/Pekerjaan  : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual
Tempat Wawancara : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual
Tanggal Wawancara : 18 Juni 2013

Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara

1. Pertanyaan . Pengembangan industri baik industri rumah tangga,
kerajinan rakyat, industri kecil, menengah maupun besar
termasuk  industri  pengolahan diyakini mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu
wilayah. Untuk itu diperlukan perhatian serius pemerintah
daerah terhadap pembangunan sektor dan sub sektor
industn di Kota Tual dengan tetap beronentasi pada
potens: unggulan daerah setempat. Terhadap inaksud
tersebut, apa yang telah Bapak lakukan?

Jawaban : Perkembangan industri di Kota Tual khususnya sektor
industri pengolahan yang terus meningkat dan tentunya
memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian
daerah Kota Tual lebih dikarenakan adanya upaya
Pemerintah Kota Tual melalui penetapan zona atau
kawasan pengembangan industn dan bersama-sama
dengan Kementrian Perindustrian telah menetapkan
Kompetensi Inti Industri Daerah dengan lingkup
pengolahan rumput laut menjadi tepung karagenan serta
ditetapkannya Kota Tual sebagai pusat pengembangan
inovasi rumput laut Maluku. Selain itu guna lebih
mendukung perkembangan sektor industri pengolahan
khususnya pengolahan rumput laut hasil panen
masyarakat, maka kami juga telah membangun cold
storage dan depo rumput laut di Desa Labetawi
Kecamatan Dullah Utara. Pembangunan ini mendapat
tanggapan positif dari masyarakat yang terwujud melalui
kesediaan membebaskan lahannya bagi pembangunan
dimaksud. Pengembangan industri pengolahan juga tidak
terlepas dani  dukungan pihak swasta melalu
pengembangan ruang lingkup usaha Perusahan
Pengalengan Ikan PT. Maritim Timur Jaya yang berlokasi
di Desa Ngadi Kecamatan Dullah Utara dengan pasar
ekspor sampai ke luar negeri. Perusahaan ini juga telah
mampu memperkerjakan banyak karyawan. Kami
memandang ini merupakan bentuk kerjasama yang baik
antara kami selaku unsur pemerintah daerah, pelaku usaha
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atau pihak swasta dan masyarakat dalam mengembangkan
wilayah Kota Tual saat ini dan seterusnya.

2. Pertanyaan : Kendala yang ditemui bagi masyarakat yang berdomisili
jauh dari sentra pemerintahan khususnya yang tinggal
pada wilayah pedesaan, wilayah pesisir dan terluar yaitu
tidak dapat mengakses pasar padahal memiliki
kemampuan mengelola sumberdaya alam. Apa saja upaya
yang telah Bapak lakukan wmntuk mendukung dan
memperlancar jaringan distribusi perdagangan atau
kemampuan mengakses pasar serta mendukung
perkembangan scktor perdagangan secara umum di Kota
Tual?

Jawaban : Guna mendukung dan memperlancar jaringan distribusi
perdagangan atau kemampuan mengakses pasar umtuk
lebih mendukung perkembangan sektor perdagangan
secara umum di Kota Tual yang juga merupakan /eading
sector dalam RPJMD Kota Tual Tahun 2009-2013, maka
upaya yang telah kami lakukan diantaranya melalui
koordinasi dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kota Tual dalam rangka penyediaan sarana
prasarana transportasi unfuk memperlancar akses
perdagangan hasil alam masyarakat khususnya yang
berdomisii di Kecamatan Pulau-pulau Kur dan
Kecamatan Tayando Tam memyju pasar Masrom dan

pasar Lodar El di pusat Kota Tual serta pembangunan
beberapa pasar diantaranya 'pasar Masrum dan pasar
Lodar El sumber dana APBD Kota Tual serta pasar
tradisional dengan sumber dana Kementerian

Perdagangan RI, yang letaknya berdekatan dengan
pelabuhan  Tual. Selain itu untuk mendukung

perkembangan scktor perdagangan secara umum
dilakukan penyederhanaan proses pendirian usaha
perdagangan, pengembangan kemitraan dengan para
pedagang sebagai upaya pemberdayaan usaha mikro,
kecil, dan menengah, serta peningkatan pengawasan
terhadap peredaran barang dan jasa dalam rangka

perlindungan konsumen.

Tual, 18 Juni 2013
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Halik Sahabudin, SE

Jabatan/Pekerjaan  : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tual
Tempat Wawancara : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tual
Tanggal Wawancara : 19 Juni 2013

Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara

1. Pertanyaan : Panwisata telah ditetapkan sebagai sektor unggulan
Daerah Kota Tual. Dalam konteks pengembangan
wilayah, apa upaya yang telah dilakukan Bapak guna
mendorong percepatan pengembangan wilayah Kota Tual
dari sektor pariwisata tersebut?

Jawaban : Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam konteks
pengembangan pariwisata di Kota Tual adalah sebagai
berikut.

- Menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPDA) Kota Tual.

- Mengadakan survey potensi pariwisata pada empat
kecamatan di Kota Tual, baik wisata bahan maupun
budaya.

- Mengidentifikasi titik-titik destinasi untuk dapat
dikembangan. Hasilnya telah ditetapkan Tayando
Tam sebagai destinasi wisata bawah laut, Kur sebagai
wisata penangkaran penyu, Ngadi sebagai destinasi
wisata tirta, serta beberapa titik destinasi wisata bahari
dan budaya lainnya.

- Penataan beberapa objek wisata seperti objek wisata
Pantai Dullah, objek wisata tirta Danau Ngadi, dan
Pantai wisata Difur.

- Mempromosikan Kota Tual didalam maupun luar
negeri melalui website, leaflet, booklet, pameran-
pameran dan tempat-tempat strategis seperti Bandara
Pattimura di Ambon, hotel-hotel serta kerjasama
dengan PT. Pos Indonesia untuk membuat perangko
wisata dan kartu pos.

2. Pertanyaan : Perencanaan, pelaksanaan serta keberhasilan
pengembangan wilayah sangat ditentukan oleh
ketersediaan SDM yang memadai baik secara kualitas
maupun kuantitas yang sesuai dengan program-program
pengembangan wilayah. Apa saja kebijakan yang telah
diambil oleh Bapak dalam pengembangan SDM baik
SDM aparatur maupun SDM masyarakat?
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Jawaban : Kebijakan yang telah diambil dalam pengembangan SDM
baik SDM aparatur maupun SDM masyarakat sebagai
berikut.

- Pengembangan SDM aparatur pada Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kota Tual dilakukan melalui
Bimtck-bimtek maupun pelatihan teknis di bidang
kepariwisataan.

- Pengembangan SDM masyarakat dilakukan melahui
sosialisasi dan pelatihan manajemen pengelolaan dan
pengembangan pariwisata, Selain itu pengalokasian
anggaran masih diprioritaskan kepada pelaksanaan
proyek-proyek besar  yang  pelaksanaannya
memerlukan waktu yang lama walaupun menjanjikan
keuntungan yang besar.

3. .Pertanyaan, = : Apa saja kendala yang dirasakan anda saat ini baik
kaitannya dengan pengelolaan APBD, pengembangan
sumber daya manusia, maupun pengembangan data dan
informasi sebagai bagian dari upaya pengembangan
wilayah Kota Tual sejak tahun 2009-2012?

Jawaban : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
dalam mengalokasikan anggaran masih memprioritaskan
pada terlaksananya beberapa proyck besar yang jika
dilihat pelaksanaannya membutuban waktu lama
walaupun tidak dipungkiri memberikan keuntungan yang
besar. Selain itu masih terjadi mutasi beberapa orang staf
dinas kami yang selama ini'kami nilai kinerjanya baik
pada dinas atan unit kerja lain pada dua tahun terakhir .
Hal ini cukup mengganggu kinerja kami
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Ny. Ir. Irene A. Ngabalin

Jabatan/Pekejaan  : Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual
Tempat Wawancara : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual
Tanggal Wawancara : 20 Juni 2013

Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara :
Pertanyaan : Penciptaan lapangan kerja produktif merupakan usaha
mencapai pemenuhan  kebutuhan-kebutuhan  dan
pemngkatan kualitas hidup serta  peningkatan
kescjahteraan  masyarakat yaog nmenjadi  tujuan
pengembangan wilayah didalam kerangka sosial. Tujuan
utama  bertumpu pada pengentasan kemiskinan dan
pengangguran yang merupakan masalah mendasar
pengembangan wilayah. Apa saja kebijakan yang telah
diambil oleh T guna menciptakan lapangan kerja
produktif di Kota Tual sebagai upaya pengentasan
kerniskinan dan pengangguran di Kota Tual?

Jawaban : Kebijakan yang telah diambil guna menciptakan lapangan
kerja produktif di Kota Tual sebagai upaya pengentasan
kemiskinan dan pengangguran di Kota Tual yaitu melalui
kegiatan pemberdayaan yvang dilaksanakan sejak tahun
2010 sampat tahun 2012 baxk dari dana APBD Il maupun
APBN antara lain:

- Pemberdayaan masyarakat miskin lewat dana usaha
bersama (KUBE) untuk 10 kelompok sebesar Rp.
200.000.000.

- Jaminan sosial bagi lanjut usia sebanyak 50 orang
sebesar Rp. 200.000.000.

- Pemberdayaan masyarakat miskin melalui kegiatan
padat karya produktif dan padat infrastruktur.

DINA
§05IL DAN TEKRGA KERIK
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber
Jabatan/Pekerjaan
Tempat Wawancara
Tanggal Wawancara
Pewawancara

Hasil Wawancara
Pertanyaan

Jawaban

: Ahmad Syakir Renwarin, SP

: Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Tual
: Kantor Ketahanan Pangan Kota Tual

: 21 Juni 2013

: Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Faktor penghambat pengembangan wilayah diantaranya

masalah ketahanan pangan karena erat kaitannya dengan
masalah kemiskinan. Apa saja upaya yang telah Bapak
lakukan dalam rangka mengatasi masalah ketahanan
pangan di Kota Tual sebagai upaya lebih lanjut dalam
mendukung pengentasan kemiskinan?

: Upaya yang telah kami lakukan dalam rangka mengatasi

masalah ketahanan pangan di Kota Tual dalam rangka

- mendukung pengentasan kemiskinan di Kota Tual

sebagai berikut.

- Pengembangan Desa Mandiri Pangan.

- Pengembangan pertanian tanaman pangan pada lahan
kering.

- Penanganan daerah rawan pangan.

- Pembuatan peta kerentanan dan kerawanan pangan.

- Pembangunan gudang penyimpan cadangan pangan
(lumbung pangan). :

- Pembangunan rumah produksi tepung ubi kayu
(MOCAV) serta pengadaan mesin pengolah tepung.

- Pemanfaatan lahan pekarangan.

- Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat.

- Pengisian lumbung pangan.
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Ir. M. Renur

Jabatan/Pekerjaan  : Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Tual
Tempat Wawancara : Kantor Lingkungan Hidup Kota Tual
Tanggal Wawancara : 22 Jum 2013

Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara

Pertanyaan : Sektor pertambangan dan penggahan, khususnya sub
sektor penggalian berkaitan erat dengan daya dukung
lingkungan. Sesuai data yang ada, sub sektor imi cukup
berkontribusi bagi perekonomian wilayah Kota Tual.
Disisi lain, pengembangan wilayah sangat bertumpu pada
tersedianya lingkungan yang lestari, dan ini perlu
mendapat perhatian khusus dari  semua pelaku
pengembangan wilayah guna menjaga keseimbangan dan
menjamin kesinambungan pembangunan pada suam
wilayah. Apa saja upaya yang telah Bapak lakukan dalam
mencegah kerusakan lingkungan agar tetap lestan dan
terus dapat memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya
kemakmuran masyarakat setempat?

Jawaban : Mengingat usaha pertambangan dan penggalian sangat
berhubungan erat dengan lingkungan maka upaya yang
telah dilakukan dimaksudkan selain untuk mencegah
kernsakan lingkungan agar tetap lestan juga agar dapat
memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat dan daerah. Perlu diinformasikan bahwa
peningkatan kontribusi  sektor pertambangan dan
penggalian bagi perckonomian Kota Tual disebabkan
oleh banyaknya masyarakat dan pelaku usaha (kontraktor)
yang memanfaatkan pasir dan tanah putih (bahan galian
C) bagi kegiatan pembangunan. Upaya pemanfaatan pasir
dan tanah putih im, dalam prakteknya dibingkai dengan
Peraturan Walikota Tual Nomor 05 Tahun 2012 tentang
Klasifikasi Usaha Wajib Dokumen Lingkungan dan Perda
Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan
Hawear atau Nama Lain dalam Wilayah Kota Tual.
Mengingat pengembangan wilayah juga sangat bertumpu
pada ketersediaan lingkungan yang lestan maka
Pemerintah Daerah Kota Tual telah melakukan upaya-
upaya sebagai berikut.

1. Pelaksanaan fungsi monitoring dan pengawasan
lingkungan setiap tahun berjalan pada wilayah Kota
Tual.
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* 2. Pengadaan serta penanaman bibit pohon pada
wilayah-wijlayah sumber air di wilayah Kota Tual.
3. Konservasi sumberdaya alam dengan melibatkan para
pelaku usasha manpun masyarakat setiap tahun.

Tual, 22 Juni 20

Renur
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Fadillah Rahawarin, S.Pi

Jabatan/Pekerjaan  : Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tual.
Tempat Wawancara : Kantor DPRD Kota Tual '
Tanggal Wawancara : 21 Juni 2013

Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara :

1. Pertariyaan : Selain peran serta eksekutif, peran serta legislatif (DPRD
Kota Tual) juga merupakan penentu keberhasilan
pengembangan suatu wilayah tertentu. Apa saja peran
Bapak sebagai legislatif kaitannya dengan pelaksanaan
fungsi anggaran, pengawasan maupun legislasi dalam
mendukung keberhasilan pengembangan wilayah Kota
Tual sebagai Daerah Otonom Baru?

Jawaban : Kaitannya dengan fungsi anggaran, kami mendorong
pemerintah untuk mengalokasikan anggaran fokus bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui upaya
pelayanan publik yang terus menerus dalam bentuk
pemberian porsi lebih pada belanja publik di setiap
program dan kegiatan yang diusulkan/direncanakan dan
setiap SKPD. Adapun pelaksanaan fungsi pengawasan
ditujukan agar penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah
menjadi dapat terkontrol guna mencegah terjadinya
penyimpangan. Kaitannya dengan pengembangan
wilayah maka fungsi legislasi telah dijalankan dengan
maksimal yakni ditetapkannya Perda tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tual sebagai
pedoman induk pelaksanaan pengembangan wilayah di

Kota Tual.
2. Pertanyaan . Apa saja masalah yang menurut anda masih terjadi saat
in1 dan mengganggu upaya pengembangan wilayah Kota
Tual?
Jawaban : Permasalahan yang masih sering kami ternw kaitannya

dengan upaya percepatan pengembangan wilayah Kota
Tual yaitu masih sering terjadi keterlambatan dalam
pembahasan APBD Kota Tual yang disebabkan kinerja
Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Tual yang tidak
disiplin dalam penyiapan dokumen perencanaan
anggaran. Hal ini berdampak bagi terlambatnya waktu
penetapan APBD sehingga secara langsung juga
berdampak bagi pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan yang ada dan telah direncanakan dengan
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* matang oleh setiap SKPD dalam kaitanuys dengan
pengembangan wilayah di Kota Tual.
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : R. M. Waremra, S.AP
Jabatan/Pekerjaan  : Ketua DPRD Kota Tual.
Tempat Wawancara : Kantor DPRD Kota Tual
Tanggal Wawancara : 22 Juni 2013

Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara

1. Pertanyaan : Selain peran serta eksekutif, peran serta legislatif (DPRD
Kota Tual) juga merupakan penentu keberhasilan
pengembangan suatu wilayah tertentu. Apa saja peran
Bapak sebagai legislatif kaitannya dengan pelaksanaan
fungsi anggaran, pengawasan maupun legislasi dalam
mendukung keberhasilan pengembangan wilayah Kota
Tual sebagat Daerah Otonom Baru?

Jawaban : Menurut pendapat saya, kurang lebih 4 tahun masa
pengabdian kami sebagai anggota DPRD Kota Tual,
DPRD Kota Tual sudah cukup pro aktif dalam
mengemban tugas dan fungsi DPRD dalam
penganggaran, pengawasan maupun legislasi sudah
berjalan dengan baik melalui kondisi kerjasama yang baik
dengan Pemerintah Daerah maupun stakeholder lainnya.
Secara teknis, penyusunan anggaran diserahkan
sepenuhnya kepada Tim Anggaran eksekutif Pemerintah
Kota Tual, namun tetap digodok dan dibahas melalui
Badan Anggaran DPRD Kota Tual, setelah itu dibawa
pada tingkat paripurna untuk dibahas dan ditetapkan
scbagai APBD Kota Tual pada setiap tahunnya. Dengan
demikian, maka fungsi anggaran yang melekat pada
DPRD Kota Tual telah dilaksanakan dengan baik. Setiap
tahun, dalam agenda Masa Sidang DPRD Kota Tual
diagendakan tugas penting yakni pelaksanaan fungsi
pengawasan, sehingga pembangunan baik fisik maupun
non fisik, melalui dana APBD 1, APBD II, dan DAK
maupun bantuan-bantuan lainnya tetap terkontrol oleh
DPRD Kota Tual. Kaitannya dengan fungsi legislasi yang
melekat pada DPRD Kota Tual, setiap tahunnya DPRD
Kota Tual telah berhasil membahas berbagai Ranperda
yang diajukan oleh Pemerintah Kota Tual untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Tual
diantaranya Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kota Tual Selain itu ada beberapa buah
Ranperda yang menjadi usul inisiatif dan DPRD Kota
Tual yang sedang berproses. Ini menunjukkan bahwa
DPRD Kota Tual telah melaksanakan fungsi legislasi
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dengan sangat baik. DPRD Kota Tual telabh membangun
bubungan kerjasama yang baik dan harmonis dengan
pthak eksekutif dalam rangka kemajuan daerah dan
pentingnya menscjahterakan masyarakat. '

2. Pertanyaan : Apa saja masalah yang menurut anda masih terjadi saat

Tual?
Jawaban : Masalah utama dan menurut kami cukup mendasar yaitu

masih ditemui adanya keterlambatan pembahasan APBD
Kota Tual. Hal ini discbabkan tidak disiplionya Tim
Anggaran Pemerintah Dacrah Kota Tual dalam penyiapan
dokumen perencanaan anggaran. Akibatnya penctapan
APBD juga terlambat dan menghambat pelaksanaan
beberapa program dan kegiatan pembangunan.

Tual, 22 Juni 2013
Narasumber,

R. M. Waremra, S
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TRANSKRIP HASIL. WAWANCARA

Nama Narasumber  : Bapak Djamaludin Rahareng, S.Sos
Jabatan/Pekerjaan  : Tokoh Masyarakat

Tempat Wawancara : Desa Tamngurhir Kecamatan Tayando Tam
Tanggal Wawancara : 30 Jum 2013

Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara

1. Pertanyaan : Mepurut Bapak apakah upaya pengembangan wilayah
yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual selama
kurun wakw tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah
mampu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat
setempat? Jika Ya, apa saja wujud nyata pengembangan
wilayah tersebut?

Jawaban : Sebelumnya kami atas nama masyarakat Desa
Tamngurhir ingin mengucapkan banyak terima kasih
kepada pemerintah daerah Kota Tual yang selama mi
telah memperhatikan kami dan mengangkat kehidupan
ekonomi kami menjadi lebih baik. Telah banyak yang
dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Tual bagi
peningkatan kesejahteraan kami. Wujud nyatanya berupa
pembangunan sarana prasarana baik jalan yang
menghubungkan kami dengan beberapa desa lain yang
ada di Kecamatan Tayando Tam, penyediaan kapal feri
sehingga kami dapat menjangkau Kota Tual dan
memasarkan hasil alam kami, pembangunan beberapa
sekolah dasar serta sarama prasarana keschatan
puskesmas, dan masih banyak bantuan lainnya yang kamui
peroleh dari beberapa SKPD Kota Tual.

2. Pertanyaan : Dalam melaksanakan pengembangan wilayah, apakah
berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan telah
sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat
setempat?

Jawaban . Pelaksanaan program dan kegiatan oleh masing-masing
SKPD, secara umum kami mnilai telah sesuai dengan
kehendak atau aspirasi masyarakat kami.

3. Pertanyaan : Apa saja wujud nyata partisipasi masyarakat setempat
dalam mendukung upaya pengembangan wilayah yang
dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual?

Jawaban : Guna mendukung pengembangan wilayah yang dilakukan
Pemerintah Daerah Kota Tual maka upaya yang kami
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lakukan yaitt melalui penyediaan lahan baegi
pembangunan sarana prasarana atau infrastruktur serta
penyediaan tenaga kerja bagi kegiatan pembangunan atan
proyek yang dilaksanakan di wilaysh kami.

30 Juni 2013
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber  : Bapak Ismail Renhoat

Jabatan/Pekerjaan  : Tokoh Masyarakat

Tempat Wawancara : Desa Tayando Yamtel Kecamatan Tayando Tam
Tanggal Wawancara : 30 Juni 2013

Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Menurut Bapak apakah upaya pengembangan wilayah
yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual selama
kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah
mampu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat
setempat? Jika Ya, apa saja wujud nyata pengembangan
wilayah tersebut?

Jawaban : Upaya pengembangan wilayah yang dilakukan
Pemerintah Daerah Kota Tual selama kurun waktu tahun
2009 sampai dengan tahun 2012 kami rasakan telah
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
kami. Wujud nyata pengembangan wilayah tersebut dapat
dilihat dan banyaknya pembangunan infrastruktur
penunjang seperti infrastruktur pendidikan berupa
pembangunan beberapa sekolah dasar, infrastruktur
kesehatan, penyediaan tenaga pendidik dan kesehatan
yang memadai, jalan, jaringan komunikasi, dan masih
banyak lagi yang lainnya.

2. Pertanyaan : Dalam melaksanakan pengembangan wilayah, apakah
berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan telah
sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat
setempat?

Jawaban : Pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah
daerah Kota Tual, telah sesuai dengan aspirasi masyarakat
kami yang kami sampaikan pada saat Musrenbangdes,
Musrenbangcam dan Musrenbang Kota Tual.

3. Pertanyaan : Apa saja wujud nyata partisipasi masyarakat setempat
dalam mendukung upaya pengembangan wilayah yang
dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual?

Jawaban : Adapun yang kami lakukan guna mendukung
pengembangan wilayah meliputi penyediaan lahan bagi
proyek pembangunan fisik serta berpartisipasi sebagai
subyek atau pelaku wutama pembangunan yang
dilaksanakan dalam bentuk penyediaan sumber daya
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dalam pelaksanaan proyck pembangunan.

Tual, 30 Juni 2013
Narasurnber,
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber  : Ibu Dra. Umi Fadirubun

Jabatan/Pekerjaan  : Tokoh Masyarakat

Tempat Wawancara : Desa Dullah Laut Kecamatan Dullah Utara
Tanggal Wawancara : 8 Juli 2013

Pewawancara '+ Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Menurut Ibu apakah upaya pengembangan wilayah yang
dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual selama kurun
waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah
mampu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat
setempat? Jika Ya, apa saja wujud nyata pengembangan
wilayah tersebut?

Jawaban : Kesejahteraan masyarakat setempat meningkat sejak
pemekaran Kota Tual terjadi. Kondisi berbeda kami
rasakan sebelum pemekaran atau ketika kami masih
menjadi bagian dari Kabupaten Maluku Tenggara.
Berbagai bentuk nyata pengembangan wilayah dalam
yang dirasakan mampu mengangkat kesejahteraan kami
terasa nyata melalui berbagai bantuan yang masuk ke
desa kami seperti diantaranya bantuan dari dinas kelautan
dan perikanan, dinas pertanian, BPMPD (Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa).
Selain itu melalui program dan kegiatan dinas
pendidikan, dinas kesehatan serta dinas PU (Pekerjaan
Umum) juga telah terbangun beberapa sarana dan
prasarana yang sangat menunjang kegiatan kami sehan-
hari.

2. Pertanyaan : Dalam melaksanakan pengembangan wilayah, apakah
berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan telah
sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat
setempat?

Jawaban . Pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah
daerah Kota Tual, kami rasakan sudah sangat sesuai
dengan apa yang kami butuhkan dan tentunya telah sesuai
dengan apa yang kami pada saat Musrenbangdes,
Musrenbangcam dan Musrenbang Kota Tual.

3. Pertanyaan : Apa saja wujud nyata partisipasi masyarakat setempat

dalam mendukung upaya pengembangan wilayah yang
dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



" Jawaban

16/42098.pdf

234

: Dukungan kami terhadap pengembangan wilayah yang

dilakukan ol¢h pemerintah daerah Kota Tual berupa
bagi pelaksanaan proyek pembangunan atan kegiatan dari
masing-masing SKPD Kota Tual.

Taal, 8 Juli 2013

AERSUIM D

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




16/42098.pdf

235

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Mahmud Rahanyamtel, S.Sos
Jabatan/Pekerjaan  : Tokoh Masyarakat

Tempat Wawancara : Desa Kamear Kecamatan Pulau-pulau Kur
Tanggal Wawancara : 11 Juli 2013

Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tambher

Hasil Wawancara

1. Pertanyaan : Menurut Bapak apakah upaya pengembangan wilayah
yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual selama
kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah
mampu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat
setempat? Jika Ya, apa saja wujud nyata pengembangan
wilayah tersebut?

Jawaban : Upaya pengembangan wilayah yang dilakukan
Pemernintah Daerah Kota Tual selama kurun waktu tahun
2009 sampai dengan tahun 2012 kami rasakan telah
banyak memberikan manfaat bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat setempat. Konkrit
pembangunan yang terjadi seperti pembangunan jalan
lingkar yang telah mampu membuka keterisolasian desa
ini dengan desa-desa lainnya seperti Desa Lokwirin, Desa
Tubyal, Desa Sermaf serta Desa Finualen. Pembangunan
lainnya seperti pembangunan sekolah dan rehab sekolah,
penyediaan layanan kesehatan dan yang tak kalah
pentingnya desa ini secbagaimana desa-desa yang
disebutkan tadi dan beberapa desa lainnya di Kecamatan
Pulau-pulau Kur im telah terjangkau kapal fery.
Komunikasi juga bukan lagi menjadi masalah bagi kami
saat ini karena pelayanan paket komunikasi oleh Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tual
telah menyediakannya bagi kami sehingga informasi
menjadi cepat kami terima. Pelayanan listnk PLN diakui
belum menjangkau desa kami tapi melalui pelayanan
PLTS pemerintah daerah hal ini sudah bukan merupakan
kendala bagi kami.

2. Pertanyaan : Dalam melaksanakan pengembangan wilayah, apakah
berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan telah
sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat
setempat?

Jawaban : Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah

daerah Kota Tual sudah sangat sesuai dengan kehendak
atau aspirasi kami. Jalur Musrenbang pada setiap
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tingkatan baik desa, kecamatan, dan Kota Tual
merupakan jalur utama didalam menyampaikan aspirasi
dan peran serta masyarakat kami didalam penentuan
perencanaan pembangunan.,

3. Pertanyasn : Apa saja wujud nyatamﬂisipasimasyamkgtsdcmpat
dalam mendukung upaya pengembangan wilayah yang
dilakukan Pemerintah Dacrah Kota Toal?

Jawaban : Wujud nyata partisipasi masyarakaf setempat dalam

mendukung upaya pengembangan wilayah yang
dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual berupa

perencanaan kegxatm desa melalui Jalur musrmbang,
penyediaan tenaga pendidik sukarela di sekolah-sekolah.

Tual, 11 Jfli 2013
N: ber,

ud Rahanyamtel, S.Sos
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Kasim Rahawarin, SE
Jabatan/Pekerjaan  : Tokoh Masyarakat

Tempat Wawancara : Desa Kanara Kecamatan Kur Selatan
Tanggal Wawancara : 1] Juli 2013

Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Menurut Bapak apakah upaya pengembangan wilayah
yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual selama
kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah
mampu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat
setempat? Jika Ya, apa saja wujud nyata pengembangan
wilayah tersebut?

Jawaban : Beberapa indikator kesejahteraan menunjukkan bahwa
masyarakat di desa kami telah beranjak menuju kondisi
sejahtera tersebut yang nyata dari peningkatan kualitas
dan taraf hidup masyarakat. Kondisi tersebut disadari
sebagai kinerja pengembangan wilayah yang dilakukan
Pemerintah Daerah Kota Tual selama kurun waktu tahun
2009 sampai dengan tahun 2012.

2. Pertanyaan : Dalam melaksanakan pengembangan wilayah, apakah
berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan telah
sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat
setempat?

Jawaban : Program maupun kegiatan sebagal upaya percepatan
pengembangan wilayah Kota Tual selama ini kami
pandang telah memenuhi aspirasi kami atau sesuai
dengan apa yang kami butuh dan perlukan di desa ini.
Kami selalu dilibatkan dalam perencanaan kegiatan untuk
tahun berikutnya melalui mekanisme musrenbang desa,
musrenbang kecamatan juga musrenbang Kota Tual,
walaupun banyak juga dari usulan kami tidak diakomodir
namun kami pahami bahwa pemerintah daerah punya
perhitungan tersendiri yang pada dasamya berupa
masalah keterbatasan anggaran pembangunan.

3. Pertanyaan : Apa saja wujud nyata partisipasi masyarakat setempat
dalam mendukung upaya pengembangan wilayah yang
dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual?

Jawaban : Terhadap upaya positif yang telah dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Kota Tual dalam pengembangan
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* wilayah Kota Tual maka bentuk partisipasi kami dalam
mendukung , upaya pengembangan wilayah yang
dilakukan Pemerintah Dacrab Kota Tual terscbut yaitu
melalui pembebasan sejumlah lahan untuk pembangunan
infrastruktur, peran serta dalam pengelolaan prasarana
yang terbangun, penycdiaan tenaga kerja  bagi
pelaksanaan proyek pembangunan, serta melakukan
kontrol terhadap pelaksanaan setiap program dan kegiatan

yang berlangsung di desa kami.
Tual, 11 Juli 2013
Kasim SE
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Bapak Jhon Fadirubun
Jabatan/Pekerjaan  : Pelaku Usaha

Tempat Wawancara : Kota Tual

Tanggal Wawancara : 26 Jum 2013

Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara

1. Pertanyaan : Selain peran serta masyarakat, peran serta pelaku
usaha/pemilik modal juga merupakan penentu
keberhasilan pengembangan suatu wilayah tertentu. Apa
saja peran Saudara sebagai pelaku usaha/pemilik modal
dalam mendukung keberhasilan pengembangan wilayah
di Kota Tual?

Jawaban : Peran kami selaku pelaku usaha di Kota Tual dalam
mendukung keberhasilan pengembangan wilayah di Kota
Tual berupa penyedia dana dan tenaga kerja trampil dan
terdidik yang diperlukan dalam kegiatan pengembangan
wilayah.

2. Pertanyaan : Pelaku usaha selaku pemilik modal merupakan mitra
kerja pemenintah daerah dalam pengembangan wilayah.
Bagaimana pola kemitraan Pemerintah Daerah Kota Tual
dengan pelaku usaha yang dijalankan selama ini?

Jawaban : Tidak dapat disangkal bahwa peran pemerintah daerah
Kota Tual begitu besar bagi pengembangan wilayah di
Kota Tual. Melalui kemitraan yang terbangun selama
kurun waktu tahun 2009-2012, pemerintah daerah telah
menempatkan kami pelaku usaha sebagai mitra sejajar
yang dinilai dapat berkontribusi besar bagi upaya
pengembangan wilayah yang diselenggarakan di Kota
Tual. Berbagai keuntungan telah kami peroleh melalui
kemitraan ini. Penciptaan iklim sosial dan politik serta
keamanan yang menunjang serta penyediaan berbagai
kemudahan seperti pembenan pinjaman, pembukaan
lahan usaha yang dapat memberikan keuntungan dari
usaha dimaksud serta fasilitas lainnya bagi kami termasuk
melakukan berbagai pembinaan merupakan bentuk
keuntungan yang kami peroleh dari pemerintab daerah
Kota Tual dalam kemitraan ini.
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Tual, 26 Juni 2013
Narasumber,
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber
Jabatan/Pekerjaan
Tempat Wawancara
Tanggal Wawancara
Pewawancara

Hasil Wawancara
1. Pertanyaan

Jawaban

2. Pertanyaan

Jawaban

: Bapak Honganda Lestari

: Pelaku Usaha

: Kota Tual

: 26 Juni 2013

: Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

: Selain peran serta masyarakat, peran serta pelaku

usaha/pemilik modal juga merupakan penentu
keberhasilan pengembangan suatu wilayah tertentu. Apa
saja peran Saudara/Saudari sebagai pelaku usaha/pemilik
modal dalam mendukung keberhasilan pengembangan
wilayah di Kota Tual?

: Dalam mendukung keberhasilan pengembangan wilayah

di Kota Tual, upaya yang telah kami lakukan meliputi
pemberian pinjaman lunak kepada kelompok usaha kecil
menengah, pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat,
serta perekrutan tenaga kerja yang berasal dari
bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kami yang telah
diberikan ruang selama ini untuk berusaha.

: Pelaku usaha selaku pemilik modal merupakan mitra

kerja pemernintah daerab dalam pengembangan wilayah.
Bagaimana pola kemitraan Pemerintah Daerabh Kota Tual
dengan pelaku usaha yang dijalankan selama ini?

: Kemitraan yang terjalin dengan pemerintah dacrah Kota

Tual telah berlangsung dengan baik selama ini. Melalui
pola kemitraan mutualistik yang didasarkan atas
kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan dengan
pemerintah daerah Kota Tual banyak hal yang telah kami
terima seperti penciptaan kondisi yang aman dan kondusif
dari pemerintah dacrah Kota Tual kepada perusahaan
kami untuk melakukan aktifitas juga penyederhanaan
berbagai regulasi daerah yang menguntungan bagi
pengembangan usaha yang kami jalankan.

Tual, 26 Juni 2013
Narasumber, /

———
Honganda Lestan
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Bapak Wan Hamud
Jabatan/Pekerjaan  : Pelaku Usaha

Tempat Wawancara : Kota Tual

Tanggal Wawancara : 27 Juni 2013

Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara

1. Pertanyaan : Selain peran serta masyarakat, peran serta pelaku
usaha/pemilik modal juga merupakan penentu
keberhasilan pengembangan suatu wilayah tertentu. Apa
saja peran Saudara/Saudari sebagai pelaku usaha/pemilik
modal dalam mendukung keberhasilan pengembangan
wilayah di Kota Tual?

Jawaban : Peran kami sebagai pelaku usaha dalam mendukung
keberhasilan pengembangan wilayah di Kota Tual
diantaranya melalui  pengalokasian dana bagi
pembangunan infrastruktur dasar.

2. Pertanyaan : Pelaku usaha selaku pemilik modal merupakan mitra
kerja pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah.
Bagaimana pola kemitraan Pemerintah Daerah Kota Tual
dengan pelaku usaha yang dijalankan selama ini?

Jawaban : Pemerintah Daerah Kota Tual tetap berkomitmen untuk
menerapkan strategi pembangunan yang selain pro poor
juga pro  bisnis. Untuk itu strategi kebijakan
pembangunan yang disusun telah  benar-benar
membenkan peluang bagi kami selaku pihak swasta
untuk berpartisipasi aktif dalam percepatan pembangunan
infrastruktur.

Tual, 27 Juni 2013
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Bapak Iwan Pace
Jabatan/Pekerjaan  : Pelaku Usaha

Tempat Wawancara : Kota Tual

Tanggal Wawancara : 27 Juni 2013

Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Selain peran serta masyarakat, peran serta pelaku
usaha/pemilik modal juga merupakan penentu
keberhasilan pengembangan suatu wiiayah tertentu. Apa
saja peran Saudara/Sandari sebagai pelaku usaha/pemilik
modal dalam mendukung keberhasilan pengembangan
wilayah di Kota Tual?

Jawaban : Sebagai pelaku usaba tentu ada tanggung jawab moril
untuk mengembangkan Kota Tual melalui pembangunan.
Bentuk peran kami meliputi penyediaan dana sharing bagi
pelaksanaan pembangunan dan penyiapan alat serta
tenaga ahli maupun tenaga terampil.

2. Pertanyaan : Pelaku usgha selaku pemilik modal merupakan mitra
kerja pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah.
Bagaimana pola kemitraan Pemerintah Daerah Kota Tual
dengan pelaku usaha yang dijalankan selama ini?

Jawaban : Fasilitasi pemerintah daerah Kota Tual dalam kemitraan
yang dibangun bersama dengan kami berupa fasilitasi
dana, jaminan regulasi untuk kepastian usaha yang kami
jalankan serta penyediaan informasi peluang investasi di
daerah.

Tual, 27 Juni 2013
Narasumber,

Ot

Iwan Pace
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Bapak Opick
Jabatan/Pekerjaan  : Pelaku Usaha

Tempat Wawancara : Kota Tual

Tanggal Wawancara : 28 Juni 2013

Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tambher

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Selain peran serta masyarakat, peran serta pelaku
usaha/pemilik  modal juga merupakan penentu
keberhasilan pengembangan suatu wilayah tertentu. Apa
saja peran Saudara/Saudari sebagai pelaku usaha/pemilik
modal dalam mendukung keberhasilan pengembangan
wilayah di Kota Tual?

Jawaban : Peran kami sebagai pemilik modal sudah tentu sebagai
penyedia dana bagi pengembangan wilayah di Kota Tual.
Dana yang ada merupakan modal bagi pengembangan
wilayah yang dipergunakan dalam wujud pembangunan
infrastruktur. Kami menyadari ini merupakan upaya kami
dalam mensiasati keterbatasan anggaran pembangunan
yang dimiliki pemerintah. Lewat dana bersama ini kami
yakin mampu mempercepat rencana pengembangan
wilayah yang telah ada. Selain itu kami juga
mengalokasikan sejumlah tenaga ahli dan siap pakai
dalam setiap kegiatan pembangunan sesuai klasifikasi
pekerjaan yang dilaksanakan. Tenaga kerja ahli dan siap
pakai ini berupa konsultan maupun tenaga yang mampu
mengaplikasikan alat-alat yang ada yang digunakan
dalam kegiatan proyek yang sedang berlangsung.

2. Pertanyaan . Pelaku usaha selaku pemilik modal merupakan mitra
kerja pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah.
Bagaimana pola kemitraan Pemerintah Daerah Kota Tual
dengan pelaku usaha yang dijalankan selama ini?

Jawaban : Pola kemitraan Pemerintah Daerah Kota Tual dengan
pelaku usaha yang dijalankan selama mi dalam bentuk
konsultasi bersama rencana sebuah kebijakan yang akan
diambil. Kami juga dibuka peluang yang luas dalam
memberikan rekomendasi terhadap sebuah kebijakan
tersebut. Mediasi pemerintah daerah Kota Tual terhadap
penyelesaian sengketa yang terjadi antara kami dengan
masyarakat menjadi sebuah produk kemitraan yang
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positif selama ini karena menentukan masa depan usaha
yang kami tanam saat ini dan seterusnya di Kota Tual.

Tual, 28 Juni 2013
N A
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Lampiran 5

No.

Hal yang diamati

Tanggal dan Hasil
Observasi

Aspek

' Indikator

fisik

1. | Pembangunan Ketersediaan

infrastruktur dasar
meliputi: transportasi
baik berupa jalan dan
jembatan maupun moda
transportas, jaringan
komunikasi, sanitasi,
jaringan air bersih, dan
jaringan listrik, sarana
prasarana pendidikan
dan kesehatan.

Hasil observasi

spasial

2. | Pembangunan Penetapan wilayah

berdasarkan  kekhasan
suatu  wilayah dalam
aktivitas sosial maupun
ekonomi.

Hasil observasi
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Lampiran 6
LEMBAR HASIL OBSERVASI
Hal yang diamati Tanggal dan Hasil Observast
No. Aspek Indikator Tanggal 29 Juni s.d. 16 Juli
2013
1. | Pembangunan | Ketersediaan Observasi tanggal 29 Juni s.d.

fisik

infrastruktur dasar
meliputi: transportasi
baik berupa jalan dan
Jembatan maupun
moda transportasi,
jaringan komunikasi,
sanitasi, jaringan air
bersih, dan jaringan
listrik, sarana
prasarana pendidikan
dan kesehatan

5 Juli 2013 di Kecamatan
Tayando Tam

Hasil observasi:

- Terdapat Pelabuhan Laut
Tayando yang hampir
selesai dibangun.

- Terdapat Pelabuhan
Penyeberangan yang
masih dalam  tahap
pembangunan.

- Kondisi jalan di Ibukota
Kecamatan baik,
begitupun dengan
beberapa desa sehingga
mempermudah

aksesibilitas masyarakat.
Untuk beberapa desa yang
lain sedang dilaksanakan
peningkatan kualitas jalan.

- Terdapat 3 anmada kapal
penyeberangan yang
melintasi wilayah
Kecamatan Tayando Tam
yaitu:  KMP. Tanjung
Madlahar, KMP. Teluk
Cendrawasih 11, dan KMP.
Lobster dengan rute Tual-
Tayando-Kur pulang
pergi. Frekuensi 2 kali
dalam seminggu.

- Terdapat PLIK (Pusat
Layanan Internet
Kecamatan) pada Kantor
Camat Tayando, Jasa
Akses  Telekomunikasi
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dan Informatika di daerah
Perbatasan dan Pulau
Terluar (Telinfo-Tuntas)
KPU/USO tepatnya di
Desa Yamtel dan Desa

Tam.
Sumber ait minum utama
yang - digunakan

masyarakat Tayando Tam
adalah sumur. Mereka
juga menggunakan air
hujan sebagai sumber air
minum  ketikka musim
hujan. Terdapat beberapa
bak penampung berukuran
besar yang dibangun
pemerintah sehingga dapat
menampung  kebutuhan
air minum masyarakat
setempat.

Belum semua desa di
Kecamatan Tayando Tam
terjangkau listrik PLN.

Guna memenuhi
kebutuhan listnk
pemerintah menyediakan
Pembangkit Listrik
Tenaga Surya dan Tenaga
Diesel, diantaranya
terdapat di Desa Taam
Ngurhir.

Terdapat 9 Sekolah Dasar
(SD) vyang tersebar di
seluruh Desa di
Kecamatan Tayando Tam,
Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama (SLTP)
berjumlah 4 dan berada di
desa-desa tertentu saja,
tetapi semua Desa rata-
rata bisa menjangkau
fasilitas SLTP yang ada
dan 1 Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas (SLTA)
yang terletak di ibukota
Kecamatan Tayando Tam,
yaitu di Desa Tayando
Yamtel.
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Observasi tanggal 6 s.d. 9 Juli
2013 di Kecamatan Dullah
Utara

Hasil observasi:

Di Kecamatan Tayando
Tam terdapat 1
Puskesmas, 3 Puskesmas
Pembantu, 9 Posyandu
dan 2 Polindes/Poskesdes.
Sedangkan untuk tenaga
kesehatan, terdapat 1
dokter, 23 mantri
kesehatan, 5 bidan, 17
dukun terlatth dan 19
dukun yang tidak terlatih.

Desa-desa dalam wilayah
Kecamatan Dulah: Utara:
dapat dijangkau dengan
kendaraan darat dengan
desa terjauh yakni Desa
Labetawi, hanya Desa
Dullah Laut dijangkau
menggunakan kendaraan
laut.

Kondisi jalan baik di
Ibukota Kecamatan
maupun desa-desa lainnya
sangat baik.

Terdapat PLIK (Pusat
Layanan Internet
Kecamatan) pada Kantor
Camat Dullah Utara, Jasa
Akses Telekomunikasi
dan Informatika di daerah
Perbatasan dan Pulau
Terluar (Telinfo-Tuntas)
KPU/USO tepatnya di
Desa Ohoitahit.

Terdapat = pembangunan
Jaringan-jaringan atau
saluiran  sanitasi pada
setiap pemukiman
penduduk tertata dengan
baik.

Sumber arr minum utama
yang digunakan
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masyarakat Dullah Utara,
kecuali masyarakat di
beberapa desa lainnya
menggunakan ledeng
dengan tekanan surya.

- Sumber penerangan listrik
PLN menjangkau semua
Desa di Kecamatan Dullah
Utara, kecuali Desa
Dullah Laut yang letaknya
di pulau terpisah.
Masyarakat Desa Dullah
Laut menggunakan
Pembangkit Listrik
Tenaga Surya (PLTS)
sebagai penerangan.

- Terdapat 12  Sekolah
Dasar (SD) yang tersebar
di seluruh Desa di
Kecamatan Dullah Utara,
Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama (SLTP)
berjumlah 5 dan berada di
desa-desa tertentu saja,
tetapi semua Desa rata-
rata bisa menjangkau
fasilitas SLTP yang ada
dan 4 Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas (SLTA)
yang terletak di Desa
Fiditan, Desa Tamedan,

dan Desa Dullah.
- Di Kecamatan Dullah
Utara terdapat 1

Puskesmas, 4 Puskesmas
Pembantu, 9 Poskesdes.
Sedangkan untuk tenaga
kesehatan, terdapat 4
dokter, 13 mantri
kesehatan, 17 bidan, 19
dukun terlatth dan 18
dukun yang tidak terlatih.

Observasi tanggal 10 s.d. 14
Juli 2013 di  Kecamatan
Pulau-Pulau Kur

Hasil observasi:
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- Terdapat jembatan
penyeberangan antar
pulau.

- Tersedia dermaga tambat
kapal ferry.

- Kondisi jalan di Ibukota
Kecamatan baik,
begitupun dengan
beberapa desa schingga
mempermudah

aksesibilitas masyarakat.
Tersedia juga jalan lingkar
yang menghubungkan
antar desa-desa terluar
dari Kota Tual. Untuk
beberapa desa yang lain
sedang dilaksanakan
peningkatan kualitas jalan.

- Terdapat 3 armada kapal
penyeberangan yang
melintasi wilayah
Kecamatan  Pulau-pulau
Kur yaitu: KMP. Tanjung
Madlahar, KMP. Tehk
Cendrawasih II, dan KMP,
Lobster dengan rute Tual-
Tayando-Kur pulang
pergi. Frekuensi 2 kali
dalam seminggu.

- Terdapat PLIK (Pusat
Layanan Internet
Kecamatan) pada Kantor
Camat Pulau-pulau Kur,
Jasa Akses
Telekomunikasi dan
Informatika di  daerah
Perbatasan dan Pulau
Terluvar (Telinfo-Tuntas})
KPU/USO tepatnya di

Desa Fatbuak.
-  Sumber air minum utama
yang digunakan

masyarakat  Pulau-pulau
Kur adalah sumur. Mereka
juga menggunakan air
hujan sebagai sumber air
minum ketika musim
hujan. Terdapat beberapa
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bak penampung berukuran
besar yang dibangun
pemerintah sehingga dapat
menampung  kebutuhan
air minum masyarakat
setempat.

- Belum semua desa di
Kecamatan  Pulau-pulau
Kur terjangkau listrik
PLN. Guna memenuhi
kebutuhan tistrik
pemerintah menyediakan
Pembangkit Listrik
Tenaga Surya dan Tenaga
Diesel, diantaranya
terdapat di Desa Sermaf
dan Desa Mangur.

- Terdapat 11  Sekolah
Dasar (SD) yang tersebar
di seluruh Desa di
Kecamatan Pulau-pulau
Kur, Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama (SLTP)
berjumlah 4 dan berada di
desa-desa tertentu saja,
tetapi semua Desa rata-
rata bisa menjangkau
fasilitas SLTP yang ada
dan 2 Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas (SLTA)
yang terletak di Desa
Tubyal dan Desa Kanara.

- Di Kecamatan Pulau-
pulau Kur terdapat 1
Puskesmas, 3 Puskesmas
Pembantu, 4
Polindes/Poskesdes.
Sedangkan untuk tenaga
kesehatan, terdapat 2
dokter, 19 mantri
kesehatan, 3 bidan, 5
dukun terlatth dan 24
dukun yang tidak terlatih.

Observasi tanggal 15 s.d. 16
Juh 2013 di Kecamatan
Dullah Selatan
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Hasil observasi:

- Desa-desa dalam wilayah
Kecamatan Dullah Selatan
dapat dijangkau dengan
kendaraan darat dengan
desa terjauh yakni Desa
Dumar, hanya Desa
Dusun Pulau Ut dijangkau
menggunakan kendaraan
laut.

- Kondisi jalan baik di
Ibukota Kecamatan
maupun desa-desa lainnya
sangat baik

- Terdapat pelabuhan laut
yang melayani pelayaran
kapal Pelni dan dijadikan
sebagai pelabuhan peti

kemas.

- Terdapat PLIK (Pusat
Layanan Internet
Kecamatan) pada Kantor
Camat Dullah Selatan.

- Terdapat pembangunan
Jaringan-jaringan atau
saluran  sanitasi  pada
setiap pemukiman
penduduk tertata dengan
baik.

- Sumber air minum utama
yang digunakan

masyarakat Dullah Utara
adalah sumur. Beberapa
juga menggunakan air
ledeng dari PDAM.

- Sumber penerangan listrik
PLN menjangkau semua
Desa di Kecamatan Dullah
Utara, kecuali Dusun
Pulau Ut yang letaknya di
pulau terpisah.
Masyarakat Dusun Pulau
Ut menggunakan
Pembangkit Listrik
Tenaga Surya (PLTS)
sebagai penerangan.

- Terdapat 20  Sekolah
Dasar (SD) yang tersebar
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di  seluruh Desa di
Kecamatan Dullah
Selatan, Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama (SLTP)
berjumlah 6 dan berada di
desa-desa tertentu saja,
tetapi semua Desa rata-
rata bisa menjangkau
fasilitas SLTP yang ada
dan 7 Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas (SLTA)
yang terletak di Desa
Taar, Desa Tual,
Kelurahan Ketsoblak dan
Lodar El,  Perguruan
Tinggi sebanyak 3 buah.

- Di  Kecamatan Dullah
Selatan terdapat 2
Puskesmas, -2 Puskesmas
Pembantu, 10 Poskesdes.
Sedangkan untuk tenaga
kesehatan, terdapat 11
dokter, 48 perawat
kesehatan, 10 bidan, 44
dukun terlatih dan 10
dukun yang tidak terlatih.

spasial

Pembangunan

Penetapan wilayah
berdasarkan kekhasan
suatu wilayah dalam
aktivitas sosial
maupun ekonomi.

Kawasan Perdagangan:

Kecamatan Dullah Selatan
merupakan kawasan
perdagangan. Hal ini nampak
dari adanya 3 buah pasar
besar yakni Pasar Tual, Pasar
Masrum, dan Pasar Lodar ElL
Jumlah toko/kios sebanyak
1.429 buah yang Iletaknya
tersebar balk di pasar itu
sendiri maupun di lokasi-
lokasi pemukiman. Aktifitas
perdagangan ini berkembang
pesat juga karena adanya

Pelabuhan Laut yang
melayani rute  pelayaran
Kapal PELNI] dari Jawa-

Sulawesi- Ambon-Tual-Papua
pulang pergi serta adanya
aktifitas bongkar muat barang
di  pelabuhan  dimaksud.
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Terdapat 3 Bank Pemerintah
(BRI, BNI, BPTN) dan 2
BPR (Bank Artha Graha dan
Bank Danamon), 6 KSP dan
14 koperasi lainnya.

Kawasan Pertanian:

Kecamatan Dullah Utara
merupakan kawasan
pertanian. Sektor pertanian
merupakan sektor ekonomi
utama yang  menunjang
kehidupan masyarakat di
Kecamatan Dullah Utara,
terutama pertanian palawija.
dari keseluruhan luas areal
Kecamatan Dullah Utara
sebesar 70,85 Km?, yang
digunakan sebagai  areal
pertanian  adalah  sebesar
10,25 Km® atau sekitar 15%
dari luas areal. Desa Ohoitel
misalnya, merupakan sentra
sayur-sayuran di Kota Tual
dan dipasok ke seluruh pasar-
pasar di Kota Tual Selain
terkenal - sebagai kawasan
pertanian, di perairan
Kecamatan Dullah Utara juga
terlihat banyak  aktifitas
budidaya rumput laut
masyarakat setempat.

Kawasan Pesisir:

Kecamatan Pulau-pulau Kur
dan Kecamatan Tayando Tam
merupakan kawasan pesisir.
Hal ini  nampak dan
atifitasnya yang bertumpu
pada subsektor Perikanan.
Subsektor ini  meskipun
sangat besar kontribusinya di
Kecamatan Pulau-pulau Kur
dan Kecamatan Tayando Tam
tetapi masih didominasi oleh
nelayan tradisional. Hal itu
terlihat dari perahu yang
digunakan, yang sebagian
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besar Perahu tak Bermotor,
dan alat penangkapan ikan
utama yang digunakan yaitu
Pancing. Potensi  wisata
bahari sangat indah di 2
kecamatan 1ini. Panorama
bawah lautnya sangat indah
dan menjadi tujuan para
penyelam baik lokal maupun
mancanegara. Di perairan
Kecamatan Pulau-pulau Kur
dan Kecamatan Tayando Tam
terlihat banyak sekali
kegiatan budidaya rumput
laut.

Kawasan Industri:
Kecamatan Dullah Utara
merupakan kawasan industri
karena di Kecamatan ini
tepatnya di  Desa Ngadi
terdapat Perusahan
Pengalengan Ikan  (PT.
Maritim Timur Jaya) dengan
pasar ekspor sampai ke luar
negeri. Lokasinya sangat luas
dengan karyawan yang sangat
banyak. Selain itu di Desa
Labetaw: juga berdirn Cold
Storage dan Depo Rumput
Laut.
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Lampiran 7

DOKUMENTASI HASIL OBSERVASI

Pembangunan Rumah Dinas Perawat
Puskesmas Tam, Kecamatan Tayando Tam
Kota Tual

Pembangunan Rumah Dinas Dokter
Puskesmas Tam, Kecamatan Tayando Tam
Kota Tual
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N -

Pembangunan Gedung Puskesmas Tam
Ngurhir, Kecamatan Tayando Tam Kota
Tual

Pembangunan Rumah Dinas Perawat
Puskesmas Ohoitahit, Kecamatan Dullah
Utara Kota Tual

Pembangunan Gedung Puskesmas Warkar,
Kecamatan PP. Kur Kota Tual
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Pembangunan Gedung Puskesmas Yamru,
Kecamatan Tayando Tam Kota Tual

Rehab SDN Kilsoin, Kecamatan PP. Kur
Kota Tual

Rehab SDN Warkar, Kecamatan PP. Kur
Kota Tual
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Rehab SMA Negeri Kur, Kecamatan PP.
Kur Kota Tual

Rehab SDN Kanara, Kecamatan PP. Kur
Kota Tual

SMP Negeri 1 Kecamatan PP. Kur Kota
Tual

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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ebana‘n'u'm Dinas Jabatan
Kepala SMA Negeri Tayando, Kecamatan
Tayando Tam Kota Tual

Pembangunan Rumah Dinas Jabatan
Kepala SMA Negeri Kur, Kecamatan PP,
Kur Kota Tual

Pembangunan Jembatan Penghubung antar
Pulau di Kecamatan PP. Kur Kota Tual
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Pembangunan Jalan Lingkar di Kecamatan
PP. Kur Kota Tual

Peningkatan Jalan di Kecamatan Tayando
Tam Kota Tual

Peningkatan Jalan Raya Ohoitel,
Kecamatan Dullah Utara Kota Tual

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Pembangunan Bak Penampung dan
Jaringan Pipa Ohoitahit, Kecamatan Dullah
Utara Kota Tual

Peningkatan Jaringan Air Bersih Desa
Dullah, Kecamatan Dullah Utara Kota Tual

Pembangunan Bak Penampung Air Hujan
Desa Kaimear, Kecamatan PP. Kur Kota
Tual
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Pembangunan Bak Penampung dan
Jaringan Pipa, Kecamatan Tayando Tam
Kota Tual

Rehabilitasi Jaringan Air Bersih Desa
Sermaf, Kecamatan PP. Kur Kota Tual

Peningkatan Jalan Taar Belakang,
Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Peningkatan Jalan Dusun Mangon,
Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual

Rehabilitasi Pasar Ikan, Kecamatan Dullah
Selatan Kota Tual

Pengadaan Lampu Jalan PLTD, Kecamatan
Dullah Selatan Kota Tual

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Pengadaan Lampu Jalan PLTS, Kecamatan
Tayando Tam Kota Tual

Pembangunan Cold Storage Desa Labetawi,
Kecamatan Dullah Utara Kota Tual

Pembangunan Depo Rumput Laut Desa
Labetawi, Kecamatan Dullah Utara Kota
Tual

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Lampiran 8

PROGRAM/KEGIATAN SKPD KOTA TUAL DALAM

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN

SELAMA TAHUN 2011-2013
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MATRIKS RENCANA PROGRAWKEGIATAN DAN LAPORAN TARGET SERTA PENDANAAM
FORMULIR PEMANTAUAN PELAKSANAAN RAD PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs KOTA TUAL TAHUR 2013

Kota Tuat
Tujusn 1 : Memberantas Kemlakinan dan Kelsparsn

16/42098.pdf

. Terget RAD Temget RUALISASI TARGET 3013 Adokal Dune Realisest Fenyorapen Puse 2018 —
MO | PROGRAN/FEQIATAN | momatoRsoureut | OEEUE L | Asmoimpen APEOAPEN PeNARAAN | PELAKMANA
Triwulan 1 Trtepudon §

;i o T xix X
F00.050.008.00 G| Dirkes
26.000.000,00 APBD Dinise
20.000.000,00 12.288,000 APBD Cinkes

ABRD | Disesneher §
30 Dokuren | 131.292.400,06 AP FD |
100m | 500.000.000.00{ 171.143.000,00 08850000]  APBD BPMPD
20 Ory 112 308 500,00 ANBD Dinesaneler
Whesushe
Bery
(] Maninghoinys 3 Grerg 7 Orang T Orerg 34.884.500,00 [
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Lampiran 9

KEPUTUSAN WALIKOTA TUAL NOMOR 08.d TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM
SEKRETARIAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA
TUAL

a

WALIKOTA TUAL

KEPUTUSAN WALICOTA TUAL .
NOMOR 0. ATAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN Tt KOORDIRAS! DAN THM SEXRETARIAT PENANGGULANGAN
KEMISHIMAN MOTA TUAL

WALIKOTA TUAL,

Menimbang 8. babwa uniok melsksenskan keterdun Pasal 15  Perstuan
Presiden Republk indonesia Nomor 15 Tahun 2010 den
persturan Menian Delam Negeri Momor 42 Tahun 2010 Peasd 23
Terdang Pembentsksn Ton  Koonsinesi

percepatan
Kota Tual periu diberdukTin Koordinasi dan Tim Sakrebriet
Penanggulangan Kemiskinan Kota Tual;

sebepai Tim Koondinasi dan Tim Sekreteriet Penangguiangan
Kemiskinan Kota Tual;

. batwa untuk meksud tessbut padn hund a dan b diates, peru
ditetapkan dengan Keputusan Walkots Tual

Mengingat {1, Undengumdang Nomor 60 Tahun 1658 intang Pembentukan
Doerah Swatantre Tinglast | Maluky dalam Dasrsh Swetantra
tingksl lidaiam Wieysh Daerah Swetsira Tinghst | Maluiu
{ Lambaran Negera Republik indonesia Tehwn 1958 Nomor
111, Tambahen Lavberan Negars Republik Wndonesia Nomor
1645 )

2. Undang - Undang KNomor 60Tahun 1982  tontang
MWMMPMMW

3. Undang — Undang Nomar 17 Tehun 2003 femang Keuengan
Nogere { Lembarsn Negers Tehun 2003 Momar 47, Tambahen
Lembaran Negara Normor 4286 )

4. Undang-undang Mamor 1 Tehun 2004 leniang Perbendaharaan
Negaras ( Lemberan Negers Tshun 2004 Nomor 5, Tarmbahen
Lambaran Nagamn Nomor 4355 )

5. Undangundang Momor 10 tahun 2004 fentang Pembentukan
Persturan Peryndang — Undangan ( Lermberan Nogara Tehwn
2004 Momo& 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4388 )

6. Undang ~ Undsny Nomor 15 Talun 2004 Tentang
Pemeriksasn Pengelolaan dan Perlanggung Jawaban
Keuyangan Negars { Lembaran Negam Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negare Nomor 4400 };

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemetintahan Deerah( Lembaran Negama Tahun 2004 Nomor
125, Tembehan Lambaran Negamn Nomor 4437); sebagaimansa
teish diubah beberapa kafi terukhir dengan Undang — Undang
Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4844);

8 Undang - Undasng Nomor 31 Tamin 2007 Tenisng
Pembeniukan Kota Tual di Provins Maluku Negara

- Republk Indonesia Tahwn 2007 Nomor 97, Tambehan
Lambaran Negara Republilc indonesia Nomor 4747);

8. Peratuan Presiden Repubilk Indonesia Nomor 15 Tahun 2010
tentang percepetan Penangguiangan Kemiskinan;

10. Peratoran WMenteri Dalam Negeri Nomd 42 Tahun 2010
fentang Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Propinsi
dan Kabupatert Kota;

11. Peraturan Pamerintah Nomor 08 Tahun 5988 fertang Koondinasi
Kegiatan tnstansi Vertikal di Daersh; ( lembaran Negeara
Republik tndonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Repblik Indonesia Normor 3373 );

12 Peratuwran Pemeritah Nomor 21 Tahun 1952 tentang
Pwmmmmsqahm

13 pemerintah Namor 21 Tehun 1894 tentang
PengebhmPetkelmanngapu\dtMm

14, Peraturan Pamerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kagiatan
Instans! Vertikal o Dasrsh

15Pummhm38TM2m7m

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tehun 2005 tentang
Pengelolaan Kausngan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)

17. Peratwan Daerah Kota Tual Nomor 03 Taehun 2008 lentang
Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Deemnsh (Lembaran
dacrah Kota Tual Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

18 Peorabwan Dasrsh Kota Tus! Nomor 01 Tatwn 2011 tentang
Pendiapaton dan Belanja Daerah Kola Tual Tshun
2011 { Lembaran Deerah Kota Tual Tehun 2011

Nomor 10, Termwbehan Lembaran Negera Momor 102 ),

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalsm Negeri Nomor 412.6/3186/SJ Tanggal 14
Desember 2009 Perihal Tindak Lanjut Penanggulangan

2.  Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 740/1045PMD Tanggal 2

Maret 2011 tentang Penyesmpaian Laporan Pembentukan dan
Penyempurnaan TKPK Provinsi dan Kabupaten / Kota

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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MEMUTUSKAN :

: Mambesmk T KoortﬁmdanTmSekMPwm

: Tim sebsgaimana dimalesud pades Diktum PERTAMA diatas

tugas:
a. Meilalukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Tual
b. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemskinan o

: Untuk melaksanakan tugas sehagainmana disnaksud pada Didum

KEDUA diatas, Tim menyelenggarakan dan melaksenakan fungsi :
a. Pengorpanisasisn Penyusunan SPKD Kota Tusl sabagai dasar
Penymunn RPMD Kota Tual di bidang Penanggulangan

megorgmm SKPD atau gabungan SKPD Bidang
FPenangguiangan Kemiskinan dalam hal penyusunsn rencana
Strategi SKPD;
cPamSKPDdaugabtmanSKPDbm
RKPD e

d. Pengorganisasian SKPD atau gabungan SKPD  bidang
penanggulangan kemniskinan dalam hal penyusunan rencana
kerja SKPD.

e. Pengorganisasian evaluasi pelaksanaan perumwsan dokumen
rencana Pembangunan Dsersh bidang pensngguiangan
kemisidnan.

f. Pmmmmmwm
pencapeian fujuan program dan kegisten penangguiangan
kemiskinan agar sesaui denpgan kebjjakan pemnbangunen daerah;

g. Pengendafian, pemantauan pelaksanaan kelompok program
penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yeng meliputi realisesi
W dana can v

h. Penymnmhadlpwmmmdmm
kqﬁmmmmmkmmm

j. Pengendalian pengaduan masyarakat bidang penanganan
penanggutangan kemiskinan dan

K Penyiapsn Isporan pelaksansan dan pencapaian program
penangguhnw kemiskinan kepada Wailkota Tual dan TKPK

Datam melaksanakan tuges dan fungsi sebagaimana dimaksud
pada DIKTUM ke Dua dan Ke TIGA , Tim Koondinasi dan
Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Kota Tua! mengadakan
rapat secara berkala sekurang -~ kurangnya 3 ( figa ) bukan sekali
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KEENAM : mmmemm
KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Walikota Tual metahus Wkl

Walkols Tual BSelaku Ketvra Tim Koordinaes! Penanggulangan
Kemiskinan Kota Tual

KETUIUH 1 Dengan ditetapkannya Keputusan i, maka Keputusen Wallkota Tual
Nomor 128 Tatum 2010 fieniang Perubahan Pembentukan Tim

. KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul eldbat dikeluackamya Keputusan i

KESEMBILAN :© Keputisan ini mwuisi bertaku pada tanggal diletapkan dengsn

Ditetapkan di : Tual
Pade tangge! : OF Janussi 2011

JEMBUSAN disarmpaikan kepada Yth :

1. Bapak Waldl Presiden solaku Ketua Tin Nasioanal Percepatan Penanggulangan
Kemuskinan i Jakarta .

Eapak Menteri Koordinator Bidang Kesejohtersan Rakyat di Jakarts

Bapal Menteri Dalern Negeri di Jokarta

Direkiur Jendersd Pernberdayasn Masyarakat dan Desa & Jakorta

Sekjen Pemberdayaan Mesyarskat dan Desa di Jokarta

Sekratariat Tam Nesioenal Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dl Jakerta
Gubermwr Makiku o Ambon

Ketua DPRD Provinsi Matisku di Ambon

9. Kepsta BPMPD Propinsi Maksias i Ardon

10.Kepala Bapeda Propinsi Makuku di Ambont

11. Ketua DPRD Kota Tual, di Tual;

12. Sekretaris Daerah Kota Tual, di Tual;

12. Kepala Bapeda Kota Tuad di Tual

14, Inspektur Knta Tual, & Tuai;

15. Kepata BPMPD Kota Tual di Tusd

16. Kepala BPKSAD Kota Tual di Tual

17. Kepala Bagian Hukum dan Cragnisasi Kota Tual of Tual

18.¥ang bereangkutan untuk dilaksanakan.

BNOM AN
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Lampiran 10

Surat Keterangan Kepala UPBJJ-UT Ambon No. 813/UN31.51/L.1L/2012,
Tanggal 10 Oktober 2012 tentang Surat Keterangan Pengumpulan
Data dan Informasi Penelitian

e 5 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
,_f,' UNIVERSITAS TERBUKA
2 Unl: Pregram Sclader dursk Jawh (UPBJJ-UT) Ambon
A Wolter Makgessidi Lateri, Ambom 97231
USATIREITAS TERBLNA Tedepon: 0911-361303, Faksimile: 0911361304

Laman: ut-embeadihistac.d

SURAT KETERANGAN
Nomer : 8LYUN3LSILL2012

Kepals Unit Program Belajar Jarak fauh Universitas Terbuke Ambon. demgen ini
menerangkan bahwa mahasiswe 82 Unjversitas Terbuks yang namanya ferlsmpir
sedeng miclaksanakan penclitian dan pengumpulan dars umuk  Tugas Akhir Program
Magister (TAPM) dengan judu! tertulis pada tampiran ini pada kokm judid T4PM
sebelum BTR(Bimbingan Tesis Residensiali {. Namun dalam kegiatan Seminar
Proposal pada tanggal 13 dan 16 Seprember 2012, temyata ada perubaban judul atas
sarsn pembimbingnya, sehingga judul proposalnya menjadi serwlis pada kolom Jude!
TAPM sctelah BFR 1.

Uimuk jtu kami mohon banmean Bapak/Ibu memberi ifin kepada mahasisws yang
bersangkutan untik dapat mengumpuikan date finformasi sesuai kebuinharmys pada
instansi yang Bapak/Thu pinpin.

Demikian suwrat keterangan ini diberikan, atas bantpn, dukungan dan kegasama vang
buik, kami samraikan lerima kasih,

Ambon. 10 Ckiober 2012

%
Drs. Supdiome, C.B. M.8i
NIP.195210221982031002

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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NO NAMA NIM JUDUL TAPM SEBELUM BTR 1 JUDUL TAPM SETELAH BTR {
19. | Joseph Sikteubun , 016755916 ; Analisis Kebijaken Pemerintash Daerah Kabupaten | Implementasi  Kebijakan  tentang  Prosedur
Maluku Tenggars tentang Prosedur Pengobatan | Pengobatan Cratls di Rumah Sakit Umum Daerah
Cntis di Rumah Sakit Umum Daersh Karel [ Karel Sadsuitubun Lenggur Kabupaten Maluku
Sadsuitubun Langgur Kabupaten Maluku Tenggara Tenggara ,
20. | Izak Thedy Betaubun 016756022 | Optimalisasi Penerapan Fungsl Akedemik dalam
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Tidak mengalami perubahan judul
Maehasiswa pada Politeknik Perikanan Negeri Tual
21. | Abas Ames Hanubun, S.Sop 017106479 | Analisis Kinerja DPRD Kota Tual dalam Era .
Otonomi Daerah N
22. | Semoel Aren Melanton 016760459 { Kinerja Pemerintah Kecamatan dalam | Kinerja Camat dalam Peningkatan Pelayanan Akte
Metengoen Penyelenggaraan Good Governance {Studi Kasus | Kelahiran di Kecamatan Kei Besar Utara Timur
tentang Pelayanan Akte Kelahiran di Kecamatan Kei | Kabupaten Maluku Tenggara
Besar Utara Timur Kj’bupaten Maluku Tenggara)
23, | Rony Lexy Putnarubun - 016762889 | Pelaksansan Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Tidak mengalami perubahan judul
Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
24. | Maryam Matdoan 016756362 | Hubungan antara Pelayanan Dasar dan Sektor Tidak mengalami perubahan judul
Unggulan terhadap Stuuktur Organisasi Pemde
Kabupaten Maluku Tenggara
25. | Mahmud M. Tamher 016759906 {-‘;!&:orﬁaktor %mg Me(r)upengamhi Pegg:épb;ngan Kebijakan Pengembangan Wilayah pada
liaya pada_ 'femh tonom Bary (Studi Kasus Daerah Otonom Baru (Studi Kasus Kota Tual
Kota Tua! Provinsi Maluku)
Provinst Maluku)
26. } Anwar Renwarin 016762112 | Transparansi dalam Pelayanan Publik pada Dinas Tidak mengalami perubahan judul
Perhubungan Kota Tual

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Lampiran 11

Surat Keterangan Izin Penelitian Kepala Badan
Kesbangpolinmas Kota Tual, Nomor 070/170/2013,
Tanggal 3 Juni 2013

CEEE

<

PEMERINTAH KOTA TUAL

BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN LINMAS

Jaian Gajoh Mada No. 1 Tlp/Fax { 0916 ) 22364
RAT

NOMOR : 070/170/2013.
Berdasarkan Sural Keputusan Direkiur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka Nomor -

B83UN 30.4/Mep/2012 Tanggal 21 Juni 2012 dan Surat Direktur Pps. UT Asisten Direktur Bidang
Akademik Nomor : 15447/UN 21 4/AK/2012 tanggal 19 September 2012 perthal lzin Penelitian, maka
pada pringipnya kami tidak berkeberatan untuk memberikan [zin kepada :

Nama : MAHMUD MUHAMMAD TAMHER
Nim : 016759906
Semester : Terakhir
Program Studi : Magister Himu Administrasi Bilang Minat Administrasi
Publik Universiats Terbuka (MAP-UT)
Judui Penelitian/Skimpsi : KEPIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH PADA
DAERAH OTONOM BARU (STUDI KASUS KOTA
TUAL PROVINSI MALUKL)
Lokasi : Kota Tual
Waktu : 2{Dua) Bulan/ Hingga Selesai
Sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka datam pelaksanaannya agar memperhatikan hathal
sebagai berikut
2. Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk.
b. Mentaati sernue ketentuan/peratyran yang berlaku.
c. ‘Surat Lzin ini hanya beriaku bagi kegiatan Penelitian.
d. Tdak menyimpang dari maksud yang digjukan serta tidak keiuar dari lokasi Penelitian.
e. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama petaksanaan kegiatan bertangsung.
f.  Memperhatikan dan mentaatj budaya dan edat istiadat setempat.
g. Menyampaikan 1 ( satu } rekaman/copy hasil Penelitian dimaksud kepada Pemerintah Kota Tual,

h.

metalui Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Tual pada saat mengambil surat keterangan selesai
melaksanakan Penelitian.
Surat Ezin ini berlaku sampai dengan tanggal 4 Juni 2013 s/d 4 Agustus 2013

Dianjurkan Kepada Camat, Pihak/instansi terkait agar dapat memfasilitasi dan membantu memberikan
data seria informasi yang terkait dengan kegiatan penelitian dimaksud,

Demikian Surat Izin ini dibenkan kepada yang bersanghkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeduarkan di : Tual
Padatanggal ;3 Juni 2013

a.n. WALIKOTA TUAL

Hi,

L RS ZAWAWA ASYATHRI
W " _PEMBINA TK. |
%S NIP 19590729 198101 1 012

_[Mﬁsanmﬁan kepada Yth,

Nop AWK

Wahkota Tual di Tual ( sebagai laporan )

Wakil Walikota Tual di Tual

inspektur Kota Tuad di Tual

Direkur Pps UT Tangerang Selatan di Tangerang Selatan
Kepala UPBJJ Ambon di Ambon

Yang Bersangkutan

Arsip.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Lampiran 12

Surat Keterangan Selesai Penelitian Kepala Badan
Kesbangpolinmas Kota Tual Nomor 070/006/SKSP/2013,
Tanggal 18 Juli 2013

PEMERINTAH KOTA TUAL

BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN LINMAS
Jalan Gajah Mada No. 1 Tlp/Fax { 0916 ) 22364

SURAT KETERANC LESA PENELITIAN
NOMOR : 070/006/SKSP/2013.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Poliik dan Perlindungan Masyarakal Kota
Tual dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MAHMUD MUHAMMAD TAMHER
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Laki-laki

- Istri: Rubiyanti Tamher

- Jumlah Anak 4 (empat) orang
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b. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
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f Ketua DPRD Kabupaten Maluku
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Tual, 20 September 2013
Penelity,

Mahmud Muhammad Tambher
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